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PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1)

Mengingat

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
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Menetapkan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

(1)

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau
yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah
provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.
Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan
bupati/wali kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2
Pedoman  teknis Pengelolaan Keuangan  Daerah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan



(2)

(3)
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perundang-undangan.
Pedoman  teknis Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pengelola keuangan daerah;

b. APBD;

Cc. penyusunan rancangan APBD;

d. penetapan APBD;

e. pelaksanaan dan penatausahaan;

f. laporan realisasi semester pertama APBD dan

perubahan APBD;
g. akuntasi dan pelaporan keuangan pemerintah
daerah;
h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD;
i.  kekayaan daerah dan utang daerah;
j-  badan layanan umum daerah;
k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
l.  informasi keuangan daerah; dan
m. pembinaan dan pengawasan.
Ketentuan mengenai pedoman teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi
pemerintah daerah;

Perkada yang mengatur mengenai sistem akuntansi
pemerintah daerah; dan

Perkada yang mengatur mengenai analisis standar

belanja,

ditetapkan paling lama tahun 2022.
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Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, [tanpa koma]
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya; dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1560),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah
yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang
Pengelola keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data,
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing-
masing sebagai berikut:

A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan
2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai
kewenangan:

a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk
dibahas bersama;

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang

www.peraturan.go.id
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pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat
persetujuan bersama DPRD;
d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keunangan Daerah;
mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait
Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh
Daerah dan/atau masyarakat;
menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
menetapkan KPA;

menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

- - N

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah;

j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang
dan Piutang Daerah;

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas
tagihan dan memerintahkan pembayaran;

I. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling
sedikit menetapkan Bendahara penerimaan pembantu, bendahara
pengeluaran pembantu bendahara bantuan operasional sekolah,
bendahara BLUD atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan
peraturan perudang-undangan.

Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian
atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban,
serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah
dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan
pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan,
menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.

Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas:

a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah;

b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan

c. kepala SKPD selaku PA

www.peraturan.go.id
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B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
mempunyai tugas:

a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan
perubahan APBD, dan rancangan  pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD,

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

f. memimpin TAPD.

2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit
meliputi:

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah;

b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah
daerah;

c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah

3. Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan
tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah.

4. koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait
dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah
dalam menyusun kebijakandan mengoordinasikan penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan

Daerah.

C. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan
unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku
PPKD mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah;

3
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b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur
dalam Perda;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan
melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan DPA-SKPD;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan anggaran kas dan SPD;

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas

nama pemerintah daerah;
h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

3

i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan
dan pengeluaran daerah sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:

mengelola investasi;

menetapkan anggaran kas;

melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

membuka rekening Kas umum daerah;

membuka rekening penerimaan;

membuka rekening pengeluaran; dan

m e oan oo

Mmenyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.

www.peraturan.go.id
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Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi,
sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari
investasi tersebut.

Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

D. KUASA BUD

1.

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada

kepala daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan SP2D;

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh
bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;
menyimpan uang daerah;

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi;

h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas
Beban APBD;

i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama
pemerintah daerah;

j.  melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;

k. melakukan penagihan piutang daerah.

Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan
menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk
ditetapkan oleh BUD.

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola
piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak
tertagih atas investasi

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan
dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD

www.peraturan.go.id
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5. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD
Kepala daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu)
Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran
jumlah uwang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang
kendali.

7. Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja,
lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan kepala
daerah.

E. PENGGUNA ANGGARAN
1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

a. menyusun RKA-SKFPD;

b. menyusun DPA-SKPD;
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

f.  melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

j- menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

.  menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya,
meliputi:

a. menyusun anggaran kas SKPD;

b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
d. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

www.peraturan.go.id
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e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan
belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan
pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
tersebut; dan

f.  menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang,
meliputi:

a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan
dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD);

c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu
Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran
Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang
melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan
pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari
pelaksanaan DPA-SKPD.

6. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai
akibat:

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

b.  Thasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia
barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun
anggaran sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan

www.peraturan.go.id
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d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya
kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

7. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:

a. perjanjian atau perikatan;

b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan

d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA
bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu
oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas
pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

10. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya
kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

11. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat
melimpahkan pada kepala biro untuk provinsi dan kepala bagian
untuk kabupaten/kota selaku PA untuk melakukan pengelolaan
keuangan.

F. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit
SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

2. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran
kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.

3. Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan dilakukan
oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan
yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.

4. Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap
SKPD yang membentuk cabang dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah,
dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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5. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas
usul kepala SKPD.

6. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
melakukan pengujian  atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung
jawabnya; dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

7. Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.

8. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya
memungut pajak daerah kepada KPA.

9. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit
SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

10. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA
bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat
dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang
tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai
tugas:

a. menyusun RKA-SKPD;

b. menyusun DPA-SKPD;
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus
yang dipimpinnya;
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e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;
melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

j-  menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi
bersifat khusus yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat
khusus yang dipimpinnya;

l.  menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam wunit organisasi bersifat
khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih

pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala

Unit SKPD szelaku KPA.

G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

1.

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan

pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PAJ KPA meliputi:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada
Kegiatan /Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan
peraturan  perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa.
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4. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis
Kegiatan /Sub kegiatan meliputi:
menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
dan
c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan
kepada PA/KPA.
5. ‘Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan /Sub kegiatan meliputi:
a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-

undangan; dan
c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh  dokumen
pelaksanaan kegiatan.
6. Dalam membantu tugas PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada
PA.
7. Dalam membantu tugas PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab
kepada KPA.

8. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang
dilaksanakan oleh PPTK.

9. PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan
SKPD/Unit SKPD.

10. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,
bezaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang
kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya
ditetapkan kepala daerah.

11. PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat
satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki
kemampuan manajerial dan berintegritas.

13. Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai
ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA
danfatau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
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14. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum
selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.

. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD

1. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD.

2. Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD

3. Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang

BLUD

4. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang
bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah,

Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran PembantufBendahara Khusus,

dan fatau PPTK.

5. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran;

b. menyiapkan SPM;

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan

e. menyusun laporan keuangan SKFPD.

6. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti
kelengkapan dan keabsahan.

7. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPD
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:

a. melalkukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara

lainnya;
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b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan;

c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM; dan

8. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu

PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan

SKPD.

I. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD

1. Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA
menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada Unit SKPD.

2. Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:

a. rentang kendali dan/atau lokasi.

b. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan
layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
pembantu;

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-
LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban Bendahara
Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

4. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-
TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

5. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan
laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

6. Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD
melaksanakan tugas lainnya meliputi:

a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
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pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan pembantu/Bendahara lainnya;

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM; dan

7. PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas
meliputi:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara
lainnya;

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;

c. menyiapkan SPM;
melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;

e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan

f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.

8. PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit
SKPD.

9. Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas
membantu PPK Unit SKPD.

J. BENDAHARA
1. Bendahara Penerimaan

a. Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD
selaku BUD

b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima,
menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya.

c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan
memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
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1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah;

3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima
dengan jumlah yang telah ditetapkan;

4) menatausahakan dan mempertanggungjawablkan
pendapatan daerah yang diterimanya; dan

5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
KPA, kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan
Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.

e. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh
kepala SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD.

f. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang
sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala daerah.

g. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling
sedikit meliputi:

1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah
pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik:;

2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah;

4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima
dengan jumlah yang telah ditetapkan;

3) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
pendapatan daerah yang diterimanya; dan

6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

i. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat laporan  pertanggungjawaban  secara
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administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan
kepada PA.

j. Bendahara Penerimaan pembantu bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.

k. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional
atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD
selaku BUD.

I.  Bendahara Penerimaan pembantu bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan
kepada Bendahara Penerimaan.

m. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan
pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

n. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

0. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara
Penerimaan.

p. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut
Pembantu Bendahara Penerimaan.

Bendahara Pengeluaran

a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada
kepala daerah

b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD
dan SKPKD

c. Bendahara Pengeluaran termasuk Bendahara Khusus yang
ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP,
SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
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2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang
dikelolanya;

4)  menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara
fungsional kepada BUD secara periodik; dan

7} memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

e. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan
Kepala Daerah;

2) memeriksa kas secara periodik;

3] menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

4} menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran  atas
pengembalian belanja akibat koreksi atan hasil pemeriksaan
internal dan eksternal; dan

6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD
yang melaksanakan fungsi BUD.

f. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala
daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

g. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas
pertimbangan:

1) rentang kendali dan/atau lokasi.

2) dibentuknya wunit organisasi bersifat khusus yang
memberikan layanan secara profesional melalui pemberian
otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik
daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
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Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang

meliputi:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU
dan SPP LS;

2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara
Pengeluaran;

3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;

4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang
dikelolanya;

5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara
fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu

memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah;

2) memeriksa kas secara periodik;

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada
tahun berjalan; dan

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas
pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan
internal dan eksternal pada tahun berjalan.

Bendahara  Pengeluaran Pembantu secara  administratif

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif

dengan membuat laporan  pertanggungjawaban  secara
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administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan

kepada PA.

m. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.

n. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional
atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD
selaku BUD.

o. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran.

p. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat
menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara
Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja
dan/atau pengeluaran pembiayaan.

q. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

r. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung
jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

s. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan,
dan penjualan jasa;

2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan
dan/atau penjualan jasa; dan

3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan
lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun
tidak langsung.

4) Larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bendahara Khusus.

t. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan,
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dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan
pelaksanaan APBD.

K. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
1. Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD
yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
2. TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan
pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.
3. TAPD mempunyai tugas:
a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan
perubahan KUA;
c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan
perubahan PPAS;
d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan
rancangan pertanggungjawaban APBD;
f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan
Pertanggungjawaban APBD;
g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan
perubahan DPA-SKPD;
h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman
penyusunan RKA;
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
4. Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai
dengan kebutuhan.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. UMUM
Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai
dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik
Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang
lingkup Keuangan daerah meliputi:
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1. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta
melakukan pinjaman;

2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan wurusan pemerintahan
daerah dan membayar tagihan pihak lain;

3. penerimaan Daerah;
pengeluaran Daerah;

5. |kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa
uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan fatau

6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau
kepentingan umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disinglkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Perda.

Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan
kemampuan Pendapatan Daerah.

2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan
pada RKPD.

3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stahilisasi.

4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk

uang dianggarkan dalam APBD.

Penerimaan Daerah terdiri atas:

pendapatan daerah; dan

penerimaan pembiayaan daerah.

Pengeluaran Daerah terdiri atas:

belanja daerah; dan

pengeluaran pembiayaan daerah.

F P NEF RO
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8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan
rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan
rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya
dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang
melandasinya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:

1. Selain didasarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada pedoman
penyusunan APBD yang diatur oleh Menteri.

2. APBD mempunyai fungsi:

a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi
dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.

b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub
kegiatan pada tahun berkenaan.

c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran
daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah
harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran
daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah
daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

3. APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:

a. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih;

b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih; dan
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c. penerimaan yang perlu dibayar kembali danfatau pengeluaran
yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang
bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.

B. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam

struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah

sebagai berikut:

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
c. Pembiayaan daerah.

2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan
organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan
organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui
Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh
Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas
yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah wyang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan
pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang
merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

6. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

1. Klasifikasi APBD dalam rancangan Perda tentang APBD dirinci

menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi,
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program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

2. Klasifikasi APBD dalam rancangan Perkada tentang penjabaran APBD
dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang wurusan,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis,
objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

3. Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki
karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
Dana Desa, Dana Kapitasi dan pendapatan lainnya, yang penerimaan
pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya
dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau
mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD dapat
berupa mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme
lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan
SKPKD.

6. Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah  serta

pemutakhirannya.

C. PENDAPATAN DAERAH
1. Ketentuan Umum
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan
rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.
Pendapatan Daerah terdiri atas:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
2. Ketentuan Terkait Pendapatan Asli Daerah
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Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli
Daerah diatur sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
1) pajak daerah;
2}  retribusi daerah;
3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan
SKPKD, meliputi:

Jenis Pendapatan Kewenangan Pengelolaan

Pajak Daerah SKPKD atau SKPD yang memiliki
tugas dan wewenang pengelolaan
pajak
Retribusi Daerah SKPD

Hasil Pengelolaan Kekayaan | SKPKD
Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan  Asli | SKPKD kecuali

Diaerah yvang Sah 1. Hal-hal terkait pajak dan
retribusi  tetap dikelola oleh
Bendahara Penerimaan di SKPD
terkait.

2. Pendapatan BLUD dikelola oleh
BLUD terkait.

3. Pendapatan Hibah Dana BOS
dikelola oleh Bendahara

Penerimaan Khusus.

c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian
objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur
dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai
pajak daerah dan retribusi daerah.

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub
rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah
diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang

mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
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Hazil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinei

menunit objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil

pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan

penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan

penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci

berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD

maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri

atas:

1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

2}  hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

3) hasil kerja sama daerah;

4} jasa giro;

5) hasil pengelolaan dana bergulir;

6) pendapatan bunga;

7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

B) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai
akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau
pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau
penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada
bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah
atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing;

10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan;

11) pendapatan denda pajak daerah;

12] pendapatan denda retribusi daerah;

13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

14] pendapatan dari pengembalian;

15) pendapatan dari BLUD; dan

16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dilarang:
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1) melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang
dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam
undang-undang; dan

2) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya
tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang
dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang
merupakan program strategis nasional

h. Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut
nama lainnya dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-
hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

i. Kepala Daerah yang melakukan pungutan dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

j.-  Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkan

seluruhnya ke kas negara.
Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer
Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan

Transfer meliputi:

a. Pendapatan transfer terdiri atas:

1) transfer Pemerintah Pusat
2) transfer antar-daerah

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD.

Bagian 1: Transfer Pemerintah Pusat

a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana
Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan
Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DU merupakan
kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan
kategori dari Dana Transfer Khusus.
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1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber
Daya Alam;

2) DAU yang bersumber dari pendapatan APEN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah
untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

c. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria
tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas
perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertenti.

d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki
otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-
undangan.

e. Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai
dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

f. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian 2: Transfer Antar-Daerah

a. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan
Bantuan Keuangan.

b. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari
Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain
berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah
lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan
peningkatan kemampuan keuangan, danfatau tujuan tertentu
lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:

1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan

2] bantuan keuangan dari Daerah kabupaten /kota
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Bantuan keuangan vyang berasal dar provinsi dan/fatau

kabupaten /kota, terdiri atas:

1} Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang
diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjazsama daerah
atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.

2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang
diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain

Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:

1) Hibah;

2) Dana Darurat; dan/atan

3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan
SKPKD

c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa
yvang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain,
masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang
tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat,
tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai
konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada
penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi
biaya tinggi.

e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

f. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang
diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk
mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana
yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan
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menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

g. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS
dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

D. BELANJA DAERAH

1.

Ketentuan Umum
Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Pemerintah

Nomor 12 tahun 2019, belanja daerah sebagai berikut:

a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri
atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan
Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki
Daerah.

e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan
Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam
rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib
yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai
dengan kebutuhan daerah.

g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan
dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang
dimiliki Daerah.

h. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan
Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran
kesehatan, dan insfrastruktur.

i.  Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana
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Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan
menteri teknis terkait.

j- Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional,
analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perurndang-undangan.

k. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional,
analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

l.  Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan
Presiden.

m. Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam
menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.

n. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah
dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu
Daerah.

0. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga
satuan ditetapkan dengan Perkada.

p. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar
teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran
dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

q. Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah,
organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek dan sub
rincian objek Belanja Daerah.

r. Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan
dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.

s. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan
organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

t. Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan disesuaikan
dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019,

klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat
jangka pendek.
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belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih
dari 1 (satu) periode akuntansi.
belanja tidak terduga; dan

Belanja tidak terduga mempakan pengeluaran anggaran
atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran wang dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau
dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian

objek, sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan

kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Belanja Kewenangan Pengelolaan
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai SKPKD, SKFPD dan BLUD
Belanja Barang dan Jasa SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Bunga SKPKD dan BLUD
Belanja Subsidi SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Hibah SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Bantuan Sosial SKPKD dan/atau SKPD
BELANJA MODAL SKPED, SKPD dan BLUD
BELANJA TIDAK TERDUGA SKPED
BELANJA TRANSFER SKPED

Ketentuan Terkait Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019,

Belanja operasi dirinci atas jenis:

a.

=

N

Belanja Pegawai;

Belanja Barang dan Jasa;
Belanja Bunga;

Belanja Subsidi;

Belanja Hibah; dan

Belanja Bantuan Sosial.
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Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi
diatur sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan
kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala
Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala
daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat
daerah.

b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.

c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD
bersangkutan.

3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi
dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja
penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta
kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa
layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait
belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-
undangan.

4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan
kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja
pada intansi pemerintah.

6) Persetujuan DPRD  dilakukan  bersamaan  dengan
pembahasan KUA.

7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan
beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan
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profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif

lainnya, diuraikan sebagai berikut:

a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan
untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampau
beban kerja normal;

b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas
diberikan kepada pegawai ASN yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki
tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;

c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
diberikan kepada pegawai ASN yang dalam
melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja
yvang memiliki resiko tinggi;

d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban
tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;

e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja
diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi
kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan

f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN
sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN

daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada

Peraturan Pemerintah.

Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala

Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi

Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh

pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan

penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan

ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan
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dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan

Menteri.

Belanja Barang dan Jasa

1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari
12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan
program dan kegiatan Pemerintahan Daerah yang diuraikan
dalam sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian
sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja
barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja
perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk
Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja
barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:

a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang
tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;

b) Belanja Jasa digunakan wuntuk menganggarkan
pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12
bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa
rumah /gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas,
sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan
kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (availibility
payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan,
sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif
pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan
insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non
ASN;

c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan
Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan
tanah, belanja pemeliharaan peralataan dan mesin,
belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja
pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja
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pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan
kendaraan bermotor.

d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan  untuk
menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri
dan belanja perjalanan dinas luar negeri.

€] Belanja Uang danfatau Jasa untuk Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk
menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

3) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa
dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.

6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang
diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk
pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat
dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja
Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam
RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran,
rasionalitas dan efektifitas.

7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang
diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam
bentuk:

a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

b) penghargaan atas suatu prestasi;

c¢) pemberian beasiswa kepada masyarakat;

d] penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat
penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk
pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional
dan non proyek strategis nasional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang
penggunaannya sudah ditentukan sesuai  dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

-]

Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau

gl Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya
yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.

c. Belanja Bunga
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1) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan
belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang
memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan
pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan
pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran
atas  kewajiban pokok utang, yang dianggarkan
pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

3) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang
melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan
fungsi PPKD/SKPKD terkait.

4) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan
sub rincian objek.

Belanja Subsidi

1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja
subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan
oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan
usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh
masyarakat.

2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha
milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk
atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk
penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk
penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public
service obligation).

3) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha
milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu
dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor
akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik,
pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan
oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh
kepala daerah.
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3) Pemeriksaan dengan  tujuan tertentu  merupakan
pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan
atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.

6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar
perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan
subsidi tahun anggaran berikutnya.

7) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung
jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi
yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

8) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam
APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.

9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara
sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan
Menteri.

10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada
usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak
perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah

1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara,
BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat
tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus
menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang
disampaikan kepada Kepala Daerah.

3) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan
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pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

4) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian
Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai
kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya
fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

5) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait
dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian
objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk
belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan
kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan
pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah
yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja hibah diberikan kepada:

a) pemerintah pusat

(1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada
satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah
non-kementerian yang wilayah kerjanya berada
dalam daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang
tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan
dan belanja negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang
Administrasi Kependudukan dapat memperoleh
Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan
blanko kartu tanda penduduk elektronik.

(4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda
penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua)
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sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran

pendapatan dan belanja negara.

(3) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya
dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun
berkenaan.

pemerintah daerah lainnya

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan

kepada daerah otonom bam hasil pemekaran daerah

sesual  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BUMN

Hibah kepada badan wusaha milik negara diberikan

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

sesual  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

BUMD;

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan

dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima

Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam

bentuk barang kecuali nang atan jasa.

badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan

yang berbadan hukum Indonesia

(1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada
badan dan lembaga:

a) wang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

ib) wang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
telah memiliki surat keterangan terdaftar yang
diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau
bupatifwali kota; atau

ic) wang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok
masyarakat/kesatuan masyarakat hukum

adat sepanjang masih hidup dan sesuai
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dengan perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat
dan/atau  Pemerintah  Daerah  melalui
pengesahan atau penetapan dari pimpinan
instansi vertikal atau kepala satuan kerja
perangkat daerah terkait sesuai dengan
kewenangannya.

(d) Koperasi yang  didirikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia diberikan kepada
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum,
yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum perkumpulan, yang telah
mendapatkan pengesahan badan hukum dari
kementerian yang membidangi urusan hukum dan
hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan
dengan persyaratan paling sedikit:

(a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;

(b) memiliki keterangan domisili dari lurah /kepala
desa setempat atau sebutan lainnya; dan

(c) berkedudukan dalam wilayah administrasi
Pemerintah Daerah dan/atau badan dan
Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah
administrasi Pemerintah Daerah untuk
menunjang pencapaian sasaran program,
kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah
pemberi hibah.

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat
diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
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(a) telah terdaftar pada kementerian yang
membidangi urusan hukum dan hak asasi
manusia;

(b) berkedudukan dalam wilayah administrasi
Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan

(c) memiliki secretariat tetap di daerah yang
bersangkutan.

f)  Partai Politik
Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan
keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi
di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan
kepada partai politik dimaksud sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Belanja hibah memenubhi kriteria paling sedikit:

a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b) Dbersifat tidak wajib, tidak mengikat;

c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

(1) kepada  pemerintah pusat dalam rangka
mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah
sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya
dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh
pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(3) partai politik dan/atau

(4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan;

d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah
dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Belanja Bantuan Sosial
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1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan.

2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan
dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,
fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan
belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup dalam kondisi wajar.

3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa
bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai
dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
mengalami risiko sosial; atau

b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan,
keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk
melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat
vang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai
dampak risiko sosial.

6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya.

7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan
secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak
miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin,
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masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan
kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan
secara langsung kepada penerima seperti bantuan
kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan
masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan
miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna
sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada
saat penyusunan APBD.

10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari
calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan
dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek,
rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan,
dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat
daerah terkait.

12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak
dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang
apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko
sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang
bersangkutan.

13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang
direncanakan.

14) Penganggaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak
Terduga.

15) Usulan permintaan atas belanja bantuan sosial yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD
terkait.

16) Belanja bantuan sosial memenubhi kriteria paling sedikit:
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a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan
kepada calon penerima yang ditujukan untuk
melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan
memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

c) Dbersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan
bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak
harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan
tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan
sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai
penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan
pemberian bantuan sosial meliputi:

(1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi
sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar.

(2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko
dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang,
keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan
hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan
dasar minimal

(3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau
kelompok masyarakat yang mengalami masalah
sosial mempunyai daya, sehingga mampu
memenuhi kebutuhan dasarnya

(4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk
menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(35) penanggulangan kemiskinan
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merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang
dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok
masyarakat yang tidak mempunyai atau
mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak
dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi
kemanusiaan.
(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan
untuk rehabilitasi.

3. Ketentuan Terkait Belanja Modal

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun

2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran
yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset
lainnya. Pengadaan aset tetap memenubhi kriteria:

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

1) berwujud;

2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;

3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal
entitas; dan

4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi
aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas
minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan.
Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset
ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan /pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap
dipakai
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2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk
menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan
kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan
peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam
kondisi siap pakai.

3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk
menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh
gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk
dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai.

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan,
irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah
serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai.

5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk
menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap,
yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset
tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional
Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan
harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai
tercatatnya.

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset
tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus
disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset
lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

1) dapat diidentifikasi;

2) tidak mempunyai wujud fisik;

3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau
jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak
atas kekayaan intelektual;

4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan

5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.
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Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga
Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur

sebagai berikut:

a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan
pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak vyang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk belanja bantuan
sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

c. Keadaan darurat meliputi:

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum

tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA

SKPD, kecuali untuk kebutuhan tangpap darurat bencana,

konflik =sosial, danfatau kejadian luar biasa. Belanja untuk

kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau
kejadian Iuar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

d. Keperluan mendesak meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan
belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan
harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan
jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam
tahun anggaran berkenaan, seperti:
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(1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran
kekurangan gaji, tunjangan; dan

(2) belanja barang dan jasa antara lain untuk
pembayaran telepon, air, listrik dan internet

b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja

untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan

pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain

pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban

kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok

pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan

kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah danl atau masyarakat.

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum

tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia

anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD
dan/atau Perubahan DPA SKPD.

e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun
sebelumnya.

g. Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai
berikut:

1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)
paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan
daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
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2] PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT
kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak
diterimanya RKB;

Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian

objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk

mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggpunakan:

1} dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan
kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan; dan/atau

2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan diformulasikan

terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Tata cara penggpunaan belanja tidak terduga untuk mendanai

keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk
bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk
konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2) Pimpinan perangkat daerah wyang membidangi urusan
bencana mengeluarkan surat keterangan untuk pelaksanaan
operasi pencarian dan pertolongan;

3) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau surat
keterangan Pimpinan perangkat daerah yang membidangi
urusan bencana, kepala Kepala SKPD/Kepala Unit SKPD
yang membidangi keuangan daerah mengajukan rencana
kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.

4) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD
mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala
SKPD/kepala Unit SKPD yang membidangi keuangan daerah,
paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya
rencana kebutuhan belanja.

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk rasionalisasi

kegiatan dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak

terduga kepada belanja SKPD yang membidangi keuangan
daerah, dengan tahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja
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tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-
SKPD yang membidangi keuangan daerah;

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja
tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam
Perubahan DPA-SKPD; dan

3) RKA-SKPD danj/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam
melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD
untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan
Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD atau telah melakukan
perubahan APBD.

I.  Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai
keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari
belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang
membidangi, dengan tahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja
tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-
SKPD yang membidangi keuangan daerah;

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja
tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam
Perubahan DPA-SKPD; dan

3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam
melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD
untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan
Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD atau telah melakukan
perubahan APBD.

5. Ketentuan Terkait Belanja Transfer
Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12
tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan
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Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur
sebagai berikut:

a.

Belanja transfer diuraikan menurat jenis, objek, rincian objek,

dan sub rincian objek.

Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi

keuangan daerah.

Belanja Bagi Hasil

1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi
hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada
kabupaten /kota atan pendapatan kabupaten/kota kepada
pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah
tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Keuangan

1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain
dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan, dan/fatau tujuan tertentu lainnya.

2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu
lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atan
penerima bantuan keuangan.

3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan
Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan  Urusan
Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan
oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4} Bantuan keuangan terdiri atas:

a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;

b} bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten /kota;

¢} bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah
kabupatenfkota di wilayahnya dan/atau Daerah
kabupaten /kota di luar wilayahnya;
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d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah
provinsinya danjfatau Daerah provinsi lainnya;

danfatau
€] bantuan Keuangan Daerah provinsi atau
kabupaten /kota kepada desa.

5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.

a)] Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan
pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah
danfatau pemerintah desa penerima bantuan.

b} Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya
ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan
dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada
penerima bantuan.

c¢)] Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah
deza sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak
menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan,
pemerintah daerah danjatau pemerintah desa sebagai
penerima bantuan keuangan khusus  wajib
mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi
keuangan khusus.

d} Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat
khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana
pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan
dan belanja desa penerima bantuan.

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan
keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

E. PEMEIAYAAN DAERAH

1.

Ketentuan Umum
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
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tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah
sebagai berikut:

a. Pembiayaan daerah terdiri atas:

1) penerimaan Pembiayaan; dan
2) pengeluaran Pembiayaan.

b. Pembiayaan daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan
daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan
daerah.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
dan sub rincian objek pembiayaan daerah

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, sub rincian objek Pembiayaan daerah dikelola berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan BLUD.

c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus
anggaran atau menutup defisit anggaran.

Ketentuan Terkait Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12
tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

SIiLPA;

pencairan Dana Cadangan;

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

penerimaan Pinjaman Daerah;

penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

me a0 T oB

penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Mengacu pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat
ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang merupakan
akumulasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, dan
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pengeluaran pembiayaan. SILPA yang digunakan dalam
penerimaan pembiayaan adalah SILPA tahun sebelumnya.
b. Pencairan Dana Cadangan

1) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan
pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke
Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran
berkenaan.

2) Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan
Dana Cadangan bersangkutan.

3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran
menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun
anggaran berkenaan.

4) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan
peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam
portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko
rendah.

5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari
rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah
dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan
bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal
hasil /dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening dana
cadangan dan/atau penempatan dalam  portofolio
dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat
berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

3) Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen lelang, akta
jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
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1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah
pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran
berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian
pinjaman bersangkutan.

2) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk
menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk
penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan
diterima pada tahun anggaran berkenaan.

3) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari:

a) pemerintah pusat;

b) pemerintah daerah lain;

c¢) lembaga keuangan bank;

d) lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
e)] masyarakat

4) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan
untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang
diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk
menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Terkait Pengeluaran Pembiayaan
Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:
a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
penyertaan modal daerah;
pembentukan Dana Cadangan;
Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

L~

pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan
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Mengacu pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat
ketentuan terkait Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1) Pembayaran cicilan pokok wutang yang jatuh tempo
dipunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang.

2) Pembayaran cicilan pokok wutang yang jatuh tempo
didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai
dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan
prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah
yvang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan
berdasarkan perjanjian pinjaman.

3) Pembayaran cicilan pokok wutang yang jatuh tempo
merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan
kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4) Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang dan
dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan
berakhirnya kewajiban dimaksud.

5) Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak
mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala
daerah  dapat melakukan pelampauan pembayaran
mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD

b. Penyertaan Modal Daerah

1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada
badan usaha milik daerah danfatau badan usaha milik
negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.

2] Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan
pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan
perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

3] Penyertaan modal daerah wuntuk memperoleh manfaat
ekonomi, sosial, dan/atan manfaat lainnya.

4] Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:
a) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang

mendapatkan penyertaan modal daerah;
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b) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu
tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai
bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal
daerah;

c) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil
penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka
waktu tertentu;

d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu
tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal
daerah;

e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu
tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai
bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal
daerah;

f) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu
dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung
dari penyertaan modal daerah;

g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat
dari penyertaan modal daerah.

5) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal
berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal
berupa investasi langsung.

6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan
dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat
utang.

7) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan
dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian
pinjaman.

8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam
pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir),
penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank
atau lembaga keuangan bukan bank.

9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan
investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis
oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.

10) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan
apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran
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berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

11} Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah
walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain
telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal
daerah bersangkutan

12} Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama
antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD.

13] Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

14} Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan
investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan
ANgFATAN, penatausahaan anggaran dan
pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah,
divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.

15) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan
kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara
nasional.

16) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan
Perkada.

17) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak
diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah
anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah
penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.

18] Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai
penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan
Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang
bersangkutan sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

19] Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

www.peraturan.go.id



65 2020, No.1781

yang mengatur tentang surat berharga dan investasi
langsung.

20) Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan
penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu
MENyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang
dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.

21) Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD
selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala
daerah.

22) Berdasarkan dokumen rencana  kegiatan investasi,
pemerintah  daerah menyusun  analisis  penyertaan
modal finvestasi pemerintah daerah sebelum melakukan
penyertaan modal.

23) Analisiz penyertaan modal/investasi pemerintah daerah
dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.

24) Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh
kepala daerah.

25) Hasil analisis penyertaan modal /investasi pemerintah daerah
berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio
dan analisis risiko.

Pembentukan Dana Cadangan

1) Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk
mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun
anggaran.

2) Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai
kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan
daerah kecuali dari:

a) DAK;

b} pinjaman daerah; dan

c¢] penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan

4) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan
dikelola oleh PPKD selaku BUD.
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5) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang pembentukan dana cadangan.

&) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran
pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

7) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan
sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana
cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan
dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan
dana cadangan yang haris dianggarkan dan ditransfer ke
rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun
anggaran pelaksanaan dana cadangan.

8) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan
ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala
daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk
menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan
kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya,
BUMD, badan wusaha milik negara, koperasi, dan/atau
masyarakat.

2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan DPRD.

3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam
KUA dan PPAS.

4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah
diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk
menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Terkait Pembiayaan Neto
Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) dan (6) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 tahun 2019, Pembiayaan neto:
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a. merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran
pembiayaan

b. digunakan untuk menutup defisit anggaran

F. KETENTUAN SURPLUS DAN DEFISIT
Berdasarkan Pasal 83 sampai dengan Pasal 88 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam surplus dan defisit APBD adalah

sebagai berikut:

1. Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja
Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

2. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

3. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah
dan belanja daerah.

4. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk
pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari
penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

6. Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal Daerah;

o

pembentukan Dana Cadangan;
Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

B

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

7. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan
pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam
pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian.

8. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada
Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

9. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD
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dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai
dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran.

10. Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas
maksimal defisit APBD masing-masing daerah paling lambat bulan
Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.

11. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada
Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

12. Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi
penundaan penyaluran Dana Transfer Umum.

13. Menteri melakukan pengendalian defisit APBD provinsi berdasarkan
batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal
defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah
yang ditetapkan oleh menteri wyang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

14. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian
defisit APBD kabupaten/kota berdasarkan batas maksimal jumlah
kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-
masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang
keuangan.

15. Pengendalian dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD.

16. Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.

17. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan
dengan pengeluaran Pembiayaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari jenis SILPA
tahun sebelumnya dikecualikan yang penggunaannya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk
menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;

c.  hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
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d. pinjaman daerah; dan
e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap tahun
anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD
yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

4. Posisi defisit APBD sebagai dasar penetapan besaran kumulatif defisit
APBD pada tahun berikutnya.

5. Pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenai sanksi penundaan

penyaluran dana transfer umum.

G. KETENTUAN SILPA

1. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)
tahun berkenaan bersaldo nihil.

2. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah
Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan
kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan
yvang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

3. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif,
Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan
pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah,
pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau
pengurangan volume program dan kegiatannya.

BAB I
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

A. KUA DAN PPAS
1. Ketentuan Umum KUA dan PPAS
Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip:
a. sesuai dengan  kebutuhan penyelenggaraan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
kemampuan pendapatan daerah;
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b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

e. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk
melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah
program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub
kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat
ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:

a. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan
APBD.

b. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional
dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat
antara lain:

1) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi
kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;

2) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran
berkenaan;

3) teknis penyusunan APBD; dan

4)  hal-hal khusus lainnya.
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Rancangan KUA memuat:

1) kondisi ekonomi makro daerah;

2) asumsi penyusunan APBD;

3) kebijakan Pendapatan Daerah;

4) kebijakan Belanja Daerah;

5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan

6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konlrit
dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah,
asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah,
kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan
daerah.

Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan
untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan
prioritas dan program nasional yang tercantum dalam
rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk
pemerintah provinsi;

3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan
untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan
prioritas dan program nasional yang tercantum dalam
rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program
provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah
provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota;
dan

4)  menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran
sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan
sub kegiatan.

Sub kegiatan dapat dianggarkan:

1) untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

2) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub
kegiatan tahun jamak.

Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang

tercantum dalam RPJMD.

Sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling

sedikit:
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1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang
secara  teknis merupakan satu  kesatuan untuk
menghasilkan 1 (satu)] keluaran yang memerlukan waktu
penyelesaian lebih dari 12 [dua belas) bulan dalam tahun
anggaran berkenaan; atau

2) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut
sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun
anggaran.

3) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut
sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun
anggaran, antara lain penanaman benih /bibit, penghijauan,
pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di ramah
sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa
pelayanan kebersihan (cleaning service).

h. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas
persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, yang
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan
PPAS. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun
Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala
Daerah berakhir, kecuali Kepgiatan Tahun Jamak dimaksud
merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis
nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

i.  Penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi,
kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
dan pemutakhirannya.

i Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Terkait Kesepakatan KUA dan PPAS
Mengacu pada Pasal 90 sampai dengan Pasal 92 Pemerintah

Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan

terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:

a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan
PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli
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untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah

dan DPRD.

Kepala Daerah dapat mengajukan usulan penambahan

kegiatan/sub kegiatan baru dalam rancangan KUA dan

rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk

disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan

rancangan KUA dan rancangan PPAS.

Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sepanjang

memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS

ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling

lambat minggu kedua bulan Agustus.

KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama

DPRED menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam

menyusun RKA SKPD.

Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Persetujuan bersama paling sedikit memuat:

1] mnama Kegiatan;

2) jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;

3) jumlah anggaran; dan

4) alokasi anggaran per tahun.

Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan

sementara, Wakil Kepala Daerah bertugas untuk:

1] menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS
kepada DPRD; dan

2] menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota
kesepakatan PPAS

Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan

tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat

sementara/ pelaksana tugas kepala daerah bertugas untuk:

1] menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS
kepada DPRD; dan
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2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota

kesepakatan PPAS

j. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas
pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota
kesepakatan KUA dan PPAS.

k. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama
rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam)
minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan
kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan
RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun
Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara
Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan
APBD diuraikan sebagai berikut:

1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan
data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat
dalam RKPD;

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS
menggunakan data dan informasi terkait program prioritas
beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang
bersumber dari RKPD.

b. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan
PPAS kepada DPRD.

c. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan
KUA dan rancangan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada
muatan rancangan KUA dan rancangan PPAS.

d. Kepala Daerah dan DPRD melakukan kesepakatan bersama
berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan
PPAS.

e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan
rancangan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan
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nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara
kepala daerah dengan pimpinan DPRD.
4. Dokumen Terkait
llustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS
menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan
kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.
Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS
antara lain sebagai berikut:
a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(KUA)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Nota Kesepakatan KUA
Nota Kesepakatan PPAS
Nota Kesepakatan Tahun Jamak
Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan

me a0 T

a. [Ilustrasi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(KUA)
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PROVINSI/KABUPATEN /KOTA.......
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN ....

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
1.2. Tujuan penyusunan KUA
1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA

1. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

11I. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

1IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun
4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan
Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

VIl. STRATEG! PENCAPAIAN
Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

VIIL. PENUTUP
Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala
Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD
Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam
penyusunan PPAS dan RAPED Tahun Anggaran berkenaan

............. Tanggal,......cccceneeee
Pimpinan DPRD Gubernur/Bupati/Walikota.....

Nama Nama
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b. Ilustrasi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN ....

1. PENDAHULUAN
1I. RENCANA PENERIMAAN DAERAH
1II. PRIORITAS BELANJA DAERAH

IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

<

. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

VI. PENUTUP
Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA .... dibuat untuk
menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD TA .....

Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah
dan DPRD terhadap PPAS

............. Tanggal,.......ccccne.
Pimpinan DPRD Gubernur/Bupati/Walikota.....
&) &
Nama Nama

www.peraturan.go.id



2020, No.1781

-78-

Tabel 2.1
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Tahun Anggaran ....

KODE

PENERIMAAN DAERAH

ALOKASI DASAR
ANGGARAN | HUKUM

2

PENDAPATAN DAERAH

4.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.01.

Pajak Daerah

4.1.02.

Retribusi Daerah

4.1.03.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

4.1.04.

Lain-Lain PAD Yang Sah

4.2

PENDAPATAN TRANSFER

3.0.01,

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

4.2.02.

Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

2.3.01,

Pendapatan Hibah

4.3.02.

Dana Darurat

4.3.03.

Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

6.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6.1.01.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

6.1.02.

Pencairan Dana Cadangan

6.1.03.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

6.1.04.

Penerimaan Pinjaman Daerah

6.1.05.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

6.1.06.

Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH
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TABEL 3.1
SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Mo

Prioritas Pembangunan Nasional

Program

Indikator Kinerja

SKPD Pelaksana

Keterangan

-79-

TABEL 3.2

SINKRONISAS] KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DENGAN FRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

Mo

Prioritas Pembangunan Provinsi

Program

Indikator Kinerja

SKFPD Pelaksana

Keterangan
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TABEL 3.3

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

Prioritas Pe mbangunan
Prov/Kab/ Kota

Sasaran Prioritas

Program

Indikator Kinerja

SKPD Pelaksana

Keterangan

3

3

o

o)

—
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TABEL 3.4

PLAFON ANCGOARAN SEMENTARA BERDASARKAN LUURUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGREAM, KECIATAN DAN SURB KEGIATAN

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PR AK IR AAN
Indikatar PLAFON MAJL
Na Kinerja Indilkator Kinerja Indilcator Kinera _. ANGOARAN )
alomsl KET
Program Hasil | Target Kegintan Keluaa Target | Sub Kegintan Target Sub BEMENTAR
Frogra | Capaia t Capaia ek Capaia |[Kegiatan A [Rp) M=l N+2
Keglata Keglatan
m f . f 1
1. 1. Urusan
wajily vai g
beerlonitan
dengan
pelayanan
dasar
1.01
Pendidilan
XK. XX
Prograim ..
X XK. XX, X.XX X. XX XX, X, XX.X
.................. . Kegintan ceesnn |3 Bul Mg
Kegintan .
X XK. XX XXX X, XX XX, X, XXX
.................. . Kegintan verrrene | e Sule _.____‘..:_....:._ns
Kegintan . !
1.03
Peler] ann
Umum dan
Fen atan
Ruaig
X XX, XX
Program ..
XEX XX XXX XELEX X EX.X
.................. . Kegintan verreen | Sule Mngg
Kepiatan .
2. |Dst
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TAEEL 4.1
FLAFUN ANGUABRAN SEMENTARKA HEKDASARKAN URUSAN PEMERINITAHAN DAN FROOGRAR  KELLATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PLAFON ANGGARAN

DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEMENTARA (Rp| BT

3 4

2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBE YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01. PENDIDIKAN
L0 .x-% - XX 200 Dinas ...
1.0] . x-x.x-% X-K XK K Program ...
1. 0] .- o0~ 20~ 0K WO XK Kegintan ...
101 x-x.x-x x- Sub Kegintan ...
Dist ...
1.03. KESEHATAN
1.02 x-x.Xx-XX-X XK. Dinas ...
1. 02 x-X.X-X XN NN XK Program ...
1. 00 x-5. -5 X-K XK X X_XK Kegintan ...
1. 03 x-x -2 x- Sub Kegintan ...
Dist ...
1.03. PEEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
103 x-x x-x X% 20 Dinas ...
1. 03 x-x 22 x-x X3k Program ...
1. 03 x-x 20-2 X~ 0K RO XK Kegintan ...
1.03.x-x.x-xx- Sub Kegintan ...
Dist ...
1.0 PERUMAHAN BAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
L0 x-x.x-x X300 Dinas ...
(I o S e Program ...
1. R -0 00~ 00 30~ K O XK Kegintan ...
1.0 x-x -2 - Sub Kegintan ...
Dist ...
105 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
— PELINDUNGAN MASYARAKAT
5K X Diinas ...
05 X-X X-X_X-3_XK_XX. Program ..
05 Xm0 X3 MO M. XK egiatan ...
.05, x-x -3 x- Sub Kegiatan ...
Dist ...
1.06. SOSIAL
1. O -0 30~ -3 Dinas ...
1. (. -2 XK X XK Program ...
1. (A 20~ 30~ -0 O O N0 Kegintan ...
1. (6. x-x.x-3 x- Sub Kegintamn ...
Dist ...
2 URUSAN PEMERNTAHAN WAJIB YANG TIDAK
i BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.07. TENAGA KERJA
207 %X XX XK NN Diinas ...
2,07 x-X.X-XX-X_XN_KX. Program ...

2. 07 .- XXX XN NN XN Kegintan ...
2.07 x-x.x-xXX-

Sub Kegintan ...
XL KL K KL XX
Dist ...
.08, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
2.08.x-X X-XX-X XK. Diinas ...
2. (8. - X XK NN NK Program ...
208 x-xx-rx-xa s k. |Kegiotan ...
2.08 x-x.x-x.X- Sub Kegiotan ...
pE-X- %1 %1
Dist ...
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M.

XX XXX
.10

2. 10 X-X K

2. 10 X-X XK_KX.

FRER B

e

.

X. XX

Kegiatan

X
X
L 10x
X 10x
LN XN K

Sub Keg

LINGEUNGAN HIDUP

.

NX.

N.XX.

KX KN NN

12
5 FIL

12 x-%.X-X.X-X.XX
12X~ XX XN IO K.
12 %3 XXX - X NN K. KX
12 x-x.x-x.X
NN AN NN

X-X 3

X-X NK_KX.

ERED B

NN

NX.

K.XX.

PENGENDA
BERENCANA

AN PENDUDUK DAN EELUARGA

NX.

M.

N.NX.

NN

NN

NX.

R ERED

b

NX.

N.XX.

ol 1ol [l £l

Sub Kegiatan ..

KOMUNIKAS] DAN INFORMATIKA

a4

e

K.

ERED B

I

.

. XX,

KOPERASL USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NX.

.

X. XX

LN XN N.K
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PENANAMAN MODAL

-

e W

X-X.X-NN-NKK.ON N NX.

N DAN OLAHRAGA

X-X.X-N_N-K. XK.

N-X.X-NN-X.XN.XX

N-X XN NN N NX.

219 x-x XN
20 2000 2000 N N

- N-X.N-X.XX

-0 N-XL NN KX

- N-X.X-K.NK XX .X_XX.

X-NN-X.X
3. 3O DN N K.

X-X.X-N_N-K.XX.

C -0 M- XK

L - X0 O,

K-X.X-NXK
3000 00 N N

KEBUDAYAAN

-

. NN

L 3O NN

b | kb | B3R

Sub Kegiatan ...

2.23

223 X-X.X-XX-K. XK.

2.23 KK XXX
2.23 XK. XK. XK LXK
223 XX

X-K. K- NN KX,

4 X-X.X XN~ XL XK

X-X X - NN NNLCK_ N NX.

LRL IHAN

KELAUTAN DAN PERIKA

i o i o g 0,

Program ..

2
|

3.25.%-X.X-XX-K. XXX
253X X -X_X-X. XX XX_X_XX.

Kegiatan ...

Sub Ke

3. 26 x-x_X-X_X-K.XN.

3. 26.%-X.X X X-X. X0 XK.

3.26.%-X.X - X-K. X0 XK XK.

3. 26 x-xx-Nx
X. XX XXX XX KX.




5. 2020, No.1781

3.27. PERTANIAN
[

Dt ...

31.2B. EEHUTANAN
M. i
XX. XX

NOC. XN N NX.

o
W
"
-
2R
E1 ERET B
o |

e

NN K. KN KK

3.29. ENE

3. . [
3. XX XX

3. O KX

1

NN NN X XN _NX.

Dt ...

3.30.

3. 30.x-x X-X.X-X KX

3.30.X-X X-X.X-X XXX

3. 30200 -2 -0 MO O NN
x

P
B
i
d
"
i
g

M.
M. XK

NOC. XN N NX.

b=
MK
2O K X M.

NN NN X XN_NX.

UNSUR PENDUKUNG URUISAN PEMERINTAHAN
KRETARIAT DAERAH
riat Daerah

NNK.
NN XX
X

01 x-xx-x.
Olx-xxx

NOC. XN N_NX.

4
]
4 X
40l x-xx-xx
4 X
4 X
X

O N N N NN

02,

02.x-xx-x XX.

N2.x-xx-x N KK KX

D2 x-xx-x

4
4 _X-X
402 x-X X-X_X-X XXX
4 _X-X

4 X

3. 30N X K.

.
M. XK

NOC. XN N NX.

W

N NK. X XN_NN.
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N-N. XX X-N_KX

Badan {Kantor ...

b T gl W S,

Program

pap Wy iy Wn W s I e

Kegia

.02 x-x.x-x.X
X XX XK. AK_KX.

E.X-X X-X_NK

N N-X.X-N_NN_NX.

XX-KLK NN, KKK

5.0 xxx-xx
XXX XN N O NX.

N-R.E-X.X-KOK

N-N.K-X X -RKK_NX.

M- NN NN N XXX

NEXX.X
NN XK. N_NKX.

LITIAN [

N-N. XX X-N_ KX

Badan

3.X-X.X-X.X-X.XK_XX.

Program

3.~ XX X=X KN X.XX.

Kegin

S N-EX-X.X
XXX KK KKK

N-N.X-N X-N_ KX

JO_ -3 XXX - KN

pap Wy Sy W n W s I e

Joox-xx-x.x
K. NN N_KX.

M- X-X X-K_NXX

NN NN XN NX.

o T g e

N-X.X-X.X
XX XN N _NX.

6.01

6.0] x-x.x-X.X-X.X%

6. 0] x-20 X~ XN O K.

] _N-30. - X XX N K. XX

.01 x-x.x-x.%

M. N O O

7. UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAM, N
7.0] x-xx-x.x-x.XK

1] KX XXX KR,

1] _x%-%.%-X.X-X.XK_KX.X.XX.

7.0] x-x.x-x.X
X. XX XXX AK-KX.

—

02 x-%.X-X.X-X.XK

J2_X-%.X-X.X-X XK_XX.

e

N-N.X-X.X
XXX XN N K _NX.
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7.03. KABUPATEN ADMINSTRASI
7.03. x-X.X-X_X-X_XX <
7.0 - - NN NN
7. 03 - - XK NN KK
ik Sub Kegaatan ..
NN NN . L X
D=t _.
B.
B.OL. A DAN POLITIK
B.0] .x-x.X-X_X-X_XX Dan Politik ...
B. 0] .x-0. X~ N-3 XK.
B.0] .- - XK NN KX
BE.0] x-x.x-xx
NN N XL ML X
D=t
9. URUSAN KEKHUSLUS
9.01. PANIRADYA
9.0] .- XX XXX Paniradya Kaistio
9.0].x-x.x-X X-K XK KX. Program ..
9.01] .x-X.X-X_X-X_ XXX X KX. Kegiatan ..
9.0] x-x.x-XX . .
S Sub Kegiatan ..
Dst ..
0.02. SYARIAT ISLAM ACEH
9. 02 x- X x-X_X-X_XK Dhnas Syanat Islam Aceh ..
9. 02 - XXX XN ALKX. Program ..
9. 02 x- XXX X-K_ NN KX XK. L
9.02 . x-x.x-XX
NN NN . L X
D=t ..
9.03. SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN
ULAMA [MPL
9.03.x-x X-X XK XK Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPLU] ..
Q.03 x-x. XX X-X_ AKX Program ..
9.03.x-X.X-X_X-K_ XK XXX KX. Kegiatan ..
LG % .05 Sub Kegiatan ..
NN KL . KL K
Dist ..
SEERETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
XX -R XK KK Sekretariat Majelis Adat Aceh ..
X~ -0 -0 MO N Program ..
XX NN KKK Kegiatan .
B Sub Kegiatan ..
NN N L N .
Dst ..
9.05. SEERETARIAT HAITUL MAL ACEH
9. 05 x- 2 X-X_ XX XK Sekretariat Bastul Mal Aceh ...
9. 05 - XXX XN LK. :
9. 5. - XXX XK N KK KKK
9.05. x-x.x-XX
XK. KX . N K.
3. 06
J. (6. X3 X - K XK XK
3. (A 2~ 0~ - KX
XK RN K KX,

KE-NNX

. NN O N
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PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN JENIS BELANJA

NO.

URAIAN

PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
{Rp.]

Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa

c. Belanja Bunga

d. Belanja Subsidi

e. Belanja Hibah

f. Belanja Bantuan Sosial

7%]

Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah

. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

alaln o

. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;

f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil

b. Belanja Bantuan Keuangan

TOTAL

FPLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN

MO

URAIAN

PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA

(Rp.|

FEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan

.1.01.

Sebelumnya

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

.1.02. |Pencairan Dana Cadangan

.1.04. |Penerimaan Pinjaman Daerah

.1.05. |Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

-1.06.

]
]
[i]
65.1.03. [Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
[i]
[i]
3]

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

F:nEclu aran Pembiayaan

6.2.01. |Pembentukan Dana Cadangan

65.2.02. ([Penyertaan Modal Daerah

5.2.03. [Pembayaran Cicilan Pokok Utang yvang Jatuh Tempo

65.2.04. [Pemberian Pinjaman Daerah

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan

Jumlah Pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan Neto
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c. Ilustrasi Nota Kesepakatan KUA

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI /KABUPATEN /KOTA.......
DEMNGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI /KABUPATEN/KOTA. ......

TENTANG
KEBLIAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUMN ANGGARAN ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama E i 85 e 85 e 85 e 5 e 5 e 5 e B e B e B 5 e B 5 e 5
Jabatan : Gubernur /Bupati/Wali Kota..._.........._..
Alamat Kantor B R RS SRR RS R B B B R R R RS
bertindak selalku dan atas

2 a. Nama :

Jabatan

Alamat Kantor
b. Nama

Jabatan

Alamat Kantor
c. Nama

Jabatan

Alamat Kantor
d. Dhak.oooeninaens
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daesrah (DPRD) Provinsi/ Kabupaten fKota*)......

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daesrah (APBED) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara
DPRD dengan Pemerintah Dasrah untuk selanjutnya dijadikan sebagni dasar penyusunan
prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA ...

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD
yvang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran ..., Kebijakan pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA ... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu
kesatuan vang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Prioritns dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS]) Tahun Anggaran ...

Pimpinan DPRD
Provinsi f kabupaten fKota......
Selaku, Selalku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

MNama Noma
KETUA

Nam:s
WAKIL KETUA

i

Namms

WAKIL KETUA

Gubernur f Bupati f Waliloota. ...

www.peraturan.go.id
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d. [Ilustrasi Nota Kesepakatan PPAS

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda lnngnn di bawah ini:
T IR == ST SlcecmeseiechrirrveseschandnntnservophAe s nmamenpesabspyas
Jabatan Gubcmur/Bupnu/Wnlu T g ey sdas
Alamat Kantor L e e ————
bertindak selaku dnn atas nama pemerintah Provinsi/ Kabupaten /Kota™" ...
2 a. Nama
Jabatan
Alamat Kantor
b. Nama
Jabatan
Alamat Kantor
c. Nama
Jabatan
Alamat Kantor
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten /Kota*)......

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang
disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan
sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPED) TA

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan
Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA ..., para pihak sepakat terhadap
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan
pembiayaan daerah TA ..., Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan
Urusan Pemerintahan Dan Program /Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA ...

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran ... disusun dalam
Lampiran yang menjadi satu kesatuan yvang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ... .

............. Tanggal,.....cccccaeee.et
3 2 Pimpinan DPRD
Gubernur/Bupati/Walikota..... Provinel flnbapaten/Kota. ..
Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Nama Nama
KETUA

Nama
WAKIL KETUA

Nama
WAKIL KETUA

www.peraturan.go.id
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e. Ilustrasi Nota Kesepakatan Tahun Jamak

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA......
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK
(NAMA PEKERJAAN)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......
Yang bertanda tnngan di bawah ini:
Y. BBRI®: 7 Siidiiniieeiiaseiisstuis st dbonisih eastusiiensisigg
Jabatan Gubcmur/BupatJ/Wah Kota.......ccooeeanns
Alamat Kantor B badbsduisanndasendLh e ONAbbuss bRt bakad bR R RSO

bertindak seclaku dan atas nama pemerintah Provinsi/ Knbupatcn/Kota""
sclanjutnya dxscbut scebagai PIHAK KESATU.
2 BCNEIDE. 0 S aiiiandemeideeddbbssdbhimbbivas bl b e b s

Jabatan Kctua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
AR R =3 i i s sV A ik i ab s Waa s A A AR s A

b. Nama DS D L gn o b s §NE SRS S AL RS TR S ERAI RN
Jabatan \Vsku Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
Alamat Kantl: 2 iliiiiiiiiiiiiiieiiiiesssinssbanssiniasssonssoont bos

c. Nama D amad pacia o s i B0 S UM 5 56 4m 864 50 4 KA ESA BEER SRR RS LAY
Jabatan Wakxl Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
AIRMBL KANMNT: 20050 0ideoiaisamaiisuisiseseitonsssonssinbesihsbainsssoin

scbagai Pimpinan DPRD bertindak sclaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota®)...... , selanjutnya discbut sebagai PIHAK

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA scpakat untuk meclaksanakan kegiatan Tahun
Jamak di Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... Tahun ..., Tahun ... dan (Tahun Seterusnya) yang

BAB I
DASAR HUKUM

Pasal 1

(Berisikan tentang Peraturan Perundang-Undangan atau Dasar Hukum yang melandasi
untuk sub kegiatan tahun jamak dimaksud

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

"4) Dst.
3 (Berisikan maksud dan tujuan Nota Kescpakatan ini)

www.peraturan.go.id
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BAE III
KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 3
Adapun kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak ... (Nama Kegiatan/Sub Kegiatan], vang
'El] biaya pekerjaan ... dengan pagu senilai Rp... (terbilang);
'IE] biaya pekerjaan ... dengan pagu senilai Rp... (terbilang);
"
(3] Dst.

Pasal 4
'Il] Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daecrah Provinsi/Kabupaten /Kota*] ...
'IE] Jumlah anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai kegiatan/sub
kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp... (terbilang).
'IS] Rincian anggaran kegiatan/sub kegiatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3
a. biaya pekerjaan ... dengan perincian per tahun sebagai berikout:
1]. Tahun ... senilai Rp... [terbilang);
2). Tahun ... senilai Rp... (terbilang);
3). Dst.
b biaya pekerjaan ... dengan perincian per tahun sebagai berikut:
1]. Tahun ... senilai Rp... (terbilang);
2). Tahun ... senilai Rp... (terbilang);

3). Dst.
c. Deat.
BAE IV
PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

digunakan untuk kegiatan/sub kegiatan dari Tahun ..., Tahun .. dan Tahun
BAB V

PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK

Pasal 6
'El] Pengelolaan dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

'!2] Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas ...
Provinsi/ Kabupaten /Kota*) .......

BAB VI
PENYESUAIAN HARGA

Pasal 7

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8
Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan PIHAK

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pimpinan DFRD
Provinsikabupaten (Kota......
Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA FIHAK KEDUA

& &

B

Nama
WAKIL KETUA

o8

Nama
WAKIL KETUA

Gubernur (Bupati /Walikota.....

www.peraturan.go.id
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f.  Tlustrasi Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan

BERITA ACARA KESEPAKATAN
ANTARA
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA......
DENGAN
KETUA DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......

TENTANG
PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU
PADA KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD

TAHUN ANGGARAN ....
Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama PR R RSP L PAIEN M ARSI
Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota..
AIBIAL KBOROT . 53 < iiisiitimasiss shimmbasonstobd immbyissibsshimmiid soisives
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota™..........
2. Nama B s g eatnanaas ) S ssAMSs SRS A AL sa a AR A S Soayaa
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
AR ATHEIE - 1. asanssgoassretaan sassrssspsasssspresons patansppssssscsasss

bertindak sclaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (DPRD)
Provinsi/Kabupaten/ Kota.........cccceiiniiinniins

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/sub kegiatan baru pada KUA
dan PPAS TA...... yang tidak terdapat dalam RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota..... Thisgeiasiva
yang sclanjutnya secara lengkap penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dimaksud
disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita
Acara Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal terscbut di atas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dacrah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Dacrah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daecrah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ...,
dibuatiah Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) TA...........

www.peraturan.go.id
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-O5-

LAMPIRAN
Berita Acara Kesepakatan Nomor.................. Tanggal.................
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PLAFON PRAKIRAAN

Kode/ Indikator Kinerja [ndikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi | ANGGARAN MAJU

Ma,

o Urusan/Sub |y | Target | Kegiatan |Keluaran| Target | Sub Kegiatan | 4730 roroet | Sub |SEMENTARA Ket
Urusan/ Program | Capaian Kegiatan | Capaian Sub Capaian |Kegiatan [Rpl N+l | N+2

Organisasi/ & pe £ P Kegiatan P g P

1. Urusan wajib
yang berkaitan
dengan
pelayanan dasar

1.01 Pendidikan

XXX XX

Frogram ...

RO NN
Kegiatan ...

OO KX UNKXX,
Sub Keglatan

XLXKK XX
Kegiatan ...

OO LN
Sub Keglatan

www.peraturan.go.id
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1.03 Pekerjaan
Umum dan

Penataan Ruang

XXX XX,

Program ...

XXX, X0, X .05,
Kegiatan ...

20 0L L X
Sub Kegiatarn

2, |Dst

www.peraturan.go.id
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REKA SKPD

1.

Ketentuan Umum REA SKPD

Mengacu pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 97 Pemerintah Nomor

12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait

RKA-SKPD sebagai berikut:

a. Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan
RKA-SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah
rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati.

b. Surat Edaran Kepala Daerah paling sedikit memuat:

1) prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub
kegiatan yang terkait;

2) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program,
kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana
pendapatan dan penerimaan pembiayaan;

3] batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan

4] dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode
rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar
belanja, standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan
penyusunan APBD.

c. Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu
hubungan anggaran belanja dengan sumber pendanaan
pendapatan dan penerimaan pembiayaannya, antara lain:

1} belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,
kegiatan, dan sub kegiatan terkait layanan retribusi
sumber pendanaannya berasal dari pendapatan retribusi;

2] belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,
kegiatan, dan sub kegiatan terkait dana transfer khusus
sumber pendanaannya berasal dari pendapatan transfer
khusus berkenaan;

3] belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,
kegiatan, dan sub kegiatan terkait sarana dan prasarana
jalan sumber pendanaannya berasal dari pendapatan pajak
kendaraan bermotorpendapatan bagi hasil berkenaan.

4] belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,
kegiatan, dan sub kegiatan terkait penunjang urusan
pemerintah daerah sumber pendanaannya berasal dari

pendapatan dana alokasi umum.

www.peraturan.go.id
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d. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan
FPPAS, serta mengacu pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.

e. Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD
mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua)
tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama
tahun anggaran berjalan.

f.  Proses penyusunan REKA-SKPD mengandung informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

g REA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan
penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBED sesuai
dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan
Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan
setiap tahun.

h. REKA-SKPD sebagaimana disusun dengan menggunakan
pendekatan:

1) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah  Daerah
dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju secara
bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Prakiraan maju
berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program,
kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun
anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang
direncanakan

2] Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan
seluruh  proses perencanaan dan penganggaran di
lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana
kerja dan anggaran

3) Penganggaran berdasarkan kinerja dengan
memperhatikan:

a) Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang
diharapkan dari sub kegiatan;

b} Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan

c) Efizsiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

i.  Penyusunan REKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan
penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada:

www.peraturan.go.id
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1} Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang
akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang
direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil;

2] Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang
akan dicapai dari keadaan semula dengan
mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi,
dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan
dan sub kegiatan

3] Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari
suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu
sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur;

4] Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran
atas beban kerja dan biaya wyang digunakan untuk
melaksanakan suatu sub kegiatan;

5] Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan
jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah
dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional;

&) RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan
barang milik daerah untuk periode 1 (zatu) tahun yang
paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan
pengadaan BMD dan pemeliharaan BEMD; dan

7] Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja
dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang
berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan
pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah,
penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja
gserta terciptanya kesinambungan REKA-SKPD, Kepala SKPD
mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub
kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan
semester pertama tahun anggaran berjalan.

Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub

kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum

diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau
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diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun

berikutnya dari tahun yang direncanakan.

l.  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA-
SKPD diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan
Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

m. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi,
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal,
dianggarkan dalam RKA-SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi
pada masing-masing SKFPD.

n. Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer
dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.

o. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah
dianggarkan dalam RKA-SKPD pada:

1) SKPKD;

2] BKPD/Unit SKPD terkait yang melaksanakan pola
pengelolaan keuangan BLUD;

Ketentuan Dokumen RKA SKPD

Mengacu pada Pasal 98 dan Pasal 99 Pemerintah Nomor 12 tahun

2019, Permendagri ini membuat ketentuan terkait dokumen REKA-

SKPD sebagai berikut:

a. Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

b. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan
maju untuk tahun berikutnya.

c. Rencana pendapatan memuat urusan pemerintahan daerah,
organizasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub
rincian objek pendapatan daerah. Rencana pendapatan diterima
oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Rencana belanja memuat informasi mengenai:

1} wurusan pemerintahan daerah memuat urusan
pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas
dan fungsi SKPD.

2) organisasi memuat nama SKPD selaku PA,
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3) standar harga satuan,

4) RKBMD,

5) kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja,
tolok ukur kinerja, dan sasaran kinerja yang akan dicapai
dari program, kegiatan dan sub kegiatan.

6) Program memuat nama program yang akan dilaksanakan
SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

7) Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan
SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

8) Sub kegiatan memuat nama sub kegiatan yang akan
dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

9) Akun, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan
menurut jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian
objek.

e. Rencana Pembiayaan memuat kelompok:

1) penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk
menutup defisit APBD, yang masing-masing diuraikan
menurut jenis, obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek
penerimaan pembiayaan

2) pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk
memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing
diuraikan menurut jenis, obyek, rincian obyek, dan sub
rincian obyek pengeluaran pembiayaan.

Ketentuan Lain Terkait RKA SKPD

Mengacu pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 100 Pemerintah Nomor

12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan lainnya

terkait RKA-SKPD sebagai berikut:

a. Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat
keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak,
kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS
yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD.

b. Dalam hal program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan
tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan,
kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang
direncanakan.
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c. Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja
(SOTK), dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD disusun
oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait.

d. Dalam hal penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang
melaksanakan pola keuangan BLUD, menggunakan kode
rekening APBD.

4. Ketentuan Pelaksanaan

a. TAPD menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD.

b. TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD ke Kepala Daerah untuk diotorisasi.

c. Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam
menyusun RKA-SKPD.

d. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS
serta SE KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
mengikuti ketentuan umum RKA-SKPD dan Ketentuan terkait
Dokumen RKA-SKPD di atas.

e. Kepala SKPD menyampaikan RKA-SKPD kepada PPKD sebagai
bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

5. Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD
menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan
kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.
llustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD
disajikan sebagai berikut:
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PROVINSI/KABUPATEN fKOTA ...

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KEEJA PERANGKAT DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN
ORGANISASI

Pengguna Anggaran
a. Nama

b. NIP

c. Jabatan

(RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN...

;XXX

D XKL

Kode

Nama Formulir

RKA-PENDAPATAN SKPD

Rincian Anggaran Pendapatan SKPD

REKA-BELANJA SKPD

Rincian Anggaran Belanja SKFD

REA-PEMBIAYAAN SKPD

Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

RKA REKAPITULASI *)

Ringkasan APBD

Rekapitulasi Belanja per urusan

Rekapitulasi Belanja per urusan dan program

Rekapitulasi Belanja per urusan, program dan kegiatan

Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran

i
o
o
Nama
NIP: ..........
Keterangan:

Disiapkan oleh,

Sub Bagian Program

o
d
o

Nama
NIP: ...

*| jumlah dan jenis rekapitulasi informasi dalam RKA REKAPITULASI dapat

dizsesuaikan dan ditambahkan berdasarkan kebutuhan.
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Halaman ............
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGEKAT DAERAH
—— REKA -
Provinsi/ Kabupaten /Kota...
SKPD
Tahun Anggaran...
Organisasi DML NX
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Dacrah
Kode Jumlah
Urai
Rekening raan (Rpj
1 2 3

Pendapatan Daecral

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Dacrah

Retribusi Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
di pisahkan

Lain-lain pendapatan asli daerah yang

Pendapatan Transfer

Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Hibah

Dana darurat

Lain-lain pendapatan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

Belanja Daerah

Belanja Operasi

Belanja pegawai

Belanja barang dan jasa

Belanja bunga

Belanja subsidi

Belanja hibah

Belanja bantuan sosial

Belanja Modal

Belanja modal tanah

Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

Belanja modal aset tetap lainnya

Belanja modal aset tidak berwujud

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga

Belanja Transfer

Belanja bagi hasil

Belanja bantuan keuangan

Surplus /| Defisit)
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........ tanggal.........
Kepala SKPD
E L
[o]
Nama
HIP:- ...
Pembahasan
Tonggal
Catatan
2.
Dist.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
N MNama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2
dst
Halaman.............
RENCAMA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH REA-
Provinsi /Kabupaten/Kota _....... PENDAPATAN
Tahun Anggaran .... SKPD
Organisasi LN IOOE
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan Jumnlah
Kode Rekening Uraian Volume / Tarif/ )
. Satuan IRp)
Koefisien HarEa '
Jumlah
.......... tanggal.........
Kepala SKPD
gl
d
5]
Nama
| 1S
Pembahasan
Tanggal Biissasssasscaas
Catatan | PP
1.
2.
Drst
Tim Anggaran Pemerintah Dacrah:
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
1
2
Dst




Halaman..........

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH REKAPITULASI
Provinsi/Kabupaten /Kota. .. RKA-BELANJA
Tahun Anggaran... SKFD

Oreanisasi : HMKHEEX ceccvvnsccssssnnis

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Jumlah

Tahun n

=1 el E| & | Uraian Sumber Lokasi ] an je

a2 glg m = m o Dana "7 | Tahun-1 |Belanja|Belanja m._“._._.:._,_. Belanja Tahun+1
(2 3@ 2|33 - : Tidak |.. M Jumlah
E|WElg|B|ml Operasi| Modal Terdip: Transfer

= = | ] erduga

Urusan ...

Hidang Urusan .

Program ...

Kegiatan ...

-106-

Sub Keglatan .

dst ...

Hegiatan .

dst ...

Urusan ..

Hidang Urusan .

Program .

Hegiatan .

Sub Kegiatan .

dst ...

Kegiatan .

2020, No.1781

dst ...
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Urusan ..

Bidan g Uriisan ...

Program ...

Hegiatan ...

Sub Kegiatan ...

dst ...

HKegiatan ...

dst ...

Jumlah

coneiaees RATUEEAL caviaees
Disiapkan oleh,

Kepala SKPD

NIP:
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Halaman ...........
RENCAMNA KERJA DAN ANGGARAN F 1i
ormuliv
SATUAN K'ER_TA FERANGKAT DAERAH REA-BELANJA
Provinsi { Kabupaten /Kota ... SKPD
Tahum Anggaran...
Rincian Angearan Belanja Menarut Program dan Kegiatan
Uruzan Pemerintaha x
Bidang Urusan Hilh e o
Program S -
Kegiatan | AL
Crrganisasi i
Lt LK
Alokasi Tabun - 1 i Rp.
Alokasi Tahun P s (rerbulang)
Alokasi Tahun 1 Bp. [terbilang)
Indikator dan Tolak Ulour Kineria Kegiatan
Indikatar Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Keplatan: ...
Sub Kegiatan AL
Sumber Pendanaan ...
Lukas ; (Promans sampei kecamatan, Kab /Kota sampad Desa) Kelurahan)
Keluaran Sub KeEi.u! : (Kuantitas, dETIﬁH.TI. saluan disamakan dengansub kegatan)
Wako Pelaksanaan  Mulai...... Sampai.....
Keterangan :
Rincian Perhitangan
Kode Rekerin Iead . . - Jumilah
E Uraan hm:rlimeni o Harga EPN iRp)
/ Volame Saman
Jumlah Anggaran Sul Kegiatan
Sub Kematan -
Sumber Pendanaan .o
Lukasi ; (Provans samped kecamatan, Kab /Kota sampad Desa ) Kelurahan)
Kelvaran Sub Kegiat: (Kuanttas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)
Wako Pelaksanaan : Mulai... Sampai...
Kelerangan :
Rirean Perbulungan s
Kedde Rekening Uraian Koefisiensi Harga umbah
Satizar § PPN I1Rp|
I Valume Satuan
Jumlah Anggaran Sub Heglatan
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Pembiavaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan

SilPA

Pencairan dena cadangan

Hasil penjualan kekavoan daesrah yang
dipizahkan

Penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberan pinjsunan
daecrah

Penenmaan pembiayvaan lainmyve sesonl
dengan ketenivan perundang-undangan

Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan dana cadangan
Penyertaan modal daerah

Pembayvaran cicilan pokok utang yvang
jatah tempo

Pembenan pinjamen daerah

Pengeluaran pembiayaan lainnva scauai
dengan ketentuan perundang-undangan

Pembiayaan Neto

Kepala SKFPD

i
£l
3]

Mata
NIF: ...,
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Halarmar. ...
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERAMGEAT DAERAH REA
Provins: fKabupaten /Kota ... PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran ... SKPD
COrpanisasi TR KHLENN
Rincian Angegaran Pembiayaan Daerah
Kaode Rekening Uraiarn Jumlah
[Rp|
Jumlah Penerimaan Pembisyaan
-\.Il.lnl.lﬂ.}l. ]"‘E‘.‘Tlgﬂlll ATHATL T’Ellllﬂ'iﬂ'l.'ﬂu'!.ll
Jumnlah
......... tangeal... ...
Kepala SKFD
o
o]
Nﬂm'\
NIP: ..........
Pembahasan
Tﬂ.n%ﬂl N
Catatan e B
1.
'R
Dhat
Tim Anggaran Pemerintah Daerab:
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
1
2
D=t

C. RANCANGAN PERDA APBD
1. Ketentuan Umum
Mengacu pada Pasal 101 sampai dengan Pasal 103 Pemerintah

Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan

terkait penyiapan Raperda tentang APBD sebagai berikut:

a. RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan
kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

b. WVerifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian
antara RKA SKPD dengan:
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1) KUA dan PPAS;

2) Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran
sebelumnya;

3) dokumen perencanaan lainnya;

4) capaian Kinerja;

5) indikator Kinerja;

6) analisis standar belanja;

7) standar harga satuan;

8) perencanaan kebutuhan BMD;

9) Standar Pelayanan Minimal;

10) proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran
berikutnya; dan

11) Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.

c. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian,
Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

d. Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat
Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

e. PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen
pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan
oleh kepala SKPD.

f. Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD
disampaikan kepada Kepala Daerah.

g. Proses penyiapan Raperda tentang APBD mengandung
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Ketentuan Terkait Dokumen Rancangan Perda APBD

Mengacu Pasal 101 sampai dengan Pasal 103 Pemerintah Nomor 12

tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait

dokumen Raperda tentang APBD sebagai berikut:

a. Rancangan Perda tentang APBD memuat lampiran sebagai
berikut:

1) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;
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3) rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,
kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

4] Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan
berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:

a] rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program beserta
hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan
bezerta keluaran;

b) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

c) Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

d) Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
APBD;

e] Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

f) Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah.

5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi
pada Perda APBD antara lain:

a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

b} daftar piutang daerah;

c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah
lainnya;

d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah dan aset lain-lain;

e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);

fy daftar dana cadangan;

gl daftar pinjaman daerah.

Dokumen pendukung rancangan Perda tentang APBD terdiri

atas nota keuangan dan rancangan Perkada tentang penjabaran

APBD.

Rancangan Perda tentang APBD memuat informasi kinerja

berdasarkan sasaran capaian kinerja dan indikator kinerja

masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.
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Ketentuan Pelaksanaan

a. PPKD melakukan verifikasi atas RKA-SKPD yang telah disusun
oleh Kepala SKPD.

b. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD
untuk melakukan penyempurnaan.

c. PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen
pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan
oleh kepala SKPD.

d. PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang APBD yang telah
disusun kepada Kepala Daerah.

Dokumen Terkait
llustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD

menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan

kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD

Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD
pada tahapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disajikan
sebagai berikut:

a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

b. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

d. Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan
berdasarkan kebutuhan informasi (jumlah dan jenis dokumen
rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau
ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan); dan

e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada
Perda APBD (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan
sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan
berdasarkan informasi yang dibutuhkan).
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a. [Ilustrasi Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis

pendapatan, belanja, dan pembiayaan

PROVINES]/KABUPATEN/KOTA .......

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIEKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMEIAYAAN

Kode

Uraian

Jumlah
(Rp)

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Dacrah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Dacrah Yang Sah

Pendapatan Hibah

Dana Darurat

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Pendapatan

Belanja

Belanja Operasi

Belanja pegawai

Belanja barang dan jasa

Belanja bunga

Belanja subsidi

Belanja hibah

Belanja bantuan sosial

Belanja Modal

Belanja modal tanah

Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal jalan, jaringan. dan irigasi

Belanja modal aset tetap lainnya

Belanja modal asct tidak berwujud

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga

Belanja Transfer

Belanja bagi hasil

Belanja bantuan keuangan

Jumlah Belanja

Surplus/[Defisit)
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Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan

SilPA

Pencairan dana cadangan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiavaan

Pembentukan dana cadangan

Penyertaan modal daerah

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pemberian pinjaman daerah

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
[SILPA)

o tanggal. ...
Gubernur/Bupati /Walikota

=

=
Nama

NIP: ...ccoeeee
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b. INustrasi Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA ........
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Kode Ulruisg Pemerintah Daeral Perd apats _ . . J lah
i I rusan Pemerintab verak ndapatan Operasi Maodal : Transfer LIITEY .._ ]
Terduga Belanja
UELUSAN PEMERINTAHRAN WAJIE YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01 PEMNDIDIE AN
o1 [F R hinas
XK
o |FEEEE ey
XXX
KESEHATAN
R Dinas/Badan/Kantor/ Rumah Sakit .
X.XX
X=X XKL K-
02 Dst ...
MK
03 FEKERJAAN UMLUM DAN PENATAAN RUANG
X-XL XXX
0.3 o Dinas...
XK
03 X-X.X-X.X Dt
X KK
04 FERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
) FPERMUKIMAN
o4 [F R ninas...
MK
o4 |FFER ney
XKK
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KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA

05 PELINDUNGAN MASY ARAKAT
05 [ " I pinas...
XXX
o5 [FEEER|n,
XXX
[L5] SOSEIAL
06 | " Dinas...
XXX
o6 |FEEEE IR
XXX
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
o7 TENAGA KERJA
o7 R DMnas,,,
XXX
o7 [FEEERn,
XXX
08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
[12] MR [Mnas,.,
X, XX
o8 |FEEEE e

XXX

www.peraturan.go.id
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KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA

05 PELINDU NG AN MASY ARAKAT
05 " ® ninas...
XX
05 [FEEEE NG
x X
L] S051AL
o6 | s,
XXX
o6 TR R
xxx
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIE YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
o7 TENAGA KERJA
o7 | Dinas..,
XX
o7 [ ne
XK. KX
0B FPEMBERDAYAAN FEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
o8 |* %% ninas...
XX
08 EX.X-X. XK= Dt
XX
[0E] PANGAN
oo |G e
XX
09 EE.X-X. X Dst .
XXX

www.peraturan.go.id
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10 PERTAMNAHAN
10 KRR Dinas,,,
X, XX
10 x-X.X-X X- Dist ...
X. 300
11 LINGKUNGAN HIDUP
11 | has.
X. 300
11 [FEEEE I
X. KX
12 ADMINISTRAS]I KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIFIL
12 R Dinas,,,
X. 30
12 [FEEEE e
XXX
13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13 [ hinas..,
X. 30
13 [FEEEE I
X KX
14 PENGENDALIAN PENDUDUEK DAN KELUARGA
BEREMNCANA
14 R Dinas...
X. 30
14 [FEEEE I

XXX

www.peraturan.go.id
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15 PERHUBUNGAN
15 AR Dinas, .,
XX
15 [P ney L
XXX
16 KO MU NIKA S1 DAN INFORMATIKA
16 [ hinas. .,
E.EX
I e
XX
17 KOFPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
17 |F % Dinas. .
X.XX
17 | ey
XXX
18 PEMANAMAN MODAL
18 |[FREEE s,
XXX
18 [T ney
X.XX
19 KEPEMUDAAN DAN OLAHEAGA
19 R Dinas
XXX
19 |FEEEE LG
X.AX
20 STATISTIK
20 |FF R Binas,.,
XXX
20 [T 0y
xE.EX

www.peraturan.go.id
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FET PERSANDIAN
XX X-X.X
ps 21
XXX
2 |21 [FEEEE R
N.AX
2 29 X-XX-X.X
NAXX
2 16 TR g
XXX
2 |23 PERPUSTAKAAN
2 |23 |®
2 |23 |* Dst ...
2 | 24 KEARSIPAN
2 |24 |*
2 a4 |F Dyt
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 | 25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 | 25
3 i
3 I
3 5]
3 M5
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27 PERTANIAN
ey X=X .X-X.X o
X. XX
A Rl | T
X. XX
28 KEHUTANAN
28 X-X.X-X X O st
XXX
29 ENERGI DAN SUMBERE DAYA MINERAL
29 = Dinas...
29 |* D st
30 FERDAGANGAN
30 | FFRE Binas
XXX
an |[FEEEE e
X. XX
a1 PERINDUSTRIAN
31
31
32 TRANSMIGRASI
32 KR Dnas..,
X. XX
32 X-X.X-X X O st
X. XX
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UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

01 SEERETARIAT DAERAH
01 R Sekretariat Daerakl
®KK
01 xzxz” wlya K mewan .
o SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
o DAERAH
TR Seleretariat DPRD
KKK
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
01 PERENCANAAN
01 REXE Badan
XXX
o1 | pg
XXX
02 KEUAMNG AN
02 i Badan..
XXX
XX-X.2 _._.r.._
X.XX
) KEPEGAW ALAMN
03 EE | Badan.. .
H.NX
03 R Dist .
XXX
4 PENDIDHIEAN DAN PELATIHAN
04 TEEE Badan.. .
T
g | ey

XXX
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FEMELITIAN DAN FENGEMBANGAN

3 Badan..
5 Diat ..,
5 |06 PENG HUBLUNG
5
5 107 PENG ELOLAAN PERBATASAN DAERAH
5 |07 Bads antor ..,
XXX
5 o7 [N nst
XXX
i) UNSUR FENGAWAS
6 |01 PENG AWMAS
6 (o1 |* x..x.x.. Iris pe et
X.EX
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 KECAMATAN
7 Keca tat ...,
T [t
XXX
7 02 KOTA ADMINSTRASI
T |02 Kota ...
7 o2 5 Dat

XXX
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7 [03 KABUPATEN ADMINISTRASI
7 |03 |[FFFM Kabupaten ..
XXX
7 [0a [FFFEpgt,
XA
B URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
g [01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
g |01 x..z.;..m.x Kesatuan Bangsa Dan Po
XXX
9 URUSAN KEKHUSLSAN
9 [01 SYARIAT ISLAM ACEH
9 |01 " x..y..y”.y. Dinas Syariat Islam Aceh
X.XX
9 | a2 SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN
- ULAMA [MPU]
g | o2 X-X.X-X.X-|Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
] - %Ex |[MPU) ...
9 [03 SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
g |03 |* " |Sekretariat Baitul Mal Aceh ...
XXX
9[04 SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH
9 |04 [ "% |gekretariat Badan Reintegrasi Aceh ...

X.XX
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05

SEKRETARIAT LEMBAHA WALI NANGGROE

05

X-KX-KX-
XXX

Eeurukon Katibul Walif Sekretariat Lembaga
Wali Nanggroe

Jumlah

SURPLUS/ [DEFISIT)

C.

Gubernur /Bupati/ Walikota

lustrasi Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok,

jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
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PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ........

RINCIAN APED MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ...

PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

4,33 Pendapatan
4.%.Xx Pendapatan Asli Daerah
4. %.XxX Pajak Daerah
4.3.xx Retribusi Daerah

o Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
435X .

Dipisahkan

4. 13X Lain-lain PAD Yang Sah
4. X.xx Pendapatan Transfer
4.X.XX Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.%.5% Pendapatan Transfer Antar Daerah
433X Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4. XXX Pendapatan Hibah
4,33 Dana Darurat

o Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
4.x.xx

Peraturan Perundang-Undangan
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BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan |: x

Bidang Urusan DR

Organisasi D KUEN.EX

Unit Organisasi DOLOCLXX

Program DR

Indikator Hasil eaens

Kegiatan...1) DN

Indikator Keluaran e

Sub Kegiatan ...1}) DN

Indikator Keluaran E e asaass

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

9.K.XX Belanja
SK.XX Belanja Operasi
SUN.KNX Belanja Pepawai
SK.NX Belanja Barang dan Jasa
2.K.EX Belanja Bunga
DK Belanja Subsidi
5.K.%% Belanja Hibah
5.0 KK Belanja Bantuan Sosial
5.0 KK Belanja Modal
SUN.EX Belanja Modal Tanah
5.K.EX Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5. XX Belanja Modal Banpunan dan Gedung
2NN Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
9.K.XX Belanja Modal Aset Tetap Lainnva
5. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
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DUMOKX Belanja Tidak Terduga
S.x.xx Belanja Tidak Terduga
OUMLNX Belanja Transfer

S.H.KK Belanja Bapgi Hasil

S.X.XX Belanja Bantan Keuangan

Sub Kegiatan ...2) IO
Indikator Keluaran  [:.........
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

S5.X.XX Belanja
OUMLNX Belanja Operasi
S.H.KK Belanja Pegawai
S KKK Belanja Barang dan Jasa
i Belanja Bunga
DUMOKX Belanja Subsidi
S.x.xx Belanja Hibah
5. XX Belanja Bantuan Sosial
SOH.KX Belanja Modal
S.X.XX Belanja Modal Tanah
SM.KX Belanja Modal Peralatan dan Mesin
DUMOKX Belanja Modal Bangpunan dan Gedung
SOH.XX Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
SR XX Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
2.K.XX Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5K XX Belanja Tidak Terduga
S.H.XX Belanja Tidak Terduga
SOH.XX Belanja Transfer
S.X. XX Belanja Bagi Hasil
R Belanja Bantuan Keuangan
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Kegiatan....2) D RO

Indikator Keluaran

Sub Kegiatan...1) IX.XO0LHK

Indikator Keluaran I

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5.H.XX Belanja
S5.K.XX Belanja Operasi
5.3%.%X% Belanja Pegawai
SMKEX Belanja Barang dan Jasa
SK.XX Belanja Bunga
2K Belanja Subsidi
SUMNX Belanja Hibah
SM.NX Belanja Bantuan Sosial
5K Belanja Modal
SUNEX Belanja Modal Tanah
S Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.KxK Belanja Modal Bangunan dan Gedung
S.X. XX Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.3 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.5 K Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
SM.XX Belanja Tidak Terduga
2. XXX Belanja Tidak Terduga
SUH.KX Belanja Transfer
DLH.EX Belanja Bagi Hasil
5.KK Belanja Bantuan Keuangan

2020, No.1781
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Sub Kegiatan...2 s KON X
Indikator Keluaran SPp—
KODVE REKENING LR ALAN JLUT MW LAH DASAR HUKLIM
. Belanja

e,

o
-

“_...._._:__n._: H.:.__._:.."u

o
=

:_._:u_n._: _u_.r_r:_.r:u

Belanja Barang dan Jasa

o
&
|9 (||| E

5. “_m_._“:__n._:“_*.:_r_,:

= Belanja Subsidi

S5.x. Belanja Hibah

S.ox. Belanja Bantuan Sosial

S5.x. Belanja Modal

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Banpunan dan Gedung

Belanja 1 Jalan, jaringan, dan irigasi

Belanja 1 Aset Tetap Lainnya

a el e e o 2
e 1l B R R

Belanja Modal Aset Tidak Berwuajud

-131-

5.H.XX Belanja Tidak Terduga
S ML KK Belanja Tidak Terduga
S5, 8K Belanja Transfer

=1 Belanja Bag H

SR ”_m_._“:__n._: Bantuan _.A_.___.“:___r..,:u_

v tamgEal.. ...
Gubemur/ Bupati / Walikota

e
]
£

Marma
NIP: .
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D. RANCANGAN PERKADA PENJABARAN APBD

1.

Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 106 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019,

Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait penyiapan Raperda

tentang APBD sebagai berikut:

a. Berdasarkan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda
tentang APBD, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada
tentang Penjabaran APBD.

b. Proses penyiapan Raperkada tentang Penjabaran APBD
mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Ketentuan Terkait Dokumen Rancangan Perkada Penjabaran APBD

Mengacu Pasal 102 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan

Menteri ini membuat ketentuan terkait dokumen Raperda tentang

APBD sebagai berikut:

a. Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD memuat lampiran
sebagai berikut:

1) ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian
objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2) penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian
obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

3) rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD
yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara

lain:

a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
hibah;

b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial;

c) daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat
khusus;

d) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil;

www.peraturan.go.id



133, 2020, No.1781

e] Rincian dana otonomi khusus menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek
dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

f) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alamftambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

gl Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/
kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam
rancangan Perda tentang APBD dan rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD dengan program
pricritas perbatasan Negara.

4] Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi
pada Perkada penjabaran APBD.

b. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disertai
penjelasan, yaitu:

1} Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai
dasar hukum pendapatan.

2] Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar
hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat
khusus danfatau sudah diarahkan penggunaannya, dan
sumber pendanaan sub kegiatan.

3) Penganggaran pembiayaan disertal penjelasan mengenai
dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk
kelompok  penerimaan  pembiayaan, dan  tujuan
pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran
pembiayaan.

3. Dokumen Terkait

lNustrasi dokumen lampiran Peraturan Kepala Daerah

penjabaran APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai

dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan

www.peraturan.go.id
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peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan

APBD.
lNustrasi dokumen lampiran Peraturan Kepala Daerah

penjabaran APBD pada tahapan Penetapan APBD disajikan sebagai

berikut:

a. ringkasan penjabaran APBD vyang diklasifikasi menurut
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

b. penjabaran APED menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis,
objek, dan rincian objek, dan sub rincian obyek  pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

c. rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang
disajikan berdasarkan kebutuhan informasi (jumlah dan jenis
dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan
danfatan  ditambahkan  berdasarkan  informasi  yang
dibutuhkan); dan

d. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada
Perkada penjabaran APBD (jumlah dan jenis dokumen
rekapitulasi dan sinkronizasi dapat disesuaikan danjfatau
ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan).

www.peraturan.go.id
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a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompol,

jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan,

belanja, dan pembiayaan;

PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ........

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode Uraian Jumlah [Rp]
4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.01 Pajak Daerah
4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor [PEKE)
4.1.01.01.01 |PKB-Mobil Penumpang-Sedan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.1.01.01 xx .
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan  perundang-
4100 xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
T Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.1.02 Retribusi Daerah
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umnum
4.1.02.01.01 |Retribusi Pelayanan Kesehatan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.1.02.01 xx .
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.1.02xx .
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4.1.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada ]-"en:_ierintah Daerah
[Dividen| atas Penyertaan Modal pada BUMN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.1.03.01 xx .
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.1.03.3x undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

www.peraturan.go.id
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4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah

4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
4.1.04.01.01 |Hasil Penjualan Tanah

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

F 10501 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

4.1.04.:x
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.2 Pendapatan Transfer

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

4.2.01.01 Dana Perimbangan

4.2.01.01.01 |Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

20100 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

4201 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

2.01xx

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil

4.2.02.01.01 |Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

$.2.02.00 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan  perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan

4.2.02x
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

4.3.01 Pendapatan Hibah

4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

4.3.01.01.01 [Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

$3.01.00 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
43,003 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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4.3.02 Dana Darurat
4.3.02.01 Dana Darurat
4.3.02.01.01 Dana Darurat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.3.02.01 3 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
4.3.02 3% undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
4103 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-lUndangan
4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan
4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.3.03.01 3 undangan mengenai Klasifikasi, HKodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daecrah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.3.0% .00 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
3 Belanja
5.1 Belanja Operasi
5.1.01 Belanja Pegawai
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.1.01.01 .3 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
51.01 .00 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01 Belanja Barang
5.1.02.01.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.1.02.01 3 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
Objek selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
5 1.0%.5 undangan mengenai Klasifikasi, HKodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
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5.1.03 Belanja Bunga
5.1.03.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
Pusat
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5.1.03.01.01 Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka
Menengah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.1.03.01 %% undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
5 1.0 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.1.04 Belanja Subsidi
3.1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN
53.1.04.01.01 Belanja Subsidi kepada BUMN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5 1.04.01 5 undangan mengenai  Klasifikasi, Hodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai  peraturan perundang-
5.1.04 5 undangan mengenai Klasifikasi, HKodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
3.1.05 Belanja Hibah
3.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
_ undangan mengenai Klasifikasi, HKodefikasi dan
210501 3 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daecrah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
_ undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
31050 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
51.06.01.01 Elr.ls_l.r!ja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada
Individu
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.1.06.01 %x undangan mengenai Klasifikasi, HKodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5 106300 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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5.2 Belanja Modal
5.2.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01.01 |Belanja Modal Tanah Persil
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
&  |undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
3.2.01.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.2.01.3x undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
U Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar
5.2.02.01.01 |Belanja Modal Alat Besar Darat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
- ~ |undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
5-202.001xx o menklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
- i undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
2.2.02.0x
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung
5.2.03.01.01 |Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
o  |undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
3.2.03.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan  perundang-
- ) undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
s xn Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
5.2.04.01.01 |Belanja Modal Jalan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.2.04.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
R Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan  perundang-
530450 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
3.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan
5.2.05.01.01 |Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
3.2.05.01 .xx .
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
_ undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
3205 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
3.2.06 Belanja Modal ...
5.2.06.01 Belanja Modal ...
5.2.06.01.01 (Belanja Modal ...
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.2.06.01.xx u_.nd angan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selamjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.9.06 xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.3 Belanja Tidak Terduga
5.3.01 Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01.01 |Belanja Tidak Terduga
3.4 Belanja Transfer
3.4.01 Belanja Bagi Hasil
5.4.01.01 Belanja Ba-gj Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten /Kota dan Desa
5.4.01.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.4.01.00.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
3.4.01.xx

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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3.4.02 Belanja Bantuan Keuangan
3.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
5.4.02.01.01 Bela.nJaIBamuan Keuangan Umum antar Daerah
Provinsi
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
- ~ |[undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
S402.01%% o menklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai  peraturan perundang-
- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
il an Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Jumlah Belanja
Surplus | [Defisit)
] Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD
6.1.01.01.01 |Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.101.0lx |0 dangan mengenai Klasifikasi, HKodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
6. 1013 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
6.1.02 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01.01 [Pencairan Dana Cadangan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.02.00 0 |0 dangan mengenai Klasifikasi, HKodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
6.1.00.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah vang Dipisahkan

6.1.03.01
pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)|

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
pada BUMN

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Objek  selanjutnya Sesuai peraturan  perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.03.01.01

6.1.03.01.0x

6.1.03m

=]

1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.04.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat

Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Penerusan

6.1.04.01.01
Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.04.01.0x

6.1.04.0m

6.1.03 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
kepada Pemerintah Pusat

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
kepada Pemerintah Pusat

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.03.01

6.1.03.01.01

6.1.03.01.xx

6.1.053xm
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Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan

6.1.06 ketentuan peraturan perundang-undangan
6.1.06.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD
6.1.06.01.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka Pendek
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.06.01 20 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
Objek  selanjutnya Sesuai  peraturan perundang-
6.1.06.%x undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
6.2 Pengeluaran Pembiayaan
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan
6.2.01.01 Pembentukan Dana Cadangan
6.2.01.01.01 Pembentukan Dana Cadangan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.9 01.01 3 undangan mengenai  Klasifikasi, HKodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daecrah.
Objek  selanjutnya Sesuai  peraturan perundang-
6.2 01 20 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah
6.2.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik
Negara [BUMMN)
6.2.02.01.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
£.2.02.01 .xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
£.9.07 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
6.2.03 Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo
6.2.03.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
£.2.03.01.01 Pembayaran Finjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.2.03.01.0 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
£.9.03 2 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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6.2.04

Pemberian Pinjaman Daerah

6.2.04.01

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat

6.2.04.01.01

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat

6.2.04.01 xx

Rincian Objeck selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.

6.2.04 xx

Objek sclanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.

6.2.05

pengeluaran  Pembiayaan lainnya secsuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

6.2.05.01

Pinjaman BLUD

6.2.05.01.01

Pinjaman BLUD-Jangka Pendek

6.2.05.01.xx

Rincian Objeck selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.

6.2.05.xx

Objek sclanjutnya Sesuai  peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.

Jumlah Pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan Neto

6.3

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
(SILPA)

Gul

bernur/Bupati /Walikota

&
A

Nama
NP

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian

objek, dan sub rincian obyek

pembiayaan;

pendapatan, belanja, dan
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PROVINSI /KABUPATEN/KOTA ........
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ...

PENDAPATAN DAERAH

-145-

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
4. K.KXX Pendapatan
4. 5. XX Pendapatan Asli Daerah
4. K.KX Pajak Daerah
4 XXX Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
4xxx Dipisahkan
4K XK Lain-lain PAD Yang Sah
4.0 N Pendapatan Transfer
4. 1.5 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4. M. KX Pendapatan Transfer Antar Daerah
4% %% Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
430K Pendapatan Hibah
4 .x%.3%% Dana Darurat
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
4330 Peraturan Perundang-Undangan
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BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan

.

Bidang Urusan HE 5 ]

Or EATSE 5] » XKLKK.XX

Unit Organisasi DOX.OLXX

Program DXXK.XX

Indikator Hasil PR

heglatan...l) XXX

Indikator Keluaran AP

Sub Kegiatan ...1} DOX.O.XX

Indikator Keluaran AP

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

S..XX Belanja
S XX Belanja Operasi
S XX Belanja Pegawai
S XX Belanja Barang dan Jasa
S XX Belanja Bunga
DK KX Belanja Subsidi
5.X. XX Belanja Hibah
5.X.XX Belanja Bantuan Sosial
S XX Belanja Modal
S XX Belanja Modal Tanah
S XX Belanja Modal Peralatan dan Mesin
S XX Belanja Modal Banpunan dan Gedung
DK KX Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.X. XX Belanja Modal Aset Tetap Lainnva
5.X.XX Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
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DUMOKX Belanja Tidak Terduga
S.x.xx Belanja Tidak Terduga

DML KX Belanja Transfer

SR KK Belanja Bagi Hasil

S.K.XX Belanja Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan ...2) I OMLHMLNN
Indikator Keluaran  [:.........
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5.X. XX Belanja
DML KX Belanja Operasi
SR KK Belanja Pegawai
S.K.EX Belanja Barang dan Jasa
0K KX Belanja Bunga
DUMOKX Belanja Subsidi
S.x.xx Belanja Hibah
S5.X. XX Belanja Bantuan Sosial
SOM.KX Belanja Modal
S.K.XX Belanja Modal Tanah
S5.M.EX Belanja Modal Peralatan dan Mesin
DUMOKX Belanja Modal Bangpunan dan Gedung
SOM.XX Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
S.X.XX Belanja Modal Aset Tetap Lainnva
5K XX Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
S XX Belanja Tidak Terduga
S.K XX Belanja Tidak Terduga
SOM.XX Belanja Transfer
S.K. XX Belanja Bagi Hasil
SK.XX Belanja Bantuan Keuangan




-148-

2020, No.1781

Kegiatan....2) XO0LXX

Indikator Keluaran e

Sub Kegiatan...1) XK. XX

Indikator Keluaran ainas

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

S.H.XX Belanja
5NN Belanja Operasi
5N Belanja Pegawai
5K XX Belanja Barang dan Jasa
2.X.XX Belanja Bunga
5.LEX Belanja Subsidi
50K Belanja Hibah
SNEX Belanja Bantuan Sosial
5N Belanja Modal
5NN Belanja Modal Tanah
SUK.EX Belanja Modal Peralatan dan Mesin
e e Belanja Modal Banpunan dan Gedung
SN Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
o .K.XX Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
9N Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
DLMLEX Belanja Tidak Terduga
50K Belanja Tidak Terduga
S.N.EX Belanja Transfer
5N NN Belanja Bagi Hasil
5NN Belanja Bantuan Keuangan
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Sub Kepintan...2)

T, T,

Indikator Keluaran

LIRALAN

JUMLAH DASAR H UK LM

RO DE EERENING

= Helar ja

S.H.XX Belanja Oper:

=0, T Belanja Pegawadi

S.x.xx Belanja Barang dan Jasa

DN Belanja Bunga

e Belanja Subsidi

S.H.NX Belanja Hibah

SOM.XX Belanja Bantuan Sosial

S.H.xx Belanja Modal

SOML.NX Belanja Modal Tanah

Soxanx Belanja 1l Peralatan dan Mesin
5.H.XX Belanja 1 Banpunan dan Gedung
5.H.XX Belanja Jalan, jaringan, dan irigasi
5.K.XX Belanja Aset Tetap Lainnya

5K XX Belanja Aset Tidak Berwuajud
5.H.XX Belanja Tidak Terduga

DK KX Belanja Tidak Terduga

S.M.KX Belanja Transfer

2. K. KX Belanja Bagi Hasil

S.H.EX Belanja Banuan Kewangan

e tamgEal. ...
Gubemur/ Bupati /Walikota

2l
]
o]

Mama
NIP: .
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BAB IV
FENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APED
1. Ketentuan Umum

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), vang

dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD). Penyusunan APBD dilakukan

dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi
tercapainya tujuan bernegara.

Berdasarkan Pasal 104 dan Pasal 103 Pemerintah Nomor 12 tahun

2019, ketentuan wumum terkait penyampaian dan pembahasan

Rancangan Perda tentang APBD adalah sebagai berikut:

a. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD
disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD
paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun
anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama
antara kepala daerah dan DPRD.

b. Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang
APBD sesuai ketentuan, dikenai sanksi administratif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh
kepala daerah dan DPRD setelah kepala daerah menyampaikan
rancangan Perda tentang APBD beserta penjelazan dan dokumen
pendukung kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

d. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada
RKFPD, KUA, dan PPAS.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Proses penyampaian dan pembahasan rancangan Perda tentang
APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta
pengpunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

b. Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan,
RKPD, KUA, dan PPAS.
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c. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD dapat
meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang
disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah.

d. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, kepala
daerah dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan
penambahan /perubahan kegiatan /sub kegiatan dalam
rancangan Perda tentang APBD yang terdapat/tidak terdapat
dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama. Penambahan
atau perubahan kegiatan/sub kegiatan dapat dilakukan
berdasarkan kriteria keperluan mendesak.

e. Dalam hal keterlambatan persetujuan APBD karena Kepala
Daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD
kepada DPRD dari jadwal, sanksi tidak dapat dikenakan kepada
anggota DPRD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD
beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD.

b. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan
Perda tentang APBD dengan berpedoman kepada RKPD, KUA, dan
PPAS.

c. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dituangkan
dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Kepala
Daerah dan pimpinan DPRD.

B. PERSETUJUAN RANCANGAN APBD
1. Ketentuan Umum

Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah melalui

pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Persetujuan

tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan

bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Berdasarkan Pasal 106 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan

umum terkait persetujuan Rancangan Perda tentang APBD adalah

sebagai berikut:

a. Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan
Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
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b. Berdasarkan persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.

c. DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama
rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu)] bulan sebelum
dimulainya tahun anggaran setiap tahun, dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

d. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah
terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APED kepada
DFRD dari jadwal, sanksi sebagaimana dimaksud tidak dapat
dikenakan kepada anggota DPRD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berilout:

a. Persetujuan bersama rancangan Perda tentang APBD tersebut
harus dicapai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya
tahun anggaran berikutnya.

b. Berdasarkan persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.

c. Dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersama dalam waktu 60 [enam puluh) hari sejak disampaikan
rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD,
kepala daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD.

d. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, wakil kepala daerah
bertugas:

1] mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD
kepada DPRD; dan

2] menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD.

€. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan sementara, kepala daerah
mendelegasikan kepada wakil kepala daerah untulk:

1) mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD
kepada DPRD; dan

2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD.

f. Dalam hal Kepala Daerah dan wakil kepala daerah berhalangan
tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang selaku pejabatf pejabat
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sementarafpelaksana tugas kepala daerah menyampaikan
rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD,
sedangkan penandatanganan persetujuan bersama terhadap
rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan oleh
pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang, selaku  pelaksana tugas/ penjabat/penjabat
sementara kepala daerah.

g Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas
pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap
rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepala Daerah dan DPRD melakukan persetujuan Bersama
berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD.

b. Berdasarkan persetujuan bersama yang telah dilakukan, Kepala
Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran
APED.

c. Dokumen persetujuan bersama beserta rancangan Perda tentang
APED.

Dokumen Terkait
Hustrasi dokumen persetujuan rancangan APBED menyajikan

informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang

disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

lNustrasi dokumen pada persetujuan rancangan APBD disajikan
sebagai berikut:

a. Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD

b. MNota Persetujuan Bersama atas Rancangan APED

www.peraturan.go.id



2020, No.1781 154

lustrasi Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD

SUSUNAN NOTA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB 1. Pendahuluan
1.1. Umum;
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan;

1.3. Landasan hukum Penyusunan Nota Keuangan;
1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan;

BAB II. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah
2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah;
2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah;
2.3. Estimasi Pendapatan Daerah;
2.4, Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;

BAB III. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah
3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah;
3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah;
3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah;
3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah;

BAB IV. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan
4.1. Kondisi Umum Pembiayaan;
4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan;
4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan;

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan
kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

BAB V1. PENUTUP

cerneemenne 1ANEEAL v
Gubernur /Bupati/Walikot

Nama
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a. Ilustrasi Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN ...

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertandatangan di bawah ini:

L.

Nama : Gubernur/Bupati/Wali Kota........
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi/Bupati/Wali Kota ... yang beralamat di ..., selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
3. Nama : Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............

4.

Nama : Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten [Kota...............
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. ..., selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA

Menyatakan bahwa:

1.

PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran ... yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA,
dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir
Berita Acara ini

PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD
Tahun Anggaran ... sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD
Tahun Anggaran ... selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang
pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari
kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur...... ntuk
mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani
Berita Acara ini.
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Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani olch kedua belah pihak dalam rangkap
2 (dua) untuk dapat dipergunakan scbagaimana mestinya

Gubernur/Bupati/Walikota Pimpinan DPRD
..... Provinsi/kabupaten/Kota......
Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

5
Nama
KETUA

oR
Nama
WAKIL KETUA

Nama
WAKIL KETUA

C. EVALUASI RANCANGAN APBD
1. Evaluasi Rancangan APBD Provinsi
a. Ketentuan Umum

Evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD dan

rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD

dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Evaluasi bertujuan untuk

mencapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan

nasional, keserasian antara kepentingan publik dengan

kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD

provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum,

peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya

yang ditetapkan oleh provinsi bersangkutan. Untuk efektivitas

pelaksanaan evaluasi, Menteri dapat mengundang pejabat

pemerintah daerah Provinsi yang terkait.

Mengacu pada Pasal 111, Pasal 115, dan Pasal 116 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini

membuat ketentuan terkait evaluasi Raperda provinsi tentang

APBD dan Raperkada tentang penjabaran APBD sebagai berikut:

a. Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui
bersama antara kepala daerah dan DPRD dan rancangan
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Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada

Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan

rancangan Perda provinsi tentang APBD untuk dievaluasi

sebelum ditetapkan oleh gubernur.

Rancangan Perda provinsi tentang APBD dan Perkada

tentang penjabaran disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS

yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD.

Dalam melakukan evaluasi, Menteri berkoordinasi dengan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan.

Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan

Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada

provinsi tentang penjabaran APBD dengan:

1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

2] kepentingan umum;

3) RKPD, KUA, dan PPAS; dan

4) RPJMD.

Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk

menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang

APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai

pertimbangan wyang digunakan dalam menentukan sub

kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan

PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda

tentang APBD dengan KUA dan PPAS.

Pengujian kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang

APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran

APBD dengan kepentingan umum dilakukan untuk

menghindari hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan

umum meliputi:

1) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;

2] terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

3) terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;

4] terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; dan/atan

5) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan,
ras, antar-golongan, dan gender.
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g  Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Menteri.

h. Keputusan Menteri disampaikan kepada gubernur paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda
provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada tentang
Penjabaran APBD diterima.

i. Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri
yang menyelenggarakan wursan pemerintahan di bidang
keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda
provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada tentang
penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum,
RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, gubernur menetapkan
rancangan Perda provinsi tentang APBED menjadi Perda dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi
Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

j- Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri
yang menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang
keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda
provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada tentang
penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum,
RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, gubernur bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

k. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur
dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda
provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Menteri
mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.  Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Kepala Daerah
melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan

anggaran.
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m. Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan
pimpinan DPRD.

n. Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda
tentang APBD.

o. Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang
paripurna berikutnya.

p. Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri
paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut
ditetapkan.

q. Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sementara dalam waktu yang bersamaan, yang
melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD
menandatangani keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan.

r. Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh)
hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri, kepala daerah
menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.

s. Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor
registrasi dari Kementerian Dalam Negeri.

t. Proses evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang
APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang
penjabaran APBD memuat informasi, aliran data,
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

u. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi
rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan Pelaksanaan

a. Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Kepala
Daerah mengirimkan rancangan Perda provinsi tentang
APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah
dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang Penjabaran
APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada Menteri.

b. Menteri melakukan evaluasi dengan berkoordinasi dengan
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan.
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c. Menteri mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil
evaluasi untuk disampaikan kepada gubernur paling lambat
15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi
tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran
APBD diterima.

d. Dalam hal keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi
sesuai, maka gubernur menetapkan rancangan Perda
provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Dalam hal keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi
tidak sesuai, gubernur bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak
hasil evaluasi diterima dengan langkah-langkah sebagai
berikut:

1) Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD
melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan
hasil evaluasi.

2) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai
hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada
sidang paripurna berikutnya.

3) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai
hasil penyempurnaan kepada Menteri paling lambat 3
(hari) setelah ditetapkan.

4) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan
Perda tentang APBD.

5) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7
(tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri,
kepala daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan
hasil penyempurnaan.

6) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor
registrasi dari Kementerian Dalam Negeri.

f. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur
dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda
provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan
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Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Menteri
mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/Kota
1. Ketentuan Umum

Evaluasi terhadap rancangan Perda kabupatenjkota tentang
APBD dan rancangan peraturan bupatifwalikota tentang
penjabaran APBD  dilakukan oleh gubernur sebagai walkil
pemerintah pusat. Evaluasi bertujuan untuk mencapai keserasian
antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian
antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur serta
untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak
bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih
tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh
kabupaten/kota bersangkutan. Untuk efektivitas pelaksanaan
evaluasi, gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah
kabupaten/kota yang terkait.

Berdasarkan Pasal 112 sampai dengan pasal 116 Pemerintah

Nomor 12 tahun 2019, ketentuan umum terkait evaluasi Raperda

APBD dan Raperkada tentang evaluasi Raperda APBD dan

Perkada tentang APBD adalah sebagai berikut:

a. HRancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah
disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang
penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga] hari sejak
tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota
tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh
bupati/wali kota.

b. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disertai dengan
RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah
dan DPRD.

©. Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada
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tentang Penjabaran APBD ditembuskan ke Menteri tanpa
disertai lampiran.

d. Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten /kota
tentang APBD, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan.

e. Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak
melaksanakan evaluasi, Menteri mengambil alih pelaksanaan
evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

f. Dalam rangka melaksanakan evaluasi tersebut, Menteri
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan.

g. Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan
Perda kabupaten /kota tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD dengan:

1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

2) kepentingan umum;

3) RKPD, KUA, dan PPAS; dan

4) RPJMD

h. Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk
menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang
APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai
pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub
kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS,
serta menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang
APBD dengan KUA dan PPAS.

i. Pengujian kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota
tentang APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang
penjabaran APBD dengan kepentingan umum dilakukan
untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan
kepentingan umum meliputi:

1) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
2) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
3) terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
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4) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; dan/atau
5) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan,
ras, antar-golongan, dan gender.
Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur.
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan
hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang
APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri
dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi
rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan Perkada
tentang penjabaran APBD.
Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat kepada bupati/walikota paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD diterima.
Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota
tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran
APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan
RPJMD, bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda
kabupaten /kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota
tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran
APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan
RPJMD, bupati/walikota bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil
evaluasi diterima.
Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
bupati/wali kota dan DPRD, dan bupati/walikota
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menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD
menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran
APBD menjadi Perkada, gubernur mengusulkan kepada
Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

p. Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Kepala Daerah
melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan
anggaran.

q. Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan
pimpinan DPRD.

r. Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda
tentang APBD.

s. Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang
paripurna berikutnya.

t. Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada gubernur
untuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut
ditetapkan.

u. Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sementara dalam waktu yang bersamaan, yang
melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD
menandatangani keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan.

v. Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh)
hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri/gubernur,
kepala daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil
penyempurnaan.

w. Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor
registrasi dari Gubernur

x. Proses evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota
tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota
tentang penjabaran APBD memuat informasi, aliran data,
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.
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y. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi
rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan Pelaksanaan

a. Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Kepala
Daerah mengirimkan rancangan Perda kabupaten/kota
tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala
Daerah dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang
Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat

b. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan
evaluasi, berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya
Menteri berkoordinasi dengan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
keuangan.

c. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan
surat keputusan mengenai hasil rancangan Perda
kabupaten /kota tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang Penjabaran APBD.

d. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan
hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang
APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri
dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi
rancangan.

e. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan
keputusan mengenai hasil evaluasi kepada bupati/walikota
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan
Perda kabupaten /kota tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang Penjabaran APBD diterima.

f. Dalam hal keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat menyatakan  hasil evaluasi sesuai, maka
bupati/walikota menetapkan rancangan Perda
kabupaten /kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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g. Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai,
bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi
diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD
melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan
hasil evaluasi.

2) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai
hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada
sidang paripurna berikutnya.

3) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai
hasil penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat paling lambat 3 (hari) setelah
ditetapkan.

4) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan
Perda tentang APBD.

5) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7
(tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur,
Kepala Daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan
hasil penyempurnaan.

6) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor
registrasi dari Gubernur.

h. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota menetapkan
rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi
Perkada, Gubernur mengusulkan kepada  Menteri,
selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana
Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. PENETAPAN PERDA APBD DAN PERKADA PENJABARAN APBD
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Ketentuan Umum

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan

Ferkada tentang Penjabaran APBD menjadi Perkada tentang

Penjabaran APBD merupakan tahap akhir dalam proses

penetapan APBD setelah melalui tahapan penyusunan oleh

pemerintah daerah, pembahasan bersama oleh DPRD dengan
pemerintah daerah, persetujuan DPRD hingga evaluasi.

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan

Perkada tentang Penjabaran APBD menjadi Perkada tentang

Penjabaran APBD ditandai dengan penomoran, penandatanganan,

dan pengundangan ke dalam lembaran daerah.

Berdasarkan Pasal 117 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019,

ketentuan umum terkait penetapan Perda APBD dan Perkada

FPenjabaran APBD adalah sebagai berikut:

a. Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan
oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan
Perkada tentang penjabaran APBD.

b. Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat
tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

c. Kepala Daerah menyampaikan Perda tentang APBD dan
Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri bagi
Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat bagi Daerah kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah Perda dan Perkada ditetapkan.

d. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, pejabat yang
berwenang menetapkan Perda tentang APBD dan Perkada
tentang penjabaran APBD.

Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepala Daerah menerima surat keputusan sebagai dasar
penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi
Raperda yang berupa:

1] Surat Keputusan Menteri bagi daerah provinsi atau
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam

evaluasi menunjukkan hasil sesuai.
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2) Surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan
penyempurnaan terhadap hasil evaluasi yang tidak
sesuai.

b. Kepala Daerah harus mendapat nomor registrasi atas Perda
APBD provinsi dari Menteri dan Perda APBD
Kabupaten /Kota dari gubernur.

c. Kepala Daerah beserta Sekretaris Daerah menyusun dan
menandatangani:

1) penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda; serta

2) penetapan rancangan Perkada APBD menjadi Perkada

d. Kepala daerah menyampaikan perda tentang APBD dan
perkada tentang penjabaran APBD kepada Mendagri bagi
daerah provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

e. Kepala Daerah wajib menginformasikan substansi Perda
APBD yang telah dituangkan dalam lembaran daerah kepada
masyarakat.

D. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERKADA APBD DALAM
HAL TIDAK TERCAPAI PERSETUJUAN BERSAMA
1. Ketentuan Umum

Dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama antara Kepala Daerah

dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD dalam jangka

waktu yang ditetapkan, maka Kepala Daerah menyusun rancangan

Perkada tentang APBD untuk kemudian dilakukan penetapan setelah

memperoleh pengesahan dari Menteri (bagi Daerah provinsi) atau dari

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (bagi Daerah

kabupaten /kota).

Mengacu pada Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 Pemerintah Nomor

12 tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait

penyusunan dan persetujuan Rancangan Perkada tentang APBD dalam

hal tidak tercapai persetujuan bersama adalah sebagai berikut:

a. Dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan
rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD,
kepala daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD
dengan berpedoman kepada RPJMD, RKPD dan KUA serta PPAS.
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Rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka
APBD tahun anggaran sebelumnya.
Angka APBD tahun anggaran sebelumnya merupakan angka
pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun
sebelumnya.
Dalam hal pemerintah daerah melakukan perubahan APBD maka
Angka APBD tahun anggaran sebelumnya adalah angka
pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD
tahun sebelumnya.
Rancangan Perkada tentang APBD dipricritaskan untuk belanja
yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
Belanja wang bersifat mengikat merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh
pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan
setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti
belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan  pemenuhan  pendanaan  pelayanan  dasar
masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan
kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok
pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan
kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui
apabila terdapat:
1) kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan
pembebanan pada APBD; dan/atau
2) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rancangan Perkada ditetapkan menjadi Perkada setelah
memperoleh pengesahan dari Menteri (bagi Daerah provinsi) dan
dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (bagi Daerah
kabupaten [ kota).
Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Perkada tentang
APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima
belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan
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bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda
tentang APBD.

k. Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri atau
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengesahkan
rancangan Perkada, kepala daerah menetapkan rancangan
Perkada menjadi Perkada.

l.  Dalam hal kepala daerah dan DPRD belum menyetujui bersama
rancangan Perda tentang APBD atau menetapkan rancangan
Perda tentang APBD menjadi perda tentang APBD setelah
dimulainya tahun anggaran setiap tahun, kepala daerah
menetapkan Perkada mengenai dasar pengeluaran setiap bulan
yang paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran
APBD tahun anggaran sebelumnya.

m. Pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai
keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti
belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

n. Proses penyusunan dan penetapan rancangan Perkada tentang
APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

Ketentuan Pelaksanaan

a. TAPD berkomunikasi dengan Pengguna Anggaran dari masing-
masing SKPD untuk mengumpulkan data tentang belanja wajib
dan belanja mengikat.

b. TAPD menyusun rancangan Perkada tentang APBD.

TAPD menyerahkan rancangan Perkada tentang APBD ke kepala
daerah melalui Sekda untuk diotorisasi.

d. Kepala Daerah menyerahkan kepada Menteri (bagi Daerah
Provinsi) atau kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
(bagi Daerah Kabupaten/Kota) untuk mendapatkan pengesahan.

e. Menteri (bagi Daerah provinsi) atau gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat (bagi Daerah kabupaten/kota) mengesahkan
Rancangan Perkada menjadi Perkada.

Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen Rancangan Perkada tentang APBD menyajikan

informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang

www.peraturan.go.id



171 2020, No.1781

disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

lustrasi dokumen Rancangan Perkada tentang APBD memuat

lampiran sebagai berikut:

a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok,
jenis, objek, rincian obyek dan sub rincian objek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

b. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

c. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek,
rincian objek dan sub rincian obyek pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

d. Rekapitulasi Perkada APBD yang disajikan berdasarkan
kebutuhan informasi antara lain:

1) Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta
hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;

2) Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;

3) Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal;

4) Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;

5) Sinkronisasi program, kegiatan dan Sub kegiatan pada RKPD
dan PPAS dengan rancangan APBD;

6) Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program
prioritas daerah;

e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada
Perkada APBD antara lain:

1) Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan:

2) Daftar piutang daerah;

3) Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah
lainnya;

4) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah dan aset lainnya;

5) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);
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6) Daftar dana cadangan daerah;

7] Daftar pinjaman daerah;

8] Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
9) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran

bantuan sosial;

10) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

11) Daftar Wama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil;

12) Rincian dana otonomi khusus menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, sub
rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

13) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, Sub Kegiatan, akun, kelompok, jenis,
obyek, rincian obyek, sub rincian obyek, pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

14) Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, sub
rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

15) Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/
kabupaten /kota pada daerah perbatasan dalam rancangan
Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang
penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan
negara;

a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek,
rincian obyek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan

pembiayaan;
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PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........
RINGEASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode Uraian Jumlah [Rp]
- Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.01 Pajak Daerah

4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKE)

4.1.01.01.01 |PKB-Mobil Penumpang-3edan

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Hodefikasi dan

#1010 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutmya Sesuai peraturan perundang-
4101 xx undangan mengenai Klasifikasi, HKodefikasi dan
' Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.1.02 Retribusi Daerah

4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum

4,1.02.01.01 (Retribusi Pelayanan Kesehatan

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, HKodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.1.02.01 xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.1.02 3

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

410301 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah
o {Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, HKodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.1.03.01xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Hodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

41.03xx
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4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah

4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
4.1.04.01.01 |Hasil Penjualan Tanah

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

F 1050 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

4.1.04 xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

o Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

4.2 Pendapatan Transfer

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

4.2.01.01 Dana Perimbangan

4.2.01.01.01 |Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH]
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

#.2.00.00 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
i undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.2.01.x
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil

4.2.02.01.01 |Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

#.2.02.01% |\ omenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4707 xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
2.02.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.3.01 Pendapatan Hibah
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

4.3.01.01.01 |Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

+.3.01.00 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.3.00.3x undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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4.3.02.01 Dana Darurat
4.3.02.01.01 |Dana Darurat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.3.02.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
i undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.3.02xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4303 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
o Peraturan Perundang-Undangan
4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan
4.3.03.01.01 |Pendapatan Hibah Dana BOS
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
 |undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.3.03.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.3.03xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
3 Belanja
5.1 Belanja Operasi
5.1.01 Belanja Pegawai
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.01.01 (Belanja Gaji Pokok ASN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
3.1.01.01.3x
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
& ) undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
2.1.001xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01 Belanja Barang
5.1.02.01.01 |Belanja Bahan Pakai Habis
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
3.1.02.01.3x
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
51070 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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5.1.03 Belanja Bunga
- Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
3.1.03.01
Pusat
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5.1.03.01.01 |Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka
Menengah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.1.03.013x undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
LA Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
3.1.04 Belanja Subsidi
5.1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN
5.1.04.01.01 [Belanja Subsidi kepada BUMN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
- undangan mengenai Klasifikasi, HKodefikasi dan
3.1.04.01xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
5.1 .04 xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
o Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
3.1.05 Belanja Hibah
5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5.1.05.01.01 |Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
2.1.05.0]1 xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
S 105 undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
5.1.06.01.01 Eeliaqja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada
Individu
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
" undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
3.1.06.01xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
5106 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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5.2 Belanja Modal
5.2.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01.01 |Belanja Modal Tanah Persil
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
& undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
3.2.01.01.xx N
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5901 xx u_nda.ngan mengenal  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar
5.2.02.01.01 |Belanja Modal Alat Besar Darat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
2.2.02.01 xx .
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
- undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
2.2.02.xx .
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung
5.2.03.01.01 |Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
3.2.03.01.xx .
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
a undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
2.2.03.xx N
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
5.2.04.01.01 |Belanja Modal Jalan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
& undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
3.2.04.01 xx N
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.9 045 undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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5.2.03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
3.2.03.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan
5.2.05.01.01 [|Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.9.05.01 2x undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.2.05 22 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.06 Belanja Modal ...
5.2.06.01 Belanja Modal ...
5.2.06.01.01 |Belanja Modal ...
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
&5 i undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
_ undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
3200, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.3 Belanja Tidak Terduga
5.3.01 Belanja Tidak Terduga
3.3.01.01 Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01.01 |Belanja Tidak Terduga
5.4 Belanja Transfer
3.4.01 Belanja Bagi Hasil
_ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
24,0101 Kabupaten /Kota dan Desa
5.4.00.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten /Kota dan Desa
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
340101 2 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
e undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan
5.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
5.4.02.01.01 El-rla.rlja_ Bantuan Keuangan Umum antar Daerah
Provinsi
Rincian Objek selanjuinya Sesuai peraturan perundang-
5 4.02.01 %% undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
Objek selanjutnya Sesuai  peraturan perundang-
_ undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
54,00 xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)
6 Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
5.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD
6.1.01.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
Rincian Objek selanjuinya Sesuai peraturan perundang-
6.1.01.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
Objek selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
6.1.00.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daesrah.
6.1.02 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01.01 Pencairan Dana Cadangan
Rincian Objek selanjuinya Sesuai peraturan perundang-
6.1.02.01 3% undangan mengenai  Klasifikasi, HKodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
Objek selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
6.1.02 300 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daecrah.

6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Dacrah yang Dipisahkan
£.1.03.01 Hasil Penjualan KEZIII,E.I}'EI.EI.I'I Dafra_h yang Dipisahkan
pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah wang Dipisahkan
6.1.03.01.01 pada BUMN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.03.01 xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
T Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
Objek selanjutnya Sesuai  peraturan perundang-
6.1.09 50 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
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Penerimaan Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat

PFinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Penerusan
Pinjaman Dalam Negeri~-Tangka Menengah

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
kepada Pemerintah Pusat

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
kepada Pemerintah Pusat

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai  peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD

Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka Pendek

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.

Objek selanjutnya Sesuai  peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Hodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Hodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.

6.1.04
6.1.04.01
6.1.04.01.01
6.1.04.0] xx
6.1.04.xx
6.1.05
6.1.05.01
6.1.053.01.01
6.1.053.01 xx
6.1.03.xx
6.1.06
6.1.06.01
6.1.06.01.01
6.1.06.0] xx
6.1.06.xx
6.2

6.2.01
6.2.01.01
6.2.01.01.01
6.2.01.01 xx
6.2.0] . xx

Objek  selanjutnya Sesuai  peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daecrah.
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6.2.02

Penyertaan Modal Dasrah

6.2.02.01

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik
Negara (BEUMN)

6.2.02.01.01

Penyertaan Modal Daerah pada BUMN

6.2.02.01 .xx

Rincian Objek selanjuinya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.

6.2.02.20x

Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.

6.2.03

Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo

6.2.03.01

Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat

6.2.03.01.01

Pembayaran PFinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah

6.2.03.01 .xx

Rincian Objek selanjuinya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Diacrah.

6.2.03.xx

Objek selanjutnya Sesuai  peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Diacrah.

6.2.04

Pemberian Pinjaman Daerah

6.2.04.01

Pemberian Pinjaman Daecrah kepada Pemerintah Pusat

6.2.04.01.01

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat

6.2.04.01 .xx

Rincian Objek selanjuinya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Diacrah.

6.2.04 .20

Objek selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Diaerah.

6.2.05

pengeluaran  Pembiayaan lainnya sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

6.2.05.01

Pinjaman BLUD

6.2.053.01.01

Pinjaman BLUD-Jangka Pendek

6.2.05.01 .xx

Rincian Objek selanjuinya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.

6.2.05.xx

Objek selanjutnya Sesuai  peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.

Jumlah Pengeluaran pembiayaan

www.peraturan.go.id
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Pembiayaan Meto

6.3

Sisa lebih pembiaysan anggaran tahun berkenaan
[SILPA)

FRPRTR. tanggal.........

Gubernur/Bupati  Walikota

www.peraturan.go.id
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b. Ringkasan APBD vang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
PROVINS]/ KABUPATEN/KOTA ........
RINGEKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Kode Urmisan Pemerintah Daerah t._.:_."_:_”.:_:: _...__u_.._.“._m_ Maodal ‘ Transfar r__..__.__._.“.__u
Terduga Belanja
. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 [0l FENDIDIKAN
1| o1 |55 hinas
XXX
1 o [ gy
XXX
KESEHATAN
1 R Dinas/Badan/Kantor/ Rumah Sakit .
X.XX
T R s P
X.XX
1 0.3 FEKERJAAN LIMUM DAN PENATAAN RUANG
03 | F X Binas...
X.XX
1 03 X-X.X-%.X Dt
XXX
1 o FERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
) FERMUKIMAN
04 o Dinas...
XXX
1| oa | pey

XXX
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KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA

08 PELINDUNGAN MASYARAKAT
05 R Dinas...
M
05 |FEEEE pgy L
h
06 SOSIAL
06 | 2% pipas..
MK
06 o A o o Dist ...
MXX
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
07 TENAGA KERJA
o7 |¥F*E* Dinas..
ML
o7 |FEEEE pgy L
X
o8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
o8 | FERER b,
b
08 oo A o o Dst ...
NN
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KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA

05 FPELINDUNGAN MASYARAKAT
05 | *®Ininas...
X. XX
o5 [FFFEE Iy
X.20¢
06 SOSIAL
o6 | R s,
X. XX
o6 |FEREE g
X,
URUS AN PEMERINTAHAN WAJIE YANG TIDAK
BEREKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
07 TENAGA KERJA
07 | 5 Dinas..,
X. XX
o7 |FEEEE gy
X KX
a8 FEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

FERLINDUNGAN ANAK

o8 |5 ninas..,
XX

08 [FEFEY ng
X

[1}:] PANGAN

09 | " ninas..
XXX

09 [FEFEN NG .

X. XX

www.peraturan.go.id



-186-

2020, No.1781

10 PERTANAHAN
10 |FEEEE b
LM
10 XX Dst ...
b
11 LINGKUNGAN HIDUP
11 [ binas..
XXX
11 [FEEEE L
b 4
1% ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
12 |E*XEX binas..
b
12 [FFEEEE pe
NN
13 PEMBERDAYAAN MAS YARAKAT DAN DESA
13 [F*E X pinas...
XXX
13 [FREEE L
MM
4 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
14 | ¥ % ninas...
b
14 [FEEEE G
NN
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15 PERHUBUNGAN
15 R R DMnas,,.
X,
15 |[FFFEE ey
X.xXx
16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16 | %% ninas...
XK
16 |F XA et
XXX
17 KOFERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
17 | ** | Dinas...
X. XX
17 [ D
X. XX
18 FENANAMAN MODAL
18 |*%% 5% ninas..
X. XX
18 |FEEEE g
X. XX
19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
19 AR AR Dinas
K. KX
19 |[FEEER g
XXX
20 STATISTIK
20 |F R ninas...
XXX
20 |FEEE Ry

X, KX
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2 21 PERSANDIAN
s 11 X-X.X-X.X
B B X.XX
2 |21 [FEEEE IR
XXX
2 29 X-X.XXLX
XXX
2 16 TR IR
X. XX
2 2.3 PERPUSTAEAAN
2 | 23"
2 |23 |* Dist ...
2 | 24 KEARS [PAN
2 (24 |*
a2 |24 [F [ysl
} AN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 |25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 Dinas...
3 |28 [hsi
| 26 PARIWIS ATA
3 |26
3 26
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27 PERTANIAN
X-X.X-X.X
Drst ...

28 KEH UTANAN
g [FXXX

X. XX
28 X-X.X-X.X Dt

XXX
29 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
a0 X-X.X-X.X o

X.AX
|.__T X-X.X-X.X H.__...._

XXX
30 FERDAGANGAN
30 |[* = * X ninas

X.XX
CT I i [T

X.XX
31 PERINDUSTRIAN
31 Lrirvas. .,
3l Drst .
32 TRANSMIGRASI
N
o X.XX
32 X-X.X-X.X Dst

XXX
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UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

01 SEERETARIAT DAERAH
0] e Sekretariat Dacrah
K. KM
K- XKL
] Ewan .
K. %
o SEEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
o DAERAH
RORE R gekretariat DPRD
X. X0
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
01 PERENCA NAAN
pp [ERER
0
K. %
oy |FRXRX
K. %
02 KEUANOAN
gz (TREX Badamn...
X. XX
X-X.X-X.3 _._.r.._
X. XX
) B EF BT AW ALAN
EE
) XXM
g [FEEx
X. KX
4 PENDIDMEKAN DAN PELATIHAN
pa [FTREE Badan...
K. %
e L [ T
X. XX
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5 PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN
3 Badan...
5 Diat ...
> D6 PENGHUBLUMNG
e | g [FREE
T X 300
5 |06 R D
K. XX
5 107
5 | g7 [FEER
S X%, XX
5 o7 [FREE Dy
X. XX
i) UNSUR FENGAWAS
6 |01 PENGAWAS
6 [o1 |F x.x x . Inspektorat
XXX
LUNSUR KEWILAYAHAN
7 01 K ECAMATAN
T | Kec
X XX
7 o1 X-X. %X, X~ Dst
X. XX
7 02 KOTA ADMINSTRASI
T |02 Kata .
7 02 Dst ...
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03 EABUPATEN ADMINIST RASI
og [FRERE Kabupaten ...
X.AX
o3 |FEEERX-|L
X.XX
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
0] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01 | X e sntuan Bangsa Dan Palitik
XXX
URUSAN KEKHUSUSAN
01 SYARIAT ISLAM ACEH
01 | " Dinas Syariat lelam Aceh
XXX
o2 SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSY AWARATAN
ULAMA [MPL)
0z X-KK-X.X- | Sekretariat Majelis Permusyvawaratan Ulama
X.AX [MPLY] ...
03 SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
03 BT gekretariat Baitul Mal Aceh ...
XXX
04 SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH
04 a.:ﬂh.u. Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh ...
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05 SEKRETARIAT LEMBAHA WALI NANGGROE
x-X.X-K X- | Keurukon Katibul Wali /Sekretariat Lembaga
05 ik 1 :
xxx  |Wali Nanggroe

Jumlah

SURPLUS/ |DEFISIT]

.......... tanggal.........

Gubernur /Bupati /Walikota

i
n
0]

Mama
KIP: ..........
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Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis,

objek, rincian objek dan sub rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

PROVINSI KABUPATEN,/KOTA ........

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ...

PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

F.K. KK Pendapatan

4 3. 3% Pendapatan Asli Daerah

433 Pajak Daerah

4.X. XX Retribusi Daerah

- Hasil Pengelolaan Kekayvaan Daerah Yang
Dipisahkan

4.X. XX Lain-lain PAD Yang Sah

4 3.3 Pendapatan Transfer

4.3 KK Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

4.X. XK Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.5 %% Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

4.X. XX Pendapatan Hibah

4 x.xx Dana Darurat
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan

433N

Peraturan Perundang-Undangan
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BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan

.

Bidang Uruisan fORONH.KH

HUHT..EH.___ZZI__ » KLKK.XX

Unit Organisasi DO.OLXX

Program DOXXK.XX

Indikator Hasil Tosansnns

heglatan...l) HE .+ % = 1

Indikator Keluaran fosansnns

Sub Kegiatan ...1} IOX.OK.XX

Indikator Keluaran fosansnns

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5.X.XX Belanja
5.X.XX Belanja Operasi
5K XX Belanja Pepgawai
5K XK Belanja Barang dan Jasa
5K XK Belanja Bunga
5K KX Belanja Subsidi
5. XX Belanja Hibah
5.M.XX Belanja Bantuan Sosial
5.X.XX Belanja Modal
5K XX Belanja Modal Tanah
5K XK Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5K XK Belanja Modal Banpunan dan Gedung
5K KX Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5. XX Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.M.XX Belanja Modal Aset Tidak Bersujud
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DUMOKX Belanja Tid ak Terduga
S.x.xx Belanja Tidak Terduga
OUMLNX Belanja Transfer

S.H.KK Belanja Bapi Hasil

S.X.XX Belanja Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan ...2) IO
Indikator Keluaran  |:.........
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

S5.X.XX Belanja
OUMLNX Belanja Operas
S.H.KK Belanja Pegawai
S KKK Belanja Barang dan Jasa
i Belanja Bunga
DUMOKX Belanja Subsidi
S.x.xx Belanja Hibah
5. XX Belanja Bantuan Sosial
SOH.KX Belanja Modal
S.X.XX Belanja Modal Tanah
SM.KX Belanja Modal Peralatan dan Mesin
DUMOKX Belanja Modal Banpunan dan Gedung
SOH.XX Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
SR XX Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5K XX Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5K XX Belanja Tidak Terduga
S.H.XX Belanja Tidak Terduga
SOH.XX Belanja Transfer
S.X. XX Belanja Bagi Hasil
R Belanja Bantuan Keuangan
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Kegiatan....2)

- KRN

Indikator Keluaran

Sub Kepiatan...1)

. O 0K

Indikator Keluaran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5.N.XX Belanja
5.K.XX Belanja Operasi
5.%.%XX Belanja Pegawai
5NN Belanja Barang dan Jasa
S.H.XX Belanja Bunga
5K Belanja Subsidi
5N Belanja Hibah
e Belanja Bantuan Sosial
5.LEX Belanja Modal
SN.EX Belanja Modal Tanah
S Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50K Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.X.X% Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnva
5K Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
SN Belanja Tidak Terduga
5UHNX Belanja Tidak Terduga
e Belanja Transfer
DLMLEX Belanja Bagi Hasil
50K Belanja Bantuan Keuangan
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Sub Kepintan...2)

T,

Indikator Keluaran

LIREALAN

JUMLAH DASAR HURK LM

BODE EER ENIN G

e Belanja

=1 Belanja Operasi

=0, T Belanja Pegawai

SOKLEX Belanja Barang dan Jasa
e Belanja Bunga

e Belanja Subsidi

Belanja Hibah

u
g

Belanja Bantuan Sosial

S.H.xx Belanja Modal

SOML.NX Belanja Modal Tanah

Soxanx Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.H.XX Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.H.XX Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.K.XX Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5K XX Belanja Modal Aset Tidak Berwuajud
5.H.XX Belanja Tidak Terduga

DK KX Belanja Tidak Terduga

S.M.KX Belanja Transfer

2. K. KX Belanja Bagi | 5il

S.H.EX Belanja Bantuan Kewangan

veneneiEmgEal. .
Gubernur/ Bupati/Walikota

!
]
£l

MNarma
NIP: .
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E. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD BAGI PEMDA YANG BELUM
MEMILIKI DPRD
1. Ketentuan Umum

Berdasarkan Pasal 118 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan

umum terkait penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang

belum memiliki DPRD adalah sebagai berikut:

a. Dalam hal Daerah belum memiliki DPRD, kepala daerah
menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan
RKPD untuk menjaga  kelangsungan  penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat.

b. Rancangan KUA memuat:

1) Kondisi ekonomi makro daerah;

2) asumsi penyusunan APBD;

3) kebijakan pendapatan daerah;

4) kebijakan belanja daerah;

5) kebijakan pembiayaan daerah; dan

6) strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam
mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi
penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan
belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

c. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan
untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan
prioritas dan program nasional yang tercantum dalam
rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk
pemerintah provinsi;

3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan
untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan
prioritas dan program nasional yang tercantum dalam
rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program
provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah
provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota;
dan

4} menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran
sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub
kegiatan.

www.peraturan.go.id
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d. Ketentuan mengenai penyiapan rancangan Perda tentang APBD
berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyiapan rancangan
Perkada tentang APBD.

e. Ketentuan mengenai pengesahan rancangan Perkada tentang
APBD berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengesahan
rancangan Perkada tentang APBD bagi Daerah yang belum
memiliki DPRD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS;

b. rancangan KUA dan rancangan PPAS dikonsultasikan kepada
Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat bagi Daerah kabupaten /kota;

c. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dikonsultasikan
dijadikan pedoman penyusunan RKA-SKPD;

d. Hasil penyusunan RKA-SKPD dijadikan dasar penyusunan
rancangan Perkada tentang APBD

e. rancangan Perkada tentang APBD disampaikan kepada Menteri
bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat bagi Daerah kabupaten/kota paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS
dikonsultasikan kepada Menteri bagi Daerah provinsi dan
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi Daerah
kabupaten/kota.

f. Rancangan Perkada tentang APBD ditetapkan menjadi Perkada
oleh kepala daerah setelah memperoleh pengesahan dari Menteri
bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat bagi Daerah kabupaten/kota.

F. PENETAPAN APBD BAGI DAERAH PERSIAPAN

Daerah persiapan dalam Desartada (Desain Besar Penataan Daerah)
diartikan sebagai bagian wilayah dari sebuah daerah otonom atau
gabungan wilayah dari bagian wilayah daerah otonom yang berdekatan,
yang disiapkan secara khusus untuk menjadi daerah otonom baru, dengan
memberikan kewenangan menjalankan pemerintahan di bawah pembinaan
dan tanggung jawab daerah otonom induknya. Jika dalam kurun waktu tiga
tahun tidak dapat dipenuhi, maka akan digabungkan kembali pada daerah
induk.

www.peraturan.go.id
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Mengacu pada Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait penetapan APBD bagi
Daerah persiapan yaitu sebagai berikut:

1. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah persiapan
ditetapkan dalam APBD daerah induk.

2. Persiapan Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah
persiapan ditetapkan dalam APBD daerah induk, kecuali diatur lain
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. APBD daerah induk disusun berdasarkan rancangan KUA dan
rancangan PPAS berdasarkan REKPD dengan memperhatikan
pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan
pelayanan masyarakat pada daerah persiapan.

4, Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan
dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

A. KERANGEKA PENGATURAN
Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan
manfaat untuk masyarakat.
Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang
ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan
atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup proses-
proses sebagai berikut:

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris

Penyiapan DPA-SKPD

Anggaran Kas dan SPD

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Moo A W N

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

www.peraturan.go.id
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Berdasarkan Pasal 120 sampai dengan Pasal 1253 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019, kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dan
penatausahaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan
dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah
vang dikelola oleh BUD. Dalam hal Penerimaan Daerah dan
Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan Daerah dan
Pengeluaran Daerah tersebut.

2. PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang
atan badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah
wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau
pengeluaran atas pelaksanaan APED bertanggung jawab terhadap
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat
bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas
penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai
dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.

4. Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan
selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah
tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

6. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat
pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap
pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

7. Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan
pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah
ditetapkan dalam APBD.

8. Untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan:

www.peraturan.go.id
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a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM,;

c. Pejabat wyang diberi wewenang mengesahkan  surat
pertanggungiawaban;

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran
pembantu;

g. Bendahara Khusus; dan

h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

9. Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan pejabat untuk
pelaksanaan APBD dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran
berkenaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah, pencatatan Penerimaan Daerah dilaksanakan setelah adanya
pengesahan BUD atas laporan penerimaan dari PA.

2. Dalam hal Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah, pencatatan Pengeluaran Daerah dilaksanakan setelah adanya
pengesahan BUD atas laporan pengeluaran dari PA.

3. Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang
menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD,
dilakukan melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Efektif dimulai tahun 2021, proses pelaksanaan dan penatausahaan
keuangan daerah dapat memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik. Dalam hal Pemerintah Daerah mengalami keterbatasan
infrastruktur, pelaksanaan penatausahaan berbasis elektronik dan
terintegrasi dapat dilakukan secara bertahap.

Dalam hal penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD terkendala adanya

perubahan organisasi, mutasi, atau berhalangan maka kepala daerah

menetapkan pejabat untuk pelaksanaan APBD yang dilakukan pada tahun
anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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B. PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH
1. Ketentuan Umum
PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap
uangkekayaan daerah  vyang  diterima dan/atau  dalam
penguasaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
dalam rangka pengelolaan uang daerah PPKD selaku BUD membuka
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada bank umum yang sehat.
Penatausahaan Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh BUD dan pihak
terkait lainnya khususnya Bendahara Penerimaan, Bendahara
Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Khusus Lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan
penatausahaan ini meliputi:
a. Pembukaan RKUD
b. Pembukaan Rekening Operasional
c. Pembukaan Rekening SKPD
d. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek
e. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah
f.  Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah
2. Ketentuan Pelaksanaan
Mengacu pada Pasal 127 dan Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat ketentuan
pelaksanaan terkait penatausahaan Kaz Umum Daerah adalah
sebagai berikut:
a. Pembukaan RKUD
Kepala Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah menunjuk
bank umum yang sehat sebagai penampung RKUD. Bank umum
yang sehat adalah bank umum di Indonesia yang aman/sehat
sesuali  ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam
menunjuk bank yang akan digunakan untuk menyimpan Kas
Umum Daerah, Kepala Daerah juga harus mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut:
1) Reputasi Bank
Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik.
Misalnya, bank tidak pernah terlibat kasus penipuan
nasabah atau kasus-kasus lain yang merugikan nasabah.
2] Pelayanan Bank
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Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik
dan memadai. Terlebih lagi di masa sekarang dibutuhkan
kecepatan dan ketepatan dalam melakukan transaksi.
Khusus untuk Pemerintah Daerah, bank juga harus dapat
melakukan pelayanan-pelayanan khusus seperti pemotongan
dan penyetoran pajak, dan lain-lain.
3) Manfaat
Memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan
pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan
dan/atau pelayanan masyarakat.
Penunjukkan Bank Umum sebagai penampung RKUD
ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD
selaku BUD dengan pejabat bank umum yang bersangkutan.
PKS paling sedikit memuat:
1) jenis pelayanan yang diterima;
2) mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;
3) pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;
4) penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;
5) pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;
6) sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
7) kewajiban menyampaikan laporan; dan
8) tata cara penyelesaian perselisihan.
Bendahara Umum Daerah kemudian membuka Rekening Kas
Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah.
Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa
giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis atas dana yang disimpan
pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro
yang berlaku. Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya
yang sejenis yang diperoleh Pemerintah Daerah merupakan Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan biaya
sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank
didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang
bersangkutan. Biaya tersebut dibebankan pada belanja daerah.
Pembukaan Rekening Operasional
Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan

dan rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran
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pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah

pada Bank yang sama dengan Bank penampung RKUD yang

ditunjuk oleh Kepala Daerah.

1) BUD dapat membuka beberapa rekening operasional
penerimaan sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah
mekanisme penerimaan pendapatan daerah.

2) BUD membuka rekening operasional pengeluaran.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke

rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat

membuka rekening penerimaan daerah pada Bank dimaksud
setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau

rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum

Daerah atau sebaliknya, dilakukan atas perintah Bendahara

Umum Daerah. perintah pemindah bukuan oleh Bendahara

Umum Daerah dimaksud dituangkan dalam Perjanjian Kerja

Sama (PKS) antara BUD dengan pejabat penanggpungjawab pada

Bank yang terkait.

Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional

penerimaan adalah sebagai berikut:

1} Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk
menerima setoran langsung penerimaan daerah yang tidak
melalui bendahara penerimaan dan/atau menerima setoran
pendapatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan.

2) Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai
rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus
disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya
sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai dengan yang
ditetapkan dalam PKS antara Bendahara Umum Daerah
dengan Bank Umum bersangkutan.

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening pengeluaran operasional

adalah sebagai berikut:

1) Rekening operasional pengeluaran dioperasikan sebagai
rekening yang digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran.

2] Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk
pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung
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kepada pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk

pemberian UP, penggantian Uang Persediaan (GU) kepada

bendahara pengeluaran serta pemberian TU kepada
bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran
pembantu.

Pembukaan Rekening SKPD

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening SKPD adalah sebagai

berikut:

1} Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka rekening
bank ataz nama Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD pada
bank yang sama dengan RKUD sesuai dengan kebutuhan
untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan
daerah dan belanja daerah.

a) BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan
SKPD sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah
mekanisme penerimaan pendapatan daerah.

b} BUD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk
mempermudah mekanisme pelaksanaan belanja daerah.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke

rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat

membuka  rekening Bendahara  Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu SKPD pada Bank dimaksud setelah

mendapat persetujuan Kepala Daerah.

2] Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung
penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD
bersangkutan. Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di
rekening penerimaan SKPD tersebut wajib disetorkan
seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh bendahara
penerimaan. Rekening penerimaan SKPD dibuka atas nama
bendahara penerimaan SKPD.

3) Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan
uang yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD,
seperti uang persediaan, tambahan uang persediaan, atau
dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD.
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Rekening pengeluaran SKPD dibuka atas nama bendahara
pengeluaran SKPD atau bendahara pengeluaran pembantu
SKPD.
d. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek

Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan

dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka

pendek. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat

segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka

pengelolaan kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama

kurang dari 12 (dua belas) bulan. Termasuk dalam investasi

jangka pendek adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan

sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang

secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka

pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Seperti dinyatakan di atas bahwa investasi jangka pendek bisa

dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui Deposito, Surat Utang

Negara dan Sertifikat Bank Indonesia.

1) Deposito
Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan
oleh bank kepada masyarakat. Deposito juga memiliki
persyaratan tertentu salah satunya memiliki jangka waktu
tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik
nasabah. Sementara itu, imbal jasa dari deposito adalah
bunga deposito yang biasanya lebih tinggi dari tabungan
biasa. Pemerintah Daerah melakukan penempatan kas
daerah dalam bentuk deposito pada Bank yang ditunjuk
sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau
Bank Pembangunan Daerah.
Dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah,
Deposito Pemerintah Daerah harus dapat ditarik sebagian
atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh BUD
setiap saat diperlukan.

2) Surat Utang Negara
Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa
surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan
pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya. SUN
digunakan oleh pemerintah pusat antara lain untuk

www.peraturan.go.id



-509- 2020, No.1781

membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas

jangka pendek dalam satu tahun anggaran.

Surat Utang Negara terdiri atas:

a) Surat Perbendaharaan Negara

b) Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai
dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara
diskonto.

3) Obligasi Negara

Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas)
bulan dengan kupon danj/atau dengan pembayaran bunga
secara diskonto.
Jadi SUN yang bisa dipilih dalam melakukan investasi jangka
pendek adalah SUN dalam bentuk Surat Perbendaharaan
Negara karena berjangka waktu dibawah 12 bulan. Tata cara
investasi dalam bentuk SUN mengikuti peraturan perundang-
undangan tentang SUN.

4) Sertifikat Bank Indonesia
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang
berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga)
bulan dengan sistem diskonto/bunga. Tingkat suku bunga
yvang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh
mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang.

Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan

melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek
sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah,
tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.

2) Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam
investasi jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa
dana yang digunakan adalah dana yang benar-benar belum
akan digunakan dalam waktu dekat (idle cash).

3) BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi
jangka pendek kepada Kepala Daerah. Rencana ini mencakup
jumlah dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi
beserta alasan dan hasil analisa pemilihan investasi.

4) Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD
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atas rencana investazsi jangka pendek, Kepala Daerah
menetapkan jenis investasi jangka pendek yang dipilih
dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

5) Berdasarkan SK Kepala Daerah tersebut BUD menerbitkan
Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang
memerintahkan pemindahan dana dari kas umum daerah
kedalam investasi yang dipilih.

6) Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas
Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

€. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah

PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua

penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses

penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen
yang dilakukan secara elektronik.

Bagian 1: Penerimaan RKUD

1) Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang
sah, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi
penerimaan pada kolom tanggal dan kolom nomor bulkti.

2] BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.

3) BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku
Kas Umum.

Bagian 2: Pengeluaran RKUD

1} Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap
pengeluaran uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan
pada dokumen surat perintah membayar yang diterbitkan
oleh PA/KPA.

2) Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku
Kas Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan
kolom nomor bukti.

f. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah

1) Proses pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah memuat
informasi, aliran data, serta pengpunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2) Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum
daerah yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Umum
Daerah menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala
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Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dokumen-dokumen yang
dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-bukti transaksi
pada kas umum daerah akan dijadikan dasar dalam
membuat laporan BUD.

3) Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk:

a) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan

b} Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian.

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap
hari kerja pertama setiap minggunya kepada Kepala Daerah
atau dapat diserahkan sesuai kebutuhan.

4] Di samping laporan-laporan di atas, Bendahara Umum
Daerah membuat Register SP2D yang telah diterbitkan dan
bukan dijadikan laporan kepada Kepala Daerah. Register
SP2D secara otomatis diperoleh dari sistem aplikasi
pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.

3. Dokumen Terkait
Nustrasi dokumen penatausahaan kas umum daerah antara lain
sebagai berikut:
a. Buku Kas Umum BUD

PEMERPTAH PROVINS VKABUPATIN/EOTA ...
BE WA HARA UMLUM DAFRAH
TAHUN ANGGARAN.... .
BUEL KEAS URLIN
Pedode: . — e v
M. TIF"‘ Mo. Bulkti Whralan Panerimaan .m'lll.l..ﬂ Saldo

Disiaphan aleh,
FALIDMasna RLICE
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b. Laporan Posisi Kas Harian

2020, No.1781

~ PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Tahun Anggaran.........
Bl
Tanggal o
Periode i
No. Bukti Transaksi
No. o 15| Ginlain Uraian Penerimaan | Pengeluaran
Jumioh
Perubahan Posisi Kas hari ini
Posisi Kos (H-1)
Posisi Kas (H)
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD:
SaldoBankl :Rp
SaldoBank2 :Rp Disiapkanoleh,
dst, ‘Rp BUD/Kuasa BUD
Total Saldo Kas* : Rp
o
Nama
] —
*Total Saido Kos rorus samo dengan Posisi Kas (H)
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c. Rekonsiliasi Bank

LOGO PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
L.l REKONSHRIASI BANK
Tahun Anggaran.........

1. Saldo Kas Umum Daerah menurut Buku R
2. Saldo Kas Umum Daerah menurut Bank AN 8
Seksh

Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat ole h Buku,
belum dicatat oleh Bank

b. Bukti lain yang sah 11+ O—
¢ Dst.... Rp Rp

B. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Buku,
belum dicatat oleh Bank
a SP2DNo...
b. Buktl Lain yang sah
c Dst...

C. Penerimaan yang telah dicatat oleh Bank,
belum dicatat oleh Buku
a NotaKreditNo....
b. Pendapatan Bunga
¢ Pendapatan Jasa Giro
d. Bukt lain yang sah
e. Dst.....

D. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Bank,

belum dicatat oleh Buku
a Nota DebitNo..... S N R
b. Biaya Administrasi Bank B i e rcaisis
¢ Buktl Lain yang sah 11 T—
d. Dst..... Rp Rp.
BBy
Bendahara Umum Daerah

C. PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS
1. Ketentuan Umum
Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran
yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak
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ketiga yang telah ditentukan.

Beberapa ketentuan umum terkait penatausahaan kas transitoris
adalah sebagai berikut:

a. Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:

1) Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran,
bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari
setiap transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti
PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPN;
Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah
antara lain Kepala Daerah, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat
Desa dan Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal
21, Taspen, juran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan
kerja dan jaminan kematian;

3) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh
pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu
pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya

2

atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain
uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang
jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga apabila
ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang
mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang
jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini
pemerintah daerah.

4) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi
belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar
pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari
dokumen kelengkapan transaksi.

c. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun
perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris
dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak
ketiga (PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingga
tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun
informasinya disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di
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laporan arus kas di bagian aktivitas transitoris sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan.

d. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak
boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka
waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.

e. Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa ketentuan
sebagai berikout:

1) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai
kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakui
uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2] Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak
ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak,
digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban
pihak ketiga tersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan
SKPD yang ditetapkan.

f. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan
pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara
Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

g. Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran {BPP

1) Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan sebagai wajib  pungut pajak sesuai
peraturan perundang-undangan, wajib memungut pajak atas
pembayaran belanja melalui UP/GU/TU/LS.

2] Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut
pajak sesuai peraturan perundang-undangan wajib menyetorkan
seluruh penerimaan pajak vang dipungutnya ke rekening Kas
Negara.

3] Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara
Pengeluaran /{Bendahara  Pengeluaran  Pembantu/Bendahara
Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan
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perundang-undangan melakukan pencatatan pada buku terkait.

b. Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD

1)

2)

3)

Kas Transitoris yang melekat pada transaksi

Penyetoran kas transitoris atas potongan pajak dan potongan-

potongan lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme LS

dilakukan langsung oleh bank.

Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak

ketiga atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan

pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan
yang telah ditentukan.

Jaminan

Bagian 1: Pengembalian Uang Jaminan

a) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu penyedia
barang/jasa ke rekening RKUD.

b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia
barang/jasa setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya
kepada pemerintah daerah.

c) Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat Perintah
BUD yang berisi:

(1) Perintah Pencairan Uang;

(2) besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;

(3) pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;

(4) dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan bahwa
penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibannya

Bagian 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikan

a) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya
sesuai kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada
pihak ketiga.

b) Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga dengan
menggunakan uang jaminan yang diformulasikan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD yang
bersangkutan.

c) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang sah atas uang jaminan tersebut yang
sebelumnya tercatat sebagai hutang pihak ketiga.
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D. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD |DPA-SKPD)
1. Ketentuan Umum

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat

rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang
terinci sampai sub rincian obyek disertai rencana realisasinya yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Mengacu pada Pasal 132 dan Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019, penyusunan DPA-SKPD diatur sebagai berikut:

Bagian 1: Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

a. Setelah penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD, PPKD memberitahukan kepada Kepala SKPD untuk
menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat
pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3
[tiga) hari setelah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
APBD ditetapkan.

b. Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-
hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPD dalam
menyusun Rancangan DPA-SKPD meliputi:

1} Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA;

2) Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh
SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan;

3) Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub
kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan;

4) Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;

5) Rencana penarikan dana setiap SKPD;

6) Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD
paling lambat 6 [enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat
pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD;

7) Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.

Bagian 2: Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat

pemberitahuan Kepala Daerah dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD
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yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah

surat pemberitahuan diterima.

Rancangan DPA-SKPD mencakup:

a. Rancangan Ringkasan DPA-SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD
yang datanya bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan
menurut akun, kelompok dan jenis yang diisi dalam DPA-
Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja menurut akun,
kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam DPA-Belanja SKPD dan
akumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan yang
diisi dalam DPA Pembiayaan.

b. Rancangan DPA-Pendapatan SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD
dalam tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek
pendapatan.

c. Rancangan DPA-Belanja SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja SKPD
dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah
Belanja menurut kelompok dan jenis belanja dari setiap program,
kegiatan dan sub kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap DPA-
Rincian Belanja SKPD.

d. Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja
SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat
jumlah Belanja menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan
sub rincian objek dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan
SKPD.

e. Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA penerimaan
Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam tahun
anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan
Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan menurut kelompok, jenis,
objek, rincian objek dan sub rincian objek penerimaan Pembiayaan

dan pengeluaran Pembiayaan.

Bagian 3: Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKPD
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a. Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan
rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.

b. TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat
4 (empat) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Verifikasi
rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi
antara lain:

1) standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

2) analisis standar belanja;

3) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);

4) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

5) Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana
otonomi khusus.

c. Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD, SKPD
melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil
penyempurnaan kepada TAPD.

d. TAPD menyampaikan rancangan DPA-SKPD yang telah
disempurnakan kepada APIP untuk dilakukan reviu.

Bagian 4: Reviu Rancangan DPA-SKPD

a. APIP melakukan reviu atas rancangan DPA-SKPD paling lambat 2
(dua) hari sejak diterimanya rancangan DPA-SKPD.

b. Hasil reviu atas rancangan DPA-SKPD disampaikan kepada TAPD
untuk mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

Bagian 5: Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD

PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD

yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

3. Dokumen Terkait
3.1 Format DPA-SKPD
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LOGD
PEMERINTAH
DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....0.c..
DOKUMEN PELAKSAMAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERAMNGKAT DAERAH
|DPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN ..ovcieis
URUSAN PEMERINTAHAN L —
BIDANG URUSAN I 5 7 R—
ORGANISASI 5 EI) S—
Pengaunz Angazran
aNma 0 e
bHEF s
Clabatan e
Kode Nama Formulir
OPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
[PA-BELANIA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD

[PA-PEMBIAYAAN SKPD

Rincian Anggaran Pemiiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPED

Nama
[ [—

Pengguna Anggaran
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3.2 Format Formulir DPA-Pendapatan SKPD

Halaman...........
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-
Provinsi/Kabupaten/Kota........ PENDAPATAN SKFD
Tahun Anggaran......
Organisasi E 0 R ——
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Peranghkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan lumlah
. Uralan ,
Rekening Volume Satuan | Tarif/Harga (Rp)
lum|ah
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan

Januari AP | tanggal ...
Februari T T Pengpuna Anggaran
Maret 11+
Agril Ap......
Mei 2T — Nama
Jumi 31+ . ][ —
Juli T N
Agustus R v ssrarsssmases Mtﬂﬂtﬁhwl
September RO . PPED
Oktober 1T
November 5
Dessmber 2« ) Nama

Jumlzh | Bp.ee NIF: .........

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Mama NIP labatan Tanda Tangan
1
2
dst
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3.3 Formulir DPA-Belanja SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN EERJA PERANGEAT DAERAH Formalir DPA-

ProviazilKabupataniEota_ . .Etl':;:u
Tabes Anggaras__
L DFA :
s am Fomee rinkabean H
BidangUruran P
Frogram: B
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Plokari Tabun +1 : Fipo... (karbilang)
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Hared

_!:-I-ulle £ oar aran [ 1I4I¢-E

Saib Kagiatan
Sumber Fendanaan
Lakari - (Provinrirampaikocamatan, KabKotarampai DerafKelurahan]
Kaolwaram Sab K ogiatan B kitar, o megenratugn dir k domgranfr sl ke giatam)
Waktu Felabkransan = Mulai,... Samp Ak
Kebaranaan :
Ksds Miscios Perkiteangen
Maksning Ursian Ksslisls Yolsms |Satuwan Hargs
war i Satmas
dumlah Bngqaran Suk Kegiakan
Lﬂi“tiillih T
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Faotarangan g
Kmds Rincian Fsrkitweqgen Summlak
Rakasning Uraian Tolems |Setwan Harga T
Satman

Jurmlah Bngqaran Sub Kegiatan

Fasmcana Fanarikan Dana por Bulan

Janmari R JEamggal.o...

Fabruari
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g ril
Ml
s
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Fhguarkar
September
Oktabar
HMawe mb or
Dhier ek cor
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[ dalk ot an Tandas Tangan
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3.4 Formulir DPA-Pembiayaan SKPD

Halaman._.......
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN
Formulir DPA-
KERJA PERANGKAT DAERAH PEMBIAYAAN
Provinsi/Kabupaten/Kota........ SKPD
Tahun Anggaran......
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Organisasi S
Kode Uraian Jumilah
Rekening (Rp)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
lumlah Pengeluaran Pembiayaan
Jumlah
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan
Januari L3 Jganggal......
Februari 3]+ —— Pengguna Anggaran
Maret 11 J—
April 11 J—
Mei R Mama
Juni 2] J—— 11—
Juli L2+ —
| Agustus 2]+ Mengesahkan,
September 2+ S PPKD
Oktober 21+
November L2+ —
Desamber ] MNama
Jumlah| Rpeen ][ —
Tim Anggaran Pemerintah Dasrah:
No. Mama MIP labatan Tanda Tangan
1
2
dst
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3.5 DPA Rekapitulasi SKPD
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E. PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH
1. Ketentuan Umum

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari

penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur

ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD
dalam setiap periode.

Berdasarkan pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

menegaskan bahwa penyusunan anggaran kas dilakukan sebagai

berikut:

a. PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah
untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran
sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA
SKPD.

b. Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi
penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap
bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi
anggaran kas SKPD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas
pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub
rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan
untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi
penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.

b. Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek
pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam
dokumen anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran
pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan
rencana penerimaan setiap bulan.

c. Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas
pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub
rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub
kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme
pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran
pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran
pengeluaran yang telah ditetapkan.
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d. Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek
belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen
anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan
pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan rencana
pengeluaran setiap bulan.

e. Anggaran kas yang telah dizahkan oleh PPKD digunakan sebagai
dasar penyusunan SPD.

f. Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta
pengpunaan dan penyajian dokumen wang dilakukan secara
elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-
SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.

b. Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa
BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.

c. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling
lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.

d. Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan
menggunakan instrumen verifikasi antara lain:

1) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;
2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan
dana dalam DPA-SKPD.

e. Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi,
menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah.

f. Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah
daerah kepada PPKD selaku BUD.

g. PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas
pemerintah daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1
[satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas pemerintah
daerah diterima.
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3. Dokumen Terkait
lustrasi dokumen DPA SKPD antara lain sebagai berilout:
3.1 Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah
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3.2 Format Anggaran Kas SKPD
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F. SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

1. Ketentuan Umum

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen wyang menyatakan

tersedianya dana sebagai

dasar penerbitan Surat

Pembayaran (SPP| atas pelaksanaan APBD.
Berdasarkan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019
menegaskan bahwa dalam rangka manajemen, PPKD menerbitkan SPD

dengan mempertimbangkan:
a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;

b. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan

Permintaan

c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum

dalam DPA SKPD.
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SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan dizsampaikan kepada

PPKD untuk ditandatangani.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD
atau unit SKPD setiap periodik.

b. Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat
bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku
BUD dapat menerbitkan SPD atau dokumen yang dipersamakan
yang bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD
yang menyelenggarakan fungsi SKPKD.

c. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila
terdapat kondisi sebagai berikut:

1) Ketersediaan dana pada RKUD wyang tidak sesuai perkiraan
penerimaan dalam anggaran kas; atau

2) Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan
darurat termasuk keperluan mendesak.

3) Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran
berikutnya.

d. Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas
pemerintah daerah.

b. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku
BUD untuk disahkan.

©. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala
SKPD.

. Dokumen Terkait

Nustrasi dokumen SPD sebagai berikut:
3.1 Format SPD
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PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

TENTANG

SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN

PPKD SELAKU BUD

bahwa untuk melaksanakan anggaran belanjasub kegiatan tashun anggaran _...... berdasarkan

DPA SXPD/Perubahan DPA-SXPD dan anggaran kasyangte lah ditetapkan, periu disiapkan

nendanaan denean menerhitkan Surat Penue diaan Nana ISP

Kota .. Tahun Anggaran.... ...

. 1 PersturanDaersh. ... .. tenteng penetapan APBD/PAPBD Provinsi/Kabupaten/

2. PersturanXepalaDaershNomor__..... Tshun ... tentang Penjabaran APBD

Provinsi/Ksbupeten/Kots ... TehunAnggeran.. ...,

3. DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD*) Provinsi/Kabupaten/Xota ... Tahun .._....;

TR T

MEMUTUSKAN:

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota............., Tanggal......... Bulan._.......
Tahun.......tentang Angzaran Pendapatan dan Be lanja Dae rah Provinsi/Kabupate n/Kota Tahun Anggaran
< Menetapkan/menyediskan kredit angzaran sebagai berikut:

1

w

Dasar Penyedisan Dana:

DPA-SXPD/Perubshan DPA-SKPD S
Ditunpukan kepada SKPD ' R
Kepala SXPD $
Jumish Penyedisan Dana Rp...
(Terbilang. —
Untuk Kebutuhan :Bulan. wwvase Sl
Ikhtisar Penyediaan Dana:
3. Jumlah DanaDPA-SKPD/ Perubahan Rp...we.
DPA-SKPD (Terbilang. —
b Akumulasi SPD Sebelumnya F LT J—
(Terbilang o) |
c. SisaDanayang belum di SPO-kan L L ———
o T RN O - OO A S ARG |
d Jumlah Danayang di SPD-kan saat Ini Rpe. e -
(Terbilang ... .
& Sisalumlah Dana DPA- Pt e
SKPD/Penybahan DPA-SKPD yang (Terbilang )
belum di $PD-kan
Ketentusn-ketentusn lain
Ditetapkandi:._.. ...
PadaTanggal:.. ...
PPKD SELAKU BUD

Temduion dsampaikan kepade
1. mspekuw

NP: ...
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Lampiran : Surat Penyediaan Dana (SPD)

Nomor SPD

Tanggal
SKPD
Periode

Tahun Anggaran

Nomor dan Tanggal DPA-
SKPD/Perubahan DPA-SKPD

e Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akumulasi [JumlahSPD|  Sisa
Kode Mama D |Periodeini| Anggaran |
Jumlah
Jumlah Penyediaan dana R s,
feddeng: J

G. PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN

1. Ketentuan Umum

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai

penambah

nilai kekayaan bersih dalam

PPKD SELAKL BUD

&

periode tahun anggaran

berkenaan. Untuk melakukan pengakuan atas pendapatan daerah

dimaksud diperlukan pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan

daerah.

Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah dimaksud

meliputi penatausahaan penetapan, penerimaan pendapatan dari pihak
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ketiga, penyetoran pendapatan ke RKUD, pengendalian melalui buku-

buku bendahara penerimaan, pertanggungjawaban bendahara

penerimaan [bendahara penerimaan pembantu.

Semua tahapan penatausahaan pendapatan tersebut memuat

informasi, aliran data, dan pengpunaan dokumen yang dilakukan

secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 120, Pasal 137, Pasal 138, dan Pasal Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa penatausahaan pendapatan

pada tahap penetapan, penerimaan pendapatan, hingga penyetoran

pendapatan, adalah sebagai berilkut:

a. Semua Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan
penyetorannya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

b. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalni RKUD, BUD
melakukan pengesahan dan pencatatan Penerimaan Daerah
tersebut.

c. Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke
Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu)
hari. Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan
komunikasi, transportasi, dan Lketerbatasan pelayanan jasa
keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan
dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan Kepala
Daerah.

d. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
atas setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi dokumen elektronik.

e. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai
dan/ataun  nontunai. Penyetoran  penerimaan  pendapatan
menggunakan surat tanda setoran (STS). Penyetoran dianggap sah
setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang
dipersamakan.

f. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat
berharga yang dalam penguasaannya:

1) lebih dari 1 (satu] hari, kecuali dalam hal kondisi geografis
daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan
keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif
lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari
yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, dan/atau
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2) atas nama pribadi.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut akun,
kelompok, jenis, obyek. rincian obyek dan sub rincian obyek.
Pendapatan daerah berdasarkan kelompok meliputi Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah. Berdasarkan sifat dan  prosedur
pemungutan /pembayaran pendapatan daerah, dapat dibedakan:

1) Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala
Daerah; dan/atau

2) Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada
penetapan).

b. Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran
pendapatan  daerah, penatausahaan  pendapatan  daerah
dilaksanakan sebagai berikut:

1) Penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah penetapan
oleh Kepala Daerah, didasarkan pada dokumen Surat Ketetapan
sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

2) Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak
(tanpa ada penetapan) didasarkan pada dokumen/bukti
penerimaan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

3) Penatausahaan  pendapatan  daerah, didasarkan pada
dokumen /bukti meliputi:

a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);

c) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

d) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);

e) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

f) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT);

g) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);

h) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP);

i) Surat Tanda Setoran (STS);

j) Nota Kredit dari Bank;
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k) Surat Perjanjian;

I} Dokumen penetapan lainnya wyang sah sesual dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan;

m) Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atan

n) Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam
melakukan penyetoran penerimaan pendapatan dapat dilakukan
secara tunai dan non tunai, dengan cara:

a) Penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai dibuktikan
dengan penerbitan surat tanda setoran (STS) atau bukti lain
yang sah. Daftar STS yang dibuat oleh Bendahara
Penerimaan didokumentasikan dalam Register STS.

b} Penyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai
dibuktikan dengan bukti notifikasi/nota kredit/media
elektronik lainnya.

5) Penyetoran penerimaan pendapatan daerah dari Bendahara
Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap sah
setelah Kuasa BUD menerima notifikasifnota kredit/media
elektronik lainnya.

. Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh Bendahara

Penerimaan  Bendahara Penerimaan Pembantu disesuaikan dengan

wewenang Bendahara Penerimaan dan tugas/fungsi SKPD dan

SKPKD, sebagai berikut:

Jenis Pendapatan Bendahara Penerimaan

Pajak Daecrah Bendahara Penerimaan di SKPD yang
memiliki tugas dan WEWETIANE

pengelolaan pajak

Retribusi Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD yang
memiliki tugas dan WEWETIANE

pengelolaan retribusi

Hasil Pengelolaan Kekayaan | Bendahara Penerimaan SKFPFD yang
Daerah yang Dipisahkan melaksanakan fungsi BUD, kecuali:

Lain-lain Pendapatan  Asli | 1.Hal-hal terkait pajak dan retribusi
Daerah yang Sah tetap dikelola oleh Bendahara

Transfer Pemerintah Pusat Penerimaan di SKPD terkait

Transfer Pemerintah Daerah 2. Pendapatan BLUD dikelola oleh
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Hibah BLUD terksait

Dana Dararat 3. Pendapatan Hibah Dana BOS

Lain-lain Pendapatan Sesuai | dikelola olch Bendahara Khusus.
dengan Ketentuan Perundang-

undangan

Pendapatan Hibah Dana BOS | Bendahara Penerimaan Khusus

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Tahap Penetapan dan Penagihan

Bagian | — Penetapan Pendapatan

1) Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Kepala Daerah
atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen
penetapan pendapatan daerah.

2) Penetapan pendapatan dapat berupa:

a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

b] Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D)|;

c] Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);

d) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB|;

e] Dokumen penetapan lainnya wyang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.

3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak
yang masih harus dibayar.

4) Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib
pajak/wajib retribusi sebagai dasar pembayaran dan kepada
bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu
sebagai dasar penagihan.

5) Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas
pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA.

6) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi dan verifikasi atas penerimaan pendapatan
berdasarkan dokumen penetapan.

Bagian 2 — Penagithan

Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara manual,

surat elektronik, notifikasi sistem secara digital dan/atau media
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elektronik lainnya. Adapun langkah-langkah penagihan piutang

sebagai berikut:

1) Petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan pendapatan
dan surat tagihan melakukan penagihan ke pihak ketiga.

2) Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan jadwal
yang tercantum dalam dokumen penetapan pendapatan.

3) Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak-pihak
yang melakukan pembayaran pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah
Daerah.

4) Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara:

a) Petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan
pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga;

b) Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan kepada
pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima yang
ditandatangani oleh pihak ketiga;

c) Petugas pemungut menyampaikan tanda terima dokumen
kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu dan PPK-SKPD.

5) Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan
cara:

a) Petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan
pendapatan kepada pihak ketiga;

b) Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD dan
Bendahara Penerimaan atas pengiriman surat elektronik
penagihan pendapatan.

6) Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara
otomatis sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi
atau media lain secara elektronik kepada pihak ketiga yang
memiliki kewajiban untuk membayar pendapatan daerah.

b. Tahap Penerimaan Pendapatan

1) Penerimaan pendapatan melalui Bendahara
Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu secara tunai,
dilakukan sebagai berikut:

a) Berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan/atau surat
tagih, pihak ketiga menyetorkan kewajibannya kepada
Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu.
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b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah
uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan pada
dokumen penetapan.

c| Atas  penerimaan  pendapatan  tersebut, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan
Tanda Bukti Penerimaan dan menyerahkan kepada pihak
ketiga.

2] Penerimaan pendapatan melalui rekening Bendahara
Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai,
dilakukan sebagai berikut:

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
menerima nota kredit/notifikasi perbankan atas penerimaan
pendapatan.

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi bukti penerimaan sebagai berikut:

(1) Meneliti nota kredit/notifikasi perbankan;

(2) Melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian antara
jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah
ditetapkan pada dokumen penetapan.

3) Penerimaan daerah melalui rekening Bendahara
Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai
dianggap sah setelah Bendahara Penerimaanj/Bendahara
Penerimaan Pembantu melakukan validasi.

4) Bendahara  Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga yang
telah melakukan pembayaran.

5) Penerimaan pendapatan ke RKUD secara non tunai, dilakukan
dengan cara:

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
menerima nota kredit/notifikasi perbankan dari RKUD atas
penerimaan pendapatan SKPD.

b} Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi sebagai berikut:

6) Mencermati mnota kredit atau notifikasi perbankan atas
penerimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD.

7) Dalam  hal penerimaan  pemberitahuan/notifikasi  tidak
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diinformasikan secara otomatis, maka Bendahara Penerimaan

wajib meminta bukti transaksi atas penerimaan pendapatan yang

diterima langsung RKUD;

8) Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara jumlah
uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan.

9) Penerimaan pendapatan daerah ke RKUD secara non tunai
dianggap sah setelah Bendahara Penerimaanj/Bendahara
Penerimaan Pembantu melakukan validasi.

a) Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat dilakukan
melalui transfer dari rekening pihak ketiga dan/atau melalui
kanal pembayaran secara online yang disediakan oleh penyedia
jasa pembayaran (PJP) dari lembaga keuangan bank dan non
bank.

b} Pembayaran secara online berupa mekanisme Electronic
Transaction Process (ETP) antara laint agen banking,
mobile/ phone banking, car banking, Anjungan Tunai Mandiri
[ATM), internet banking, QRIS fBarcode, tapping, Electronic Data
Capture (EDC), Cash Management System (CMS) dan transaksi
berbasis elektronik lainnya.

c¢)] Dalam rangka akuntabilitaz penerimaan pendapatan,
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan Bank.

c. Tahap Penyetoran Pendapatan

1) Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara
FPenerimaan/  Bendahara  Penerimaan  Pembantu  wajib
menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat
dalam waktu 1 hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit
dijangkan dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan
pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya yang
diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

2) Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib
memindahbukukan penerimaan pendapatan dimaksud ke
rekening RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

3. Dokumen Terkait
Mustrasi dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan antara
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lain sebagai berikut:
3.1 STs

(| PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA. ...
SKPD.cm
.. SURATTANDA SETORAN (STS)

No. ST§ p—
Tangzal SRR
Bank s
No. Rekening SIS
Penerimaan tanggal S b
Harep diterima uang sebesar Rp (terbilang.. )

Iindml'eneﬁmai beritut:

JUMLAH
Menge tzhui, Disizokan oleh,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Bendahara Penerimaan/ Bendahara
Anggaran Penedmaan Pembantu
A
Nama Nama
| [ - NIP: s
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FEMIERINTAH PROVINSI/HABUPATEN/KOTA ...
L —
TAHUN ANGEARAN ...
REGISTER 8T8
21111 ——
Ko, 518 Tanggal | Kode Rekening Uraizn Jumilah Sado et
Dusetujul aeh, [Dslapkan alek,
Penggura Anggarany Kua Bendatura Penerimasn/
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
& o
i
Nama Nama
1] — [ [[=Fp—

PEMEUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN
1.

Ketentuan Umum

Dalam penatausahaan
Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu harus melakukan

pendapatan

daerah, Bendahara

pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah yang

menjadi kewenangannya.

Berdasarkan pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah 12 tahun 2019,

menyatakan bahwa

Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib
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menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan
penyetoran atas penerimaan yang menjadi tangpung jawabnya.
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a. Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah
menggunakan buku-buku sebagai berikut:
1) Laporan Penerimaan dan Penyetoran
2] Register STS
3) Buku Kas Umum
4] Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank
b. Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan
menggunakan  dokumen-dokumen  tertentu  sebagai  dasar
pencatatan, antara lain:
1) Tanda Bukti Penerimaan
2) Surat Tanda Setoran
3) Nota Kredit Bank
4] Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen
di atas
c. Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur,
antara lain:
1) Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai
2) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui rekening
bendahara penerimaan
3) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas Umum
Daerah
d. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu memuat informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.
2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pembukuan atas Penerimaan Tunai
1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penerimaan pendapatan secara tunai berdasarkan
Tanda Bukti Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi
penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan.
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2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penyetoran pendapatan secara tunai ke REKEUD pada
Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran.

3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

b. Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Bendahara secara Non

Tunai

1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penerimaan di rekening Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai
berdasarkan bukti penerimaan [nota kredit atau notifikasi
perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum
[BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan kode rekening
pendapatan.

2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penyetoran  pendapatan secara non  tunai
[pemindahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU| di sisi
pengeluaran

3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

c. Pembukuan atas Penerimaan di RKUD

1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penerimaan di RKUD berdasarkan bukti penerimaan
jnota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) yang sudah
divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan dan di
sisi pengeluaran sesuai dengan kode rekening pendapatan.

2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

3. Dokumen Terkait
lustrasi dokumen pembukuan bendahara penerimaan antara lain
sebagai berikut:
3.1 Buku Kas Umum
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3.2 Buku Pembantu Kas Tunai

 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA wox
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BUKL PEM BANTU KAS TUNAI
2241 [ H——

Mo. | Tanggal | No. Bukti Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo
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I. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara

Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu harus menyampaikan

Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara Penerimaan SKPD

bertanggung jawab secara administratif kepada PA dan secara

fungsional kepada BUD.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan PP 12 tahun 2019 pasal 139 ayat (2) dan (3), laporan

pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu diatur sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

b. Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara
administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling
lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

c. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan
merupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan
Pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan,
penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara. LPJ tersebut
dilampiri dengan:

1) BKU

2) Laporan Penerimaan dan Penyetoran

3) Register STS

4) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah
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5) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

d. Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Fungsional yang merupakan hasil konsolidasi
dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan
dari PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

e. Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD
sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran
pendapatan daerah. Verifikasi tersebut meliputi:

1) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda  bukti
penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait

2} Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya
yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait

3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses
penerimaan pendapatan dan penyetorannya.

f. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada
Pengguna Anggaran.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Tahap Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bagian 1 — Bendahara Penerimaan Pembantu
1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu

melakukan penutupan BKU.

2) Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun Laporan
Penerimaan dan Penyetoran.

3) Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS dan
bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

4) Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU, Laporan
Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan Register STS dan
bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada Bendahara
Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya

Bagian 2 - Bendahara Penerimaan

1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan
penutupan BKU.

2) Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan

Penyetoran.
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3) Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS dan bulti-bulti
penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah.

4] Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang
dibuat cleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.

5] Bendahara Penerimaan melakukan werifikasi, evaluasi dan
analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh
Bendahara Penerimaan Pembantu.

6) Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam
proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan yang merupakan gabungan dengan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu.

b. Tahap Penyampaian LPJ Administratif

1) Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna
Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan:

a) BKU

b} Laporan Penerimaan dan Penyetoran

c] Register STS

d) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah

€] Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

2] PPK-SKFD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan
dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti
penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait

b) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bulkti
penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait

c)] Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap
proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya

3) Jika PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atan
ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan kepada
Bendahara Penerimaan.

4) Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan
lengkap dalam proses wverifikasi, maka PPK-SKPD akan
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menyatakan tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan LPJ
Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran.
5) Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap LPJ
Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi.
c. Tahap Penyampaian LPJ Fungsional
1) Bendahara Penerimaan setelah menerima notifikasi persetujuan
(approval), menyampaikan Laporan  Pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan kepada PPKD selaku BUD
2) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan rekonsilisasi
penerimaan. Proses ini akan dijelaskan dalam Bab VIL.E.4
3. Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara
penerimaan antara lain sebagai berikut:
3.1 LPJ Bendahara Penerimaan

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

SKPD
PERIODE
A, Penerimaan 7 S ———
1. Tunai melalui bendahara penerimaan. R oiiiaeains
2. Tunaimelalul bendahara penenmaan pembantu Rpiiaisianiiasin
3. Melalul ke rekening bendahara penenmaan [ T Ren—
4. Melalul ke rekening kas umum daerah RP: eessisamans

8. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3)
Jumlah penyetoran

D. Saldo Kas di Bendahara

Bendahara Penanimaan

Bendahara Penerimaan Pembantu ......
Bendahara Penerimaan Pembantu ......

SwnNm

Disetujul oleh, Dislapkan oleh,
Pengruna Anggeran/ Bendahara Penerimaan/
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Pembantu
0

: B
—

Nama. Nama.

NIP: e NIP: cccsane
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3.2 Laporan Penerimaan dan Penyetoran
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J. REKONSILIASI PENERIMAAN
1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku BUD

melakukan  verifikasi, ewaluasi, dan analisis ataz Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi

penerimaan.

Berdasarkan pasal 139 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019, dinyatakan bahwa PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan

analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka

rekonsiliasi penerimaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban fungsional meliputi:

1) kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban
penerimaan

2) evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan

3) analisis capaian realisasi penerimaan

b. Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan pertanggungjawaban,
PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan secara
periodik yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.

c. Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku BUD
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku BUD

memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan langkah-langkah

sesuai ketentuan, yaitu:

a. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan
mutasi RKUD

b. Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan
kepada Bendahara Penerimaan SKPD.

c. Setelah melakukan verifikazi, PPKD selaku BUD melakukan
rekonsiliasi penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi-transaksi
pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku
Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan Pembantu
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. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dengan

menampilkan data setiap bulan.
PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian

realisasi penerimaan.

3. Dokumen Terkait

llustrasi dokumen rekonsiliasi penerimaan antara lain sebagai

berikut:

Rekonsiliasi Penerimaan

B

L0Go
PEMDA REKONSILIASI PENERIMAAN

A Pendapatan Daerah berdasarkan LP] Bendahara Penerimaan Rp.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......

TAHUN ANGGARAN ..cvisssmense

Transaksi-transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak
tercatat oleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu
Boconnig Rp.
c.Dst Rp.
Total Ro.
Error/Kesalahan Pencatatan Penerimaan
¢. Dst Hfo.
Total Rp.

K. PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN

1. Ketentuan Umum
Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau
restitusi daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih
Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan

pendapatan daerah.
Berdasarkan pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
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ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah sebagai

berikut:

a. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun
sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening
penerimaan yang bersangkutan.

b. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak
berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan
membebankan pada rekening penerimaan yang bersanghkutan.

c. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak
berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan
membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya
berulang dan terjadi pada tabun wyang sama maupun tahun
sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut:

1) penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun;
dan

2) objek penerimaan daerah yang sama.

b. Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:

1) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;

2) rekomendasi APIP;

3] rekomendasi BPK-RI;

4] putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak
ada upaya hukum lainnya; dan/atau

5] Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

c. Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketipa atas kelebihan
pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya melakukan proses
verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untulk:

1} memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan.
2) memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.
d. Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:
1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan
yang sudah disampaikan.
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e. Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil
verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLE sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

f. Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus
didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
[SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLE)
atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain
pajak daerah dan retribusi daerah.

g Penggpuna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLE atau
dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak
daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat permohonan
pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pajak
daerah /retribusi daerah kepada BUD.

h. Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan
pajak daerah (retribusi daerah dari PA, BUD menerbitkan Surat
Perintah Pembayaran (SP2) untuk pengembalian kelebihan
penerimaan pajak daerah /retribusi daerah.

i. Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Tahap Penerbitan SKLB
1) Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan atas

penerimaan pendapatan daerah.

2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi
ataun  permohonan  pengembalian  kelebihan  penerimaan
pendapatan daerah.

3) Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan SKLB.

4) PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.

b. Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan
pendapatan daerah
Bagian 1 - Penyesuaian Pendapatan
Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan
Penerimaan Daerah:

1) vang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama
maupun tahun sebelumnya

2) wang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama

Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD melakukan koreksi pada

rekening penerimaan yang bersangkutan.
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Bagian 2 - Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan pengajuan SKLE, Bendahara Pengeluaran

SKPD/SKPKD akan memproses pengajuan LS pengembalian atas

kelebihan pendapatan daerah dan membebankannya pada rekening

belanja tidak terduga.
c. Tahap Penyesuaian Pencatatan

1) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama,
Bendahara Penerimaan SKPD melakukan penyesuaian pencatatan
terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
dimaksud melalui koreksi kesalahan pencatatan penerimaan
daerah.

2) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada sebelumnya,
Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan penyesuaian
pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah dimaksud yang dibebankan pada BTT.

L. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA
1. Ketentuan Umum

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening

Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana

merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja

daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan

yvang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang

ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan

dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 141, Pasal 130, dan Pasal 151 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pelaksanaan belanja diatur sebagai

berikut:

a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
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ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

c. Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk pengeluaran
keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bendahara Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran pembantu
melaksanakan pembayaran setelah:

1) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan
oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
dokumen pembayaran; dan

3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

e. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib
menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan
tidak dipenuhi.

f. Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran Pembantu
bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.

g. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai
wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit
SKPD.

b. Dalam  proses  belanja  menggunakan  UP, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan
pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia
barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu
kepada PPTK.

c. Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa
atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih
dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota
Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK.
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d. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non
tunai melalui  pemindahbukuan dari  rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTE.

e. Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran
belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud
kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
melalui transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu. Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi
pembayaran belanja, Bendahara Pengeluaran /Bendahara
Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK
melalui transfer ke rekening PPTK.

f. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan
uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran /Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar
1) Pengajuan Uang Panjar

a) PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan
rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD.

b) PPTK menyiapkan NPD.

c¢) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk
mendapatkan persetujuan.

d) PAJKPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikannya kepada Bendahara
Pengeluaran {Bendahara Pengeluaran Pembanti.

€] Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PAJKPA,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non
tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran {Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening
PPTK.

2) Pelaksanaan Belanja

a) Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan
belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya.
Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk
mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat
keabsahan belanja secara materiil.
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b) Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atau
pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK menyusun
rekapitulasi belanja yang menggunakan uang panjar
dilampiri dengan bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya
diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi
dan sebagai bahan pertanggungjawaban belanja.

c) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat
kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan,
Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan
pembayaran  tersebut secara non tunai melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke
rekening PPTK.

d) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat
kelebihan uang panjar, PPTK melakukan pengembalian
kelebihan wuwang panjar secara non tunai melalui
pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening Bendahara
Pengeluaran.

b. Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar

1) PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan
yang dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan
pihak penyedia barang/jasa.

2) Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk
mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan
belanja secara materiil.

3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan
NPD.

4) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan
persetujuan.

5) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

6) Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja
disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  untuk
diverifikasi.

7) Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang
sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
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melakukan proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai

8) Pembayaran Secara non tunai dilakukan melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening
pihak penyedia barang/jasa.

c. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran

1) Bendahara pengeluaranf/bendahara pengeluaran pembantu
melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran.

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan.

c] Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk
bukti/pernyataan atas pencatatan/pendaftaran BMD.

d] Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum
dalam bukti transaksi.

2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses wverifikasi,
Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK untuk melakukan
perbaikan atau penyempurnaan.

3) Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan
LPJ Penggunaan UP.

3. Dokumen Terkait
Iustrasi dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja antara
lain sebagai berikut:
Nota Pencairan Dana
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M. PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
1. Ketentuan Umum

Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP)

merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang

ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan
besaran UP yang dilakukan oleh BUD.

Beberapa ketentuan umum terkait penetapan besaran UP untuk setiap

SKPD adalah sebagai berikut:

a. Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak
menggunakan mekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan
besaran UP didahului dengan melakukan perhitungan besaran
anggaran belanja yang akan menggunakan LS.

b. Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari
keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai berikout:

Alternatif 1: Membagi total belanja UP dengan frekuensi pengajuan LPJ UP

a. Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang merupakan
penjumlahan antara besaran LS dari belanja operasi, belanja modal,
belanja tak terduga, dan belanja transfer.

b. Menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan menggunakan
UP, dengan cara melakukan pengurangan total belanja berdasarkan
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DPA SKPD dengan jumlah besaran belanja LS yang sudah dihitung.

c. Melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara melakukan LPJ
UP dalam setahun berdasarkan justifikasi dan/atau pengalaman
tahun-tahun sebelumnya.

d. Menentukan besaran UP dengan mumus:

Rencana pembayaran belanja menggunakaen uang persediaan

Beszsaran UP=
Proyeksi frekuensi penga fuan LP] UP dalam setahun

Alternatif 2: Batas maksimal nilai UP ditentukan berdasarkan pagu
anggaran SKPD
a. Menetapkan batas maksimal nilai UP berdasarkan pagu anggaran
yang dimiliki SKPD sebagaimana digambarkan dalam contoh di
bawah ini (angka hanya sebagai ilustrasi):
1) maksimal Rp.50.000.000 untuk Pagu DPA SKPD sampai dengan
Ep.500.000.000.
2) maksimal Rp.75.000.000 untuk Pagu DPA SKPD diatas
Ep.500.000.000 sampai dengan Rp.1.000.000.000.
3) maksimal Rp.100.000.000 untuk Pagu DPA SKPD diatas
Ep.1.000.,000,.000,

N. PROSES PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN
1. Ketentuan Umum

Pelimpahan Uang Persediaan [untuk selanjutnya disingkat Pelimpahan
UPF) adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk
Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk
memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya
yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun
TU. Proses pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentuan yang
mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya berwenang
untuk mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan
SPP-TU.

Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah sebagai
berilout:

a. Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD

dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA).
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b. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit
SKPD, yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan
dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

c. Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat
keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara
Pengeluaran.

d. Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan
besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
serta waktu pelaksanaan kegiatan.

e. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada
buku-buku terkait.

f. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas
penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.

g. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir
ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai
dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan
secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:

a. Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP
berdasarkan usulan dari Bendahara Pengeluaran.

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan
pelimpahan UP kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna
Anggaran.

c. Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut pada buku-buku
terkait.
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Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan permintaan
pelimpahan UP berikutnya kepada Bendahara Pengeluaran sebesar
pelimpahan UP yang terpakai disertai bukti-bukti transaksi.

0. PERMINTAAN PEMBAYARAN
1. Ketentuan Umum

Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal

pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait sekaligus

sebagai proses pembebanan rekening Belanja. Proses permintaan
pembayaran memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan pasal 142 sampai dengan pasal 146 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019, permintaan pembayaran diatur sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK
SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD.

b. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran
SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu
melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD.

c. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran
anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran
pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain
yang dipersamakan dengan SPD.

d. SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas SPP UP,
SPP GU, SPP TU, dan SPP LS. Sedangkan SPP yang dapat diajukan
oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu terdiri atas SPP TU dan SPP
LS.

e. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. Pengajuan SPP
UP diajukan dengan melampirkan keputusan Kepala Daerah tentang
besaran UP.

f. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. Pengajuan SPP
GU dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan
UP.
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g. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.

h. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat
mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP
UP/GU.

i. Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari
PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam
hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU
disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengajuan SPP TU dilampiri
dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

j. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk:

1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 [satu) bulan; dan/atan
2) Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah
ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.

k. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:

1) gaji dan tunjangan;

2) kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan

3) kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

l. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang
dan jasa dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada KPA.

m. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang
dan jasa oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya
tagihan dari pihak ketiga melalui PPTE.

n. Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD
diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
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. Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP, yang ditetapkan

satu kali dalam satu tahun pada awal tahun anggaran, berdasarkan

pertimbangan:

1} ketersediaan kas di RKUD;

2) rencana pembayaran belanja dengan mengpunakan mekanisme
L5;

3) besaran anggaran SKPD.

Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Kepala Daerah tentang

besaran UP dan disertai dengan pernyataan pengguna anggaran

bahwa nwuang persediaan akan digunakan sesuai dengan

peruntukannya.

. Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang telah

diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak melebihi besaran

UP. Pengajuan SPP-GU terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-GU;

2) Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan
sub rincian objek; dan

3) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP.

Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau pihak

terkait lainnya vyang telah diverifikasi oleh bendahara

pengeluaran /bendahara  pengeluaran  pembantu.  Pengajuan

permintaan pembayaran TU ini didokumentasikan dalam SPP TU

yang terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-TU;

2) Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan sub
rincian obyek.

Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari

RKUD ke rekening pihak ketiga. Meskipun demikian, pembayaran

gaji dan tunjangan dikategorikan sebagai belanja LS dengan

pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung dari RKUD ke

penerima (tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran/

bendahara pengeluaran pembantu).

SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran

antara lain:

1} hibah berupa uang;

2) bantuan sosial berupa uang;
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3) bantuan keuangan;

4) subsidi;

5) bagi hasil;

6) belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan
yvang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya;

7) pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan
rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.

h. Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan
sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pengajuan Permintaan
Pembayaran LS ini didokumentasikan dalam SPP-LS yang terdiri
atas:

1) Ringkasan SPP-LS;

2) Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan
sub rincian objek.

i. Pihak ketiga berkewajiban wuntuk menyampaikan kode e-hbilling
untuk pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik kepada
PPTK.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP
1) Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan

besaran UP yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Daerah;

2) Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran
UP tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

b. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU
1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.

2] Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui
PPK-SKFD dilampiri Surat Pengesahan Laporan
Pertanggungjawaban UP.

3] Besaran SPP-GU adalah sebesar uUpP yang
dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran.

4) BPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit
50% (lima puluh persen) atau batasan tertentu sesuai dengan
kebijakan daerah masing-masing.

5) Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP yang
disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran menyiapkan:
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a) LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi
yvang lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan terkait.

b) Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam
SPP-GU.

c. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU
1} Pengajuan Permintaan Belanja TU:

a) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan
didanai TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-
SKPD, untuk memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut
memenuhi persyaratan pengajuan permintaan belanja TU,
yaitu:

(1) Kegiatan yang bersifat mendesak;
2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.

b) PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU
sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU yang
didokumentasikan dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU.
PPTK kemudian menyampaikan Daftar Rincian Rencana
Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan
persetujuan.

c] Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar
Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD.

d) PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian
Belanja TU dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan
permintaan belanja TU yang ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah.

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran TU
a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menerima Daftar Rincian Rencana Belanja TU sebagai dasar
pengajuan permintaan pembayaran TU.
b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
meneliti rencana belanja TU dengan langkah sebagai berikut:
(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan;

(3) Meneliti perhitungan pengajuan TU danj/atau dokumen

yang mendasarinya;
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c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan permintaan TU yang didokumentasikan dalam
SPP-TU;

d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan persetujuan permintaan pembayaran TU
tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.

d. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS
1) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan

a) PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan
sebagai dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji
dan Tunjangan.

b) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:

(1) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh
pejabat sesuai kewenangan;

(2) Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai
yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
meliputi:

{a) gaji induk;

(b) gaji susulan;

(c) kekurangan gaji;

(d) gaji terusan;

(e) SK CPNS;

() SK PNS;

{(2) SK kenaikan pangkat;

(h) SK jabatan;

(i) kenaikan gaji berkala;

(i) surat pernyataan pelantikan;

(k) surat pernyataan melaksanakan tugas;

(1) daftar keluarga (KP4);

(m) fotokopi surat nikah;

(n) fotokopi akte kelahiran;

(o) surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP)
gaj;

(p) surat keterangan masih sekolah /kuliah;

(q) surat pindah; dan

(r) surat kematian;

www.peraturan.go.id



-269- 2020, No.1781

Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan
peruntukannya.

c) Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan
dokumen pendukung, Bendahara Pengeluaran memverifikasi
rencana belanja gaji dan tunjangan dengan langkah antara
lain:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
gaji dan tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi
sisa anggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan
telah disediakan;

(3) Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji.

d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran
menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan
Tunjangan yang didokumentasikan dalam SPP-LS Gaji dan
Tunjangan. Pengajuan tersebut disampaikan kepada PA
melalui PPK-SKPD.

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan
Jasa
a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengacu
kepada berita acara dan dokumen pengadaan. Dokumen
pengadaan yang dimaksud antara lain:
(1) dokumen kontrak;
(2) berita acara pemeriksaan;
(3) berita acara kemajuan pekerjaan;
(4) berita acara penyelesaian pekerjaan;
(5) berita acara serah terima barang dan jasa;
(6) berita acara pembayaran;
(7) surat jaminan bank;
(8) surat referensi/keterangan bank;
(9) jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank
RKUD;

(10) surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/rekanan
untuk menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai
dengan berakhir masa kontrak;
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(11) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-
kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari penerusan pinjaman /hibah luar negeri.

Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan dengan

kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang

dan jasa yang dilakukan.

b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
memverifikasi rencana belanja pengadaan barang dan jasa
dengan langkah antara lain:

(1) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang akan
diajukan telah disediakan;

(2) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan
tidak melebihi sisa anggaran;

(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas
tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST),
dan dokumen pengadaan barang dan jasa.

c) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan
pengajuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang
dan Jasa yang didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan
Barang dan Jasa.

d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS
Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kepada PA/KPA melalui
PPK-SKPD /PPK-unit SKPD.

3) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga

Lainnya

a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan
mengacu kepada Keputusan Kepala Daerah dan dokumen
pendukung lainnya.

b) Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung
berdasarkan keputusan kepala daerah dan/atau dokumen
pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara
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pengeluaran.

¢) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
memverifikasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan langkah antara lain:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan
diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

12) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
akan diajukan telah disediakan;

(3) Meneliti kelengkapan dan  wvaliditas perhitungan
berdasarkan keputusan Kepala Daerah dan/atau
dokumen pendukung lainnya.

d] Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan
Permintaan LS |kepada Pihak Ketiga lainnya yang
didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga
lainnya.

€] Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak
ketiga lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-
SKPD/PPK-Unit SKFPD.

3. Dokumen Terkait

Mustrasi dokumen permintaan pembayaran antara lain sebagai berikut:

a. SPP-UP
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN
(sPp-UP)
No............. Tanggal:. ...

SKPD g e T

Bendahara

e s

MIP L A—

NPWP s ity

Bank LI p——

Momor Rekening e e

Bendahara pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengeuna Anggaran untuk
Uang Persediaan {UP) sebesar:

Rp

{terbilong. J

sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Daerah No........ Tanggal........ tentang Besaran Uang
Persediaan (UP)

Bendahara Pengeluaran

: (B2

NIP: ..........

b. Ringkasan SPP-GU
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN

(SPP-GU)
| L— = Tanggal............

SKPD ey
Bendahara

Pengeluaran

NIP N

'
NPWP -

Nomor Rekening e L

Bendahara pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran untuk
Ganti Uang Persediaan |GU) sebesar:

Hpil-lil-lil-lil-ﬂl-ﬂl-lliI-Iﬂ-lil (e CIECTEETT]

(terbilang... . .J
VERIFIKASI ANGGARAN DAN 5PD
NoDPA Jumlah Anggaran | Terdapat Sisa Anggaran | Dana telah disediakan
Bendahara Pengeluaran
¥
7
Nama
NIP: ...
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c. Rincian SPP-GU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN

(sPP-GU)

SKPD ——

RINCIAN SPP GU
PER SUB RINCIAN OBIEK

Urusan T Mao. DPA L
mm Urusan | — SEsa M_Eurm iy
Program g

Kegiatan Mo, D e
Sub Kegiatan LIR—— Sk PO untuk DPA M| oo

Jumlah Jumlah
Kode Rekening Mama Rekening Sisa Anggaman
Anggaran Pengajuan |
Be ndahara Pengeluaran
Nama
NIF: ...
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(SPP-TU)
No.......... %
SKPD $ S ks s
Bendahara
Pengeluaran/ ——
Bendahara
NIP P
NPWP Y —
Bank Y gy
Nomor Rekening e msmens

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan  permintzan
pembayaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Tambah Uang

Rp
(terbilang

NoDPA

VERIFIKASI ANGGARAN DAN SPD

Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu

Nama
N
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e. Rincian SPP-TU

~ PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....
- SURATPERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN

T F— L1 H—
SKPD PP
RINCIAN SPP TU
PER'SUB RINCIAN OBJEK
Urusan RS No. DPA H—
BidangUrusan ;..o Sisa Anggaran A—
Program Ty
Kegiatan oiias No. 9D e
SubKegiatan s Si52 PDUNUK PR v

BendaharaPengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu
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f. Ringkasan SPP-LS Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LS GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS GAJI DAN TUNJANGAN)
| [ —— Tanggal:...........
SKPD Bnsany =
Bendahara Pengeluaran : .......c..-
NIF S
NPWP Bl s

Bendahara pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran untuk
Gaji dan Tunjangan sebesar:

Ao

(terbilong - ]

Pembayaran dilakukan secara non tunai melalui transfer kepada rekening penerima, dengan
rincian sebagai berikut:

Pembayaran Rekening | Jumlah
Gajl & Tunjzngan (net) Rekening Penerima (Terdampir
Potongan | Transitoris)

VERIFIKASI ANGGARAN DAN 5PD
No DPA Jumlah Anggaran Terdapat Sisa Anggaran | Dana telah disediakan

Bendahara Pengeluaran
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g. Rincian SPP-LS Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LS GAJI DAN TUNJANGAN
' ISFF-IS GAJIDAN TUNJANGAN)
| Tanggalic.c e
SKPD SR
RINCIAN SPP LS GAJI DAN TUNJANGAN
PER SUBRINCIAN OBJEK
Urusan S No. DPA LA
BidangUmuisan ;..o Sa Anggarin SRS
o T NN
Kegiatan b No.SPD e
LTI CE v R — LAERSVTTITITH LY T——
Jumlah Jumlah
Kode Nama Sisa g
Rekening Rekening Aggaran

Bendahara Pengeluaran

Nama
NIP: s
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h. Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LS PENGADAAN BARANG DAN JASA

(SPP-LS PENGADAAN BARANG DAN JASA)
| [+ — 11| —

SKPD —— -
Bendahara

Pengeluaran/ AR
Bendahara Pengeluaran

NIP B A e

NPWP [T i

Bendahara Penpeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permintaan pembayaran
kepada Pengguna Anpgaran/Kussa Pengguna Anggaran untuk Pengadaan Barang dan Jasa sebesar:

(UL S— — —

Pembayoran dilakukon secara non tungl melalul tronsfer kepoda rekening penedma, dengan
rincign sebagai berikut:

Pembayaran Rekening Jumiah
kepada Penyedia Barang/lasa [net) Rekening Penerima
Potongan (Transitors)

VERIFIKASI ANGGARAN DAN 5PD
Mo DPA Jumiah Anggaran Terdapat Sisa Anggaran | Dana telah disediskan
Bendahara Pengeluaran/Bendaham
Pengeluaran Pembantu
Nama
NIP:....... -
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i. Rincian SPP-LS Barang dan Jasa

 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......

. SURATPERMINTARN PEMBAYARAN LS PENGADAAN BARANG DAN JASA

EIERIN [AF
-

' (sPP-LSPENGADAAN BARANG DAN JASA)

L1 F—
SKPD  J T
RINCIAN SPP LANGSUNG BARANG DAN JASA
PER SUBRINCIAN OBJEK
Urusan TS No. DPA A
BidangUrusan ;..o Sisa Anggaran R
Program J—
Kegiatan T INo. 0 O
SubKegiatan ;... Sisa PO untuk DPA N e
Kode Rekening Nama Rekening % SsaAnggaan |
Anggaran Pengajuan

Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu

Nama
- | —
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j. Ringkasan SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya

- PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......
- SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA LAINNYA

(SPP-LS PIHAK KETIGA LAINNYA)
[\ H— Tanggal:....e..
SKPD § i
Bendahara Pengeluaran : .......c.e..
NIP R
NPWP USSP,

Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran untuk
Pembayaran Pihak Ketiga Lainnya sebesar:

™
(terbilang

~——

Pembayaran dilakukan secara non tunoi melalui transfer kepada rekening penerima, dengan
rincian sebagai berikut:
Kepada Pihak Ketiga Lainnya (net) Rekening Penerima (terlampir
Potongan (Transitoris)

[ — —

VERIFIKASI ANGGARAN DAN SPD

Bendahara Pengeluaran

%

Nama
NP

www.peraturan.go.id



2020, No.1781 280

k. Rincian SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya

| PEMERNTAHFROVNS| ABLPATEN/OTA ..
|1 SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA LAINNYA

oo
AN

PEMERINTAH
,'@fﬁ%«‘gﬁ" (SPP-LS PIHAK KETIGA LAINNYA)

j No......... Tanggal..e

SKPD ey
RINCIAN SPP LANGSUNG PIHAK KETIGA LAINNYA
PER SUB RINCIAN OBJEK

Urusan B—— No. DPA e
BidangUrusan ;..o |Sise Anggaran i
Program J—
Kegiatan RPN No. 9D TN
SubKegiatal & s Sisa PO untuk DPANE .
Kode Rekering | NamaRekening | SsaAnggarn |

BendaharaPengeluaran

Nana
| AR
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P. PERINTAH MEMBAYAR
1. Ketentuan Umum

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah
dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan
proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai
pengakuan belanja tersebut. Proses perintah membayar memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan pasal 147 dan 148 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019, perintah membayar diatur sebagai berikut:

a. Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan permintaan UP
kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.

b. Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan penggantian UP
yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-
GU.

c. Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan permintaan
TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.

d. Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, PPK-SKPD/PPK
Unit SKPD melakukan verifikasi atas:

1) kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih

2) kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan
dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa

3) ketersediaan dana yang bersangkutan

e. Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan pembayaran
atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.

f. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak
menerbitkan SPM-LS.

g. PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil verifikasi
tidak memenuhi syarat, paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak
diterimanya SPP.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
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b. Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada
Kuasa BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh
PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi
kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran

c. Jenis SPM terdiri atas:

1) SPM-UP

2) SPM-GU

3) SPM-TU

4) SPM-LS Gaji dan Tunjangan

5) SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa

6) SPM-LS Pihak ketiga lainnya

d. PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS
dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

e. PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun
anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

f. Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan
dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani SPM berdasarkan Surat Tugas PA/KPA.

g. Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat yang
diberi wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

h. PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM,
melakukan pencatatan pada register SPM.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Perintah Membayar UP

1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara
meneliti kesesuaian besaran UP dengan SK Kepala Daerah.

2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD
menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang
didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani
oleh Pengguna Anggaran.

3) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2
(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah,
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan
dilengkapi:
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a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
b} Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD.
b. Perintah Membayar GU

1) PPK-SKPD melakukan verifikasi atazs SPP-GU dan LPJ
Penggunaan UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima
dari Bendahara Pengeluaran dengan langkah berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

c| Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi
dan dokumen perpajakan terkait.

d) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU,
LPJ Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan
dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling
lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-GU.

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK
SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang
didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani
oleh Pengguna Anggaran.

4] Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU
paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan
lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa
BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung .Jawab Mutlak PA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri
checklist kelengkapan dokumen.
c. Perintah Membayar TU

1) Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai
dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD /PPK-Unit
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;
b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
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terkait telah disediakan;

c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan
permintaan Perintah Membayar TU.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta
perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1
(satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah
Membayar TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU
untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama
2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan
dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

d. Perintah Membayar LS

1) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi
dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD /PPK-Unit
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

c} Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis
pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di
sistem.

d) Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.

€) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan
dokumen pendukungnya.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta
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perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1
(satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar
LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk
ditandatangani oleh PA/KPA

4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2
(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan
dilengkapi:
a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang

dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

5) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP

yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada

2020, No.1781

Kuasa BUD.
3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen perintah membayar antara lain sebagai berikut:

3.1 SPM-UP

. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
" SURAT PERMINTAAN MEMBAYAR UANG PERSEDIAAN

. (spm-up)

No. SPM RS
Tanggal ¥ i i »

Pengguna Anggaran mengajukan permintaan membayar kepada Kuasa BUD untuk Uang
Persediaan (UP), berdasarkan pengajuan SPP UP No.....Tanggal ......dari Bendahara

Rp
(terbilang )
Lompiran:
SPP UP No/Tanggal : ......cemnin
Pengguna Anggaran
Nama
NP e
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3.2 5PM-GU
FPEMERINTAH FR‘D’U’INEIIMIUP&TEN}'KUI’A .......
WERINT SURAT PERMINTAAN MEMBAYAR GAMNTI LAMNG PERSEDIAAMN
VERLA (sPMI-GLU)
SKPD L
Mo, 5Ph [ ——
Tanggal | IT—

Pengguna Angaran menga|ukan permintaan memba-,l.'-lr kepada Kuasa BLD untuk Ganti Uang
Persediaan | GU], berdasarkan pengajuan SPP GLU No.....Tanggal ......darl Bendahara
Pengeluaran sebesar:

Rp ass
[LLS g LI T T R—

Lampiran:

SPP GU Mo/Tanggal : .cveveeeeens
Pengguna Anggaran

B

MNama
[ —

3.3 SPM-TU
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TomTel PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
S S SURAT PERMINTAAN MEMBAYAR TAMBAH UANG PERSEDIAAR

LS (sPM-TU)

SKPD SR -
Mo, 5SPM . —
Tanggal R -

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan membayar
kepada Kuasa BUD untuk Tambah Uang Persediaan (TU), berdasarkan pengajuan 5PP TU
Mo.....Tanggal ......dari Bendahara Pengsluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hp. -
(terbilandg. J
Lompiran:
SPPTU MofTanggal e
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna
Anggaran
B
Mama
[ | [ C-——

3.4 SPM-LS Gaji dan Tunjangan
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
SURAT PERMINTAAN MEMBAYAR LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN|

(SPM-LS GAJI DAN TUNJANGAN)

Pengguna Anggaran mengajukan permintaan membayar kepada Kuasa BUD untuk Gaji dan
Tunjangan, berdasarkan pengajuan SPP LS Gaji dan Tunjangan No....Tanggal ....darl
Bendahara Pengeluaran sebesar:

Rp
(terbilang

N

Secara non tunai melalui pemindahbukuan:
Pembayaran Jumiah

Kepada Rekening Penerima (Terlampir)

Kepada Rekening Terkait Untuk Potongan (Transitoris)

Lompiran:
SPP LS Gaji dan Tunjangan No/Tanggal : ...

Pengguna Anggaran

i

Nama
| —
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3.5 5PM-LS Barang dan Jasa

2020, No.1781

SKPD
Na. SPM
Tanggal

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan membayar kepada
Kuasa BUD untuk Pengadaan Barang dan Jasa, berdasarkan pengajuan SPP LS Pengadaan Barang
dan JasaNo..... Tanggal ... dar Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......

SURAT PERMINTAAN MEMBAYAR LS PENGADAAN BARANG DANM JASA

(SPM-LS PENGADAAN BARANG DAN JASA)

Secard non tunal melalul perind ahb ukua h:

PEMBAY ARAN JUMLAH
Kepada Rekening Pihak KEli!a
Kepada Rekenlng Terkalt Untuk Potongan [Transitors)
Pihak Ketige e ————
Bank e
Cabang O —
Nomor Rekening i
Aras Name e
NPWP AR——
Lempiran:
5PP LS Pengadaan Barang dan Jasa NofTanggal | o
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna
Anggaran
TamBuse
1. PPTK F ¥
2. Pangguna &nggaran® =
*pka yang mengajuia nadalak EPa m
] CHP—
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3.6 SPM-LS Pihak Ketiga Lainnya

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
SURAT PERMINTAAN MEMBAYAR LS PIHAK KETIGA LAINNYA

(SPM-LS PIHAK KETIGA LAINMNYA)

SKPD
No. SPM

Tanggal .................

Pemgguna Anggaran mengajukan permintaan membayar kepada Kuwasa BUD untuk Pihak
Ketiga Lainnya berdasarkan pengajuan SPP LS Pihak Ketiga Lainnya No... Tanggal _...dari
Bendahara Pengeluaran sebeszar:

[terbilang _j

Secara non tunal melalul pemindohbukuan:
PEMBAYARAN JumLaH

Kepada Rekening Pihak Ketiga

Kepada Rekening Terkait Untuk Potongan (Transitoris)

Pihok Ketiga i il
Bank .

Cobang

Nomor Rekening H

Alas Nama | ——
NPWP SrEoELELT s
Lamgpiran:

SPP LS Pihak Ketiga Lainnya Mo/Tanggal

Pengguna Anggaran

MNama
NIF: ....co.e
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Q. PERINTAH PENCAIRAN DANA
1. Ketentuan Umum

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan

sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari

PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank

operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan

tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan

SPP yang diajukan. Proses perintah pencairan dana memuat

informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang

dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut:

a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari
PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.

b. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

c. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

1) meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa
Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang
tercantum dalam perintah pembayaran;

3) menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan

4) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran
Daerah.

d. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;

dan/atau
2) pengeluaran tersebut melampaui pagu.

e. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak
diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya
SPM.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan memuat
informasi tentang:

1) Baki Rekening yang akan dicairkan
2) Jumlah total dana RKUD yang dicairkan
3) Tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut yang terinci
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menjadi:

ja) pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga penyedia
barang/jasa

(b} potongan yang bersifat transitoris, diperlakukan sesuai
ketentuan pada lampiran V.C

b. Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD
dengan Bank, harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan dalam
Perintah Pencairan Dana tersampaikan antara kedua belah pihak
dengan tetap memperhatikan keamanan digital pada sistem masing-
masing.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat
Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD
melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran;

2] Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

3) Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi
persyaratan pengajuan SPM;

4) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang
tercantum dalam perintah pembayaran.

b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/ atau
KPA apabila:

1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
PA/KPA;

2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD /PPK Unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan

3) belanja tersebut melebihi sizsa anggaran dan/atau dana tidak
tersedia.

c. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian danjfatau ketidaklengkapan
dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan
dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak
diterimanya SPM.

d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD
menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didekumentasikan
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dalam SP2D.

3. Dokumen Terkait

Nustrasi dokumen perintah pencairan dana antara lain sebagai
berikut:
3.1 SP2D-UP
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- PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA UANG PERSEDIAAN

(SP2p-up)

Kuasa BUD meminta Bank ... mencairkan dana dari Rekening ... untuk Pembayaran Uang
Persediaan, berdasarkan pengajuan SPM UP No...Tanggal ....dari Pengguna Anggaran
SKPD......cc.. , sebesar:

Rp
{terbilang. TSR PEVn J

Ke Rekening Bank:

Nomor Rekening  : ...oeonunene
Bank By
Atas Nama —

Lampiran;
SPP UP No/Tanggal : ...ouemuemsen
SPM UP No/Tanggal: .omeuemssssen

Tembusan: Kuasa Bendahara Umum Daerah
1 Akuntansi BFKAD
1 Pengguna Anggaran
3. Bank vang ditunjuk
Nama
[ e —

3.2 SP2D-GU
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No. 5P2D
Tanggal

Kuasa BUD meminta Bank ..... mencairkan dana dari Rekening ... untuk Pembayaran Ganti
Uang Persediaan, berdasarkan pengajuan SPM GU No.....Tanggal ......dari Pengguna Anggaran

SKPD....ccoere , sebesar:

-
(terbilang

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA. ......
PEMERINTAH SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA GANTI UANG PERSEDIAAN

(sP2D-GU)

Ke Rekening Bank:
Nomor Rekening : ... %
Bank P
Atas Nama

Lompiran:
SPP GU NO/Tanggal : ....omemeseen
SPM GU NO/TaNZEA © vvussverens

Tembusan:

1. Akuntansi BPKAD

1 Pengguna Anggaran
3. Bank yang ditunjuk

Kuasa Bendahara Umum Daerah
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3.3 SP2D-TU

.. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA. ......
I’BIMAH SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAMBAH UANG PERSEDIAAN

. (sP2D-Tu)

No. SP2D J——
Tanggal S ety

Kuasa BUD meminta Bank ... mencairkan dana dari Rekening ... untuk Pembayaran
Tambah Uang Persediaan, berdasarkan pengajuan SPM TU No.....Tanggal ......dari Pengguna

Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD.......... , sebesar:

Rp

(terbilang )
Ke Rekening Bank:

Nomor Rekening  : .......oweee

Bank TGS

Atas Nama B i sssion

Lampiran:
SPP TU No/Tanggal § v..vweummeen
SPM TU NO/Tanggal: vuuvvessssen

Tembuson: Kuasa Bendahara Umum Daerah
1. Akuntansi BPKAD

2. Pengguns Anggaran/Kuzsa Pengguna Anggaran
3. Bank yang ditunjuk
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3.4 SP2D-LS Gaji dan Tunjangan

Kuasa BUD meminta Bank ..... mencairkan danz dan Rekening ...... untuk Pembayaran Gaji dan
Tunjangan, berdasarkan pengajuan SPM LS Gaji dan Tunjangan No.....Tanggal ......dari Penggun:

- PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN

(SP2D-LS GAJI DAN TUNJANGAN)

Anggaran SKPD............., sebesar:
Rp
(terbilang )
Secara non tunai melalui pemindahbukuan:
Kepada Rekening Penerima (Terlampir)
Kepada Rekening Terkait Untuk Potongan (Transitoris)
Lampiran:
SPP LS Gaji dan Tunjangan No/Tanggal : ...
SPM LS Gaji dan Tunjangan No/Tanggal : ...
Tembuson: Kuasa Bendahara Umum Daerah
1. Akuntansi BPKAD
2. Pengguna Anggaran
3. Bank yang ditunjuk
Nama
NP o
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3.55P2D-LS Barang dan Jasa

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA LS PENGADAAN BARANG DAN JASA

(SP2D-LS PENGADAAN BARANG DAN JASA)

Kuasa BUD meminta Bank ... mencairkan dana dari Rekening ...... urtuk Pembayaran Pengadaan
Barang dan Jasa berdasarkan pengajuan SPM LS Pengadaan Barang dan Jasa No.....Tanggal ......dan

Pengpuna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD............., sebesar:
Rp
LT . )

Secara non tunal melalui pemindahbukuan:
PEMBAYARAN JUMLAH

Kepads Rekening Pihak Ketiga

Kepada Rekening Terkait Untuk Potongan (Transitoris)

Fihok Ketign
Bank

Cabang :
Nomor Rekening ¢ .ooeececeae
Alas Namua ——
NPWP - PROP P

Lempiran:
SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa No/Tanggal § e,
SPM LS Pengadaan Barang dan Jasa No/Tanggs | oo

Temibusan: Kuasa Bendahara Urnum Daerah
1. Akuntansi BFEAD
2. Pengguna Anggaran/Kuasa Peangguna Anggaran Eﬁ
3. Bank yang ditunjuk
4, Fihak Ketiga Nama
NP ...
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3.65P2D-LS Pihak Ketiga Lainnya

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANMA LS PIHAK KETIGA LAINNYA

(SP2D-LS PIHAK KETIGA LAINNYA)

No. 5P2D - ——
Tanggal e

Kuasa BUD meminta Bank ... mencairkan dana dari Rekening ... untuk Pembayaran Pihak

ketiga Lainnya berdasarkan pengajuan SPM LS Pihak Ketiga Lainnya No....Tanggal ...... dari
Pengguna Anggaran SKPD............., sebesar:

R e e

{terbilang. S '

Secara nen tunai melalui pemindohbukuan:

PEMBAYARAN JumMLAH

Kepada Rekening Pihak Ketiga

Kepada Rekening Terkait Untuk Potongan [Transitoris)

Pihak Ketigao e
Bank z

Cabang
Nomor Rekening @ o

Lampiran:
SPP LS Pihak Ketiga Lainnya No/Tanggal
SPM LS Pihak Ketiga Lainnya Mo/Tanggal

Tembuson Kuasa Bendahara Umum Daerah
1 Akuntangi BRIKAD

1 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ?ﬁ

3 Arsip Kuasa BUD -

4 Bank yang ditunjuk Mama

S Phak ketiga HNIF. .........
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E. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
1. Ketentuan Umum
Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan pengendalian atas
pelaksanaan belanja yang menjadi kewenangannya.
Pemnbukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menggunakan buku-buku sebagai berikut:
a. Buku Kas Umum
b. Buku Pembantu Bank
c. Buku Pembantu Kas Tunai
d. Buku Pembantu Pajak
e. Buku Pembantu Panjar
f. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja
Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain:
a. Bukti transaksi yang sah dan lengkap
b. SPP UP/GU/TU/LS
c. SPM UP/GU/TU/LS
d. SP2D
e. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) Penerimaan Uang Persediaan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
membukukan penerimaan UP/GUJ/TU berdasarkan SP2D-
UP/SP2D-GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada
Buku Kas Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas
Pembantu Bank di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang
tertera pada SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU.
2) Pelimpahan Uang Persediaan
Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran
Pembantu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada Buku
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5)

o)
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Pembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP
yvang dilimpahkan.
Pergeseran Uang Persediaan
Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di
bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi
pengeluaran dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di sisi
pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi
penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang digeser.
Pembayaran belanja oleh Bendahara
Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan
bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK secara tunai/non
tunai, dilakukan pembukuan dengan mencatat pada BKU di sisi
pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu
Bank di sisi pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian Objek
Belanja pada kolom UP/GU/TU sejumlah nilai belanja bruto.
Pemberian Uang Panjar
Berdasarkan MNota Pencairan Dana PAJKPA, serta bukti
pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran Pembantu  mencatat
pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan kepada PPTK
di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Bank pada
sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di sisi pengeluaran.
Pertanggungjawaban Uang Panjar
Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK atas
penggunaan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu mencatat di BKU pada sisi pengeluaran
dan di buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi
pengeluaran.
a) Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dari
PPTK
Pembantu mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku

, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan sebesar yang
dikembalikan.

b) Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar
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kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya mencatat di
Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada
sisi pengeluaran sebesar yang dibayarkan.
7) Belanja melalui LS
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS
dengan melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan
sisi pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada
Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja
L3 sebesar jumlah belanja bruto.
8] Pemungutan dan Penyetoran Pajak
a) Pada saat pemugutan/pemotongan pajak, Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat
pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak
di =isi penerimaan.
b) Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat
pada BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di
sisi pengeluaran.

b. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan
ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran
Pembantu dengan PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan Kas.

3. Dokumen Terkait
Iustrasi dokumen pembukuan bendahara pengeluaran antara lain
sebagai berikut:

3.1 Register SPP-SPM-SP2D
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|
PEMERINTAK PROVINSI/KABURATEN/KOTA .....
l..:.' m...........
TAHUN ANGGARAN..........
REGETER SPR/SPM/SPID
L2 p—
Lh i W SN P10
Jumizh | Keterangan
Tgl | Momer | Tgl | Momer | Tgl | Nomor
gandahar Penedmaan/
Bendahara Penerimazs

i
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3.2 BEKU

. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..
SKPD-.ccoe.c

TAHUM ANGEARAMN oo
BUKL KAS LUMLUM
Periode: oo
Mo. | Tanggal MNo. Bukti Uraian Penerimaan | Pengelwaran Saldo

Saldo Kas di Bendahaa Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

IR S T e b s R
terdini dari:
a. Tunai D e ettt
b. Bank I e s
Disetujul oleh, Dislapkan oleh,
Pengguna Anggaran Kuasa Bendabara Pengeluaran/
Pengguna Angg aran Bendahara Penge luaran
! |
B A
2] (o]
HNama Nama
[ R—— NIP: e
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3.3 Buku Pembantu Bank

PEMERINTAH PROVINS/KABUPATEN /KO TA .

SKPL..........
TAHUN ANGGARAN.. ...
BUKLI PEMBANTU BANK
Periode: u ummm wmm
Disetujui oleh, Disiaphan ol eh,
Pengguna Anggamn,’ Bendahara Penge|sarang
Kuigsa Pengpuna Anpgsaran Bendahara Pengeluaran
2 R
=] =]
Mama Marria
[ J— [ | TR,

3.4 Buku Pembantu Kas

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... 5
L v ——
TAHUN ANGGARAM.......... -
BUKLU PEMBANTL KAS TUNAI
Perloder oo
Mo. | Tanggal |Mo.Bukti Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo
D setujul oleh, Disiapkan oleh,
Pengpuna Anggaran/ Bendahara Pengelisaran/
Kuasa Pengguna Be ndaha ra Peng eluaren
E1XE] 2
Ex
Hama. Hama
[ | e— | —
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3.5 Buku Pembantu Pajak
DGO PEMERINTAH PROVINSI/HABUPATEN /KOTA ...
PERERINTAH  [f], 1] - N
DA ERAH TAHUN ANGGARAN..........
BUKL PEMBANTU PAJAK
- 1 ———
Disetujul abeh, Distapkan aleh,
Pengguna Anggaran Band sharm Penge luarany
Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran
=) 3
=]
MNama Marma
[ [ —_— [ [ —
3.6 Buku Pembantu Panjar
OG0 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ...
PEMERINTAH  [ELU{ . -
] TAHUN ANGGARAN.......cm
BUKU PEMBANTU PANJAR
Pedode: ccaus s
msetujul oleh, Disiapican oleh,
Perggurs Anpraren) Kuass Beendakars Pengelusran) Bendshara
Pengguns Anggarsn Pengeiuaran Pembanty
S 5
=] (=]
Hama Hama
T H— [T —
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3.7 Buku Pembantu per Sub Rincian Objek

OGO PEMERIN TAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
... SKPD......
DAERAH TAHUN ANGGARAN............
Kode Rekening e .
Nama Rekening 2 s s tin ke -
Jumlah Anggaran (DPA) 2 RP evesssors -
Tumlah Anggaran (DPPA) ] | ————
BUKU PEMBANTU SUB RINCAN OBYEK BELAN A
Perode | wuua i
Neo. | Tanggal | No. BKU Uralan Belanja LS | Belanja TU Belanja Saldo
UP/GU
Disetujui oleh, Disiaphan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Pergeluaran/
Xuasa Penggune Dendahars Pengeluaran
2 ;
"
=]
Noma Nama
NP s NEPY e

S. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
PENGELUARAN
1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyampaikan

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Penyusunan dan penyampaian LPJ

Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

laporan  pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu diatur sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas
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pengelolaan uang vyang menjadi tanggung jawabnya dengan
menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

c. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan LPJ
pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan
pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

d. Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran /[Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional
dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan
pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.

e. Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat
tanggal 31 Desember.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban
atas pengelolaan yang terdapat dalam kewenangannya.

b. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi:

1} LPJ Penggunaan UP

a) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada
setiap pengajuan GU.

b} LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c) LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan
SPP-GU.

d) Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara
khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus
sebagai laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi.
Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa dana UP
ke RKUD.

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU

a] Pertanggungjawaban  penggunaan ‘TU  dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
setelah TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan
untuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada
waktu yang ditentukan sejak TU diterima.
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b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada
PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU
yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA.

3) Pertanggungjawaban Administratif

a) Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh
Bendahara Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

b) Pertanggungjawaban  administratif berupa LPJ yang
menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu
anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang
dilampiri:

(1) BKU;
(2) Laporan penutupan kas (BKU); dan
(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

c) Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif
disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib
melampirkan bukti setoran sisa UP.

4) Pertanggungjawaban Fungsional

a) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

b) Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan
konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu,
dilampiri:

(1) Laporan penutupan kas; dan
(2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat
persetujuan PA.

d) Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
fungsional disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan
Januari dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pertanggungjawaban Penggunaan UP
1) Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan
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LPJ penggunaan UP.

2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan
kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran
pengajuan SPP GU dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan
sah.

b. Pertanggungjawaban Penggunaan TU

1) Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah
TU yang dikelolanya telah habis digunakan untuk mendanai suatu
sub kegiatan dan/atau telah sampai pada waktu yang ditentukan
sejak TU diterima.

2) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU
kepada PA#&RA melalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti-bukti
belanja yang lengkap dan sah.

3) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU
sebelum ditandatangani oleh PA dengan langkah-langkah sebagai
berikut:

a. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan.

b. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran.

c. Meneliti keabsahan bukti belanja.

c. Pertanggungjawaban Administratif

1) Penyusunan LPJ

a. Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

b. Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara
serta melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara
Pembantu. LPJ Bendahara memberikan gambaran jumlah
anggaran, realisasi, dan sisa pagu anggaran secara kumulatif
dan/atau per kegiatan yang dilampiri:

(1) BKU;
(2) Laporan Penutupan Kas;
(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

2) Penyampaian LPJ Administratif
a. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara kepada

PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
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berikutnya.

b. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif
dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja yang
terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait

(2) Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam
buku atau laporan terkait

(3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap
proses belanja dan pengeluaran kas

2) Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan
ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD
meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara
Pengeluaran.

3) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka
PPK SKPD akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan LPJ
Bendahara secara administratif kepada Pengguna Anggaran.

4) Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang sudah
diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.

d. Pertanggungjawaban Fungsional

1) Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran menyampaikan
pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD
untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2) PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan
menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk
persetujuan.

e. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:
1) Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP

a. Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara
Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan UP.

b. Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan
kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP
yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c. LPJ-limpahan UP  disampaikan kepada  Bendahara
Pengeluaran sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara
Pengeluaran.

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU
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a. Pertangpungjawaban penggunasn TU  dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU  yang
dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai
suatu sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang
ditentukan sejak TU diterima.

b. Pertangpungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada
KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU yang
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

. PK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan wverifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA.

3) LPJ

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ kepada
Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya, dilampiri:

(1) BKU; dan
(2) Laporan penutupan kas.

b. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
sebelum ditandatangani KPA untuk mendapatkan
persetujuan.

3. Dokumen Terkait
llustrasi dokumen penyampaian laporan pertanggungjawaban
bendahara pengeluaran antara lain sebagai berikut:
3.1 LPJ-UFP
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Tahun Anggaran......

2020, No.1781

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

Periodes..

Besaran UP berdasarkan SK KDH:

Uang Persediaan (UP) Awal Periode ! wueecsens I
Penggunan Uang Persediaan (UP)  : wemsseres
Uang Persediaan (UP) Akhir PEriode : vu.niuies

Urusan  —
Bidang Urisan  : eceeseessnsme
Program s Eas
Kegiatan S e
Sub Kegiatan :

Rekening Uraian
e Anggaran | Periodeini | Belanja | Anggaran |
Urusan [
Bidang Urusan & uecseimssensne
Program ERTre -
Kegiatan S -
Sub Kegiatan .

Uraian

Kode Rekening A Periode ini elani |
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......
SKPD........
Tahun Anggaran........

Periode...........
Program -
5ub Kegiatan LT
Tanggal SPDTU  oecens
Kode Rekening Uraian Jumiah

TOTAL

Tambahan Uang Persedioan (TU)

Sisa Tambahan Uang Persediaan (TU)

Menyetujui, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
i
A
& i
Nama Nama
NIP. ........ NIP: .........

www.peraturan.go.id



2020, No.1781

-317-
Laporan Penutupan Kas
LOGD PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
ARG SKPD........
D Tahun Anggaran.........

LAPORAM PEMUTUPAN KAS
Bulan:.....

Kepada Yth,

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota..............
[ [ Tahun....... mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas
Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD............... adalah
sejumiah Rp....coomeees dengan perincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

Al Saldo awal bulan tanggal Rp.

A2 lumlah Penerimaan Rp.

A3 lumalah Pengeluaran Rp.

A4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir bulan tanggal.........terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
Rp.wiirinicn. d@n saldo di bank sebesarRp...

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

A.l5aldo awal bulan tanggal Rp.

A2 lumlah Penerimaan Rp.

A3 lumalah Pengeluaran Rp.

A4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir bulan tanggal........ . terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
Rp...coceoeee..dan saldo di bank sebesarRp ...

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1 5aldo Kas Tunai Rp.
C.2 Saldo Bank Rp.
C.3 Saldo Total Rp.
Bendahara Pengeluaran
B
HNama
NIP: .....cceee
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3.4 SPJ Administratif

Tahun Anggaran......

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ ADMINISTRATIF|
Bulane.....

SPIISGaji | SPIlSBarasgdaniamsa| SPIUP/GU/TU | JumiahSP)
Kose Jumiah , ——1 (LS+UP/GU/T | Sisa Pagu
Uraiza | sd 4 | -

_ i B-: e U} 54 Bulan | Anggaran

| Laly ini_|

Ege
X
=g

JUMAN
Pznerimaan
5920
- Potongan Pajak
3. PPN
b.PPh 21
¢.PPA 2
d.PPh 23
- Lain-iain
|umiah Penerimaan
Pergeluzan |
-SP) (LS+UP/GU/TU)
- Peryetoran Pajak
3. PPN
b.PPh 2
¢.PPh 22
d.PPh 23
- lain-lain
lumiah Pengeluaran
Saldo Kas

Menyetujui, Disiaptan oleh,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengelsaran
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3.5 SPJ Fungsional
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Menyetujui,

Diziapkan gleh,

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluasan
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T. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN SUB KEGIATAN YANG MELAMPAUI

TAHUN ANGGARAN
1. Ketentuan Umum

Pelaksanaan dan Penatausahaan Sub Kegiatan yang Melampaui Tahun

Anggaran adalah pelaksanaan pekerjaan yang belum selezai sampai

No.1781
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dengan tahun anggaran berakhir yang disebabkan keadaan yang di

Inar kendali Pemerintah Daerah dan penyedia barang jasa atau kondisi

kahar (force majeure] sesuai peraturan perundang-undangan,

penyelesaian pekerjaan dan pembayarannya dilakukan pada tahun
anggaran berikutnya.

Ketentuan umum terkait pelaksanaan dan penatausahaan sub kegiatan

yang melampaui tahun anggaran sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pekerjaan yang belum selesai sampai dengan tahun
anggaran berakhir dan proses penyelesaiannya melampaui tahun
anggaran berkenaan akibat perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan, penyelesaian
pembayarannya dilakukan pada tahun anggaran berikutnya sesuai
kode rekening berkenaan.

b. Penyelesaian pembayaran dilakukan mendahului  penetapan
Peraturan Daerah Perubahan APBD.

c. Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan penyelesaian pembayaran
diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan mengacu kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang dan jasa.

d. Dalam hal terdapat pelaksanaan pekerjaan yang belum selesai
sampai dengan tahun anggaran berakhir yang disebabkan keadaan
yang di luar kendali Pemerintah Daerah dan penyedia barang jasa
atau kondisi kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-
undangan, penyelesaian pekerjaan dan pembayarannya dilakukan
pada tahun anggaran berikutnya.

e. Penyelesaian pekerjaan dan pembayaran didasarkan pada DPA-SKPD
yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD
|DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.

f. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan
yang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, dimasukkan di
dalam perubahan APBD tahun anggaran berkenaan pada anggaran
belanja SKPD berkenaan.

g. DPAL-SKPD yang telah disahkan dapat dijadikan dasar pelaksanaan
penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

h. Pekerjaan wyang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL-SKPD
memenuhi kriteria:

1) Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun
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anggaran berkenaan; dan
2] Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena
kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun
karena akibat keadaan kahar (force majour).
2. Petunjuk Pelaksanaan

a. Kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan
penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk
memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena
kelalaian penyedia barang/jasa dan/fatau pengguna barang dan jasa
sehingga dapat dimasukan dalam pengajuan rancangan DPAL.

b. Apabila ditemukan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan
terjadi karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna
barang dan jasa, maka kegiatan tersebut dianggarkan kembali pada
tahun berikutnya.

c. Kepala SKPD menyusun rancangan DPAL-SKPD kemudian
menyampaikan kepada PPKD untuk mendapatkan persetujuan dan
pengesahan, dengan melampirkan laporan akhir realizasi
pelaksanaan sub kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan
kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun
anggaran berjalan.

d. PPKD melakukan proses verifikasi untuk mengecek kesesuaian dan
kelengkapan pengajuan dokumen terhadap anggaran yang diajukan
dalam rancangan DPAL-SKPD melalui langkah-langkah sebagai
berikut:

1) Meneliti sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD danj/atan
belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;

2) Meneliti sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2Dy;
dan

3) Meneliti SP2D yang belum dicairkan.

e. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dan/atan ketidaklengkapan,
maka PPKD akan mengembalikan rancangan DPAL-SKPD kepada
Kepala SKPD untuk dilakukan perbaikan dan fatau penyempurnaan.

f. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, PPKD akan
mengesahkan rancangan DPAL-SKPD menjadi DPAL-SKPD dan
menyerahkan kembali kepada SKPD untuk dijadikan dasar
penyelesaian pekerjaan dan pelaksanaan pembayaran.

g. Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak
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(multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan
Daerah.

h. Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan penyelesaian pembayaran
diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan mengacu kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang dan jasa

3. Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen pelaksanaan dan penatausahaan sub kegiatan
yang melampaui tahun anggaran antara lain sebagai berikut:

3.1 LPJ-UP
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0G0 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
PEMERINTAH SKPD.....une
DAERAH Tahun Anggaran........

Besaran UP berdasarkan SK KDH:
Uang Persediaan (UP) Awal Periode
Penggunan Uang Persediaan (UP|
Uang Persediaan (UP) Akhir Periode

Urusan
Bidane Urusan
Prosram
Kegiatan
Sub Kegiatan
Belanja
. Jumlah 5 Alcumulas: Sisa
Ui
Kode Rekening TRan Anggaran Pe::de Belanja | Anggaran
Urusan
Bidang Urusan
Program
Kesmatan
Sub Kegiatan
Belanja
) avie Jumlah Alumulas: | Sisa
U
Kode Rekening T Anggaran P‘;‘;de Belanjn | Anggaran
Bendahara Pengeluaran
Nama
NIF: .
3.2 LPJ-TU
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1060 PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOQTA .......

PEMERINTAH |  SKPD......
DAERAH Tahun Anggaran........

Perinde:..........
Program R
Sub Kegiatan eeeerenes
Tanggal SPDTU  fovvvvvnn
Kode Rekening Uraian Jumlah
I0TAL
Tambahan Uang Persediaan (TU)
Sisa Tambahan Uang Persediaan (TU)
Menyetujus, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
Nama Nama
NIP: ......... NIP: e

3.3 Laporan Penutupan Kas
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PEMERINTAH | SKPD........
DAERAH Tahun Anggaran.........

Bulan:..........
Kepada Yth
Di Tempat
Dengan memperhatikan Peraturan
Gubemur/Bupati/Walikota.................. IO o mmaa s
Tahun............ mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran

A. Kasz di Bendahara Pengeluaran
A.1 Saldo awal bulan tanggal Rp.
A.2 Jumlah Penerimaan Rp.
A.3 Jumalah Pengeluaran Rp.

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu
A.1 Saldo awal bulan tanggal Rp.
A.2 Jumlah Penerimaan Rp.
A.3 Jumalah Pengeluaran Rp.

Saldo Akhir bulan tanggal.............. terdiri dari saldo di kas tunaa
sebesar Rp. ...l dan saldo di bank sebesar
C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran
C.1 Saldo Kas Tunai Rp.
C.2 Saldo Bank Rp.
C.3 Saldo Total Rp.
Bendahara Pengeluaran

3.4 SPJ Administratif
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— PEMERINTAH PROVINS]/KABUPATEN/EOTA ...

PEMERINTAH SEPD........
Dageab Tahum Anggaran.........

LAPORAN PERTANGGURGIAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
[3FJ ADMINISTRATIR

] ] Tz

s | lsrﬂ”‘”‘“ SRIVRIGUTY | gy

R‘:«:d? Ursien IIla.-rl.m!.]-al': > Bulan =4 | =4 Bulan ed | zd Bulan zd L3-+UP{G i.j.npm
ering PO Bl || Bulan | Bulan || Bulan |Blan [ (Bl U0 |

JUMLAR
Panerimasn
3P0
« Pobomgan Frgac
a PPN
b, FFh 2L
¢. PPh 22
d. FFh 23
Jumlah Penerimann
Pengeluaran |
-5PJ [L3+UP/GU/TU
- Penyetoran Bagaic
5 PPN
b, BFR 21
c. PPh 22
d. FPh 23
Jumlah Penzzhuaran
Salds Kas

Mempenyui, Drninplenn oleh,
Pempnma Angmran Bandahara Panpeluarsn

Hama Hams

|| - IR

3.5 PJ Fungs=ional
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prem FEMERINTAH FROVINS[/KABUPATEN/KOTA .......

FEMERINTAH | SEFD.....
LutRad Tahum Anpesran ........

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
[SBJ FUNGSIONAL|

SPJ 13 Gai Q.EJLSBamr.gm SBJ URJGU/TU
Kade Juml Jasa SpJ Siea Pug
Fekeni | Uratan zd sd | sd |5 sd | =d =d |[L3-UB/G|,

as MMTMMTMEMTMWTUSAAIW

Lalu mi | Lal imi | Laly i | Buler imi

JUMLAH
Pemerimasn
P20

o PPN

b. FFh 21

¢. PPh 22

d. PR 23
Perpeliaran |
-3PJ [LS+UPRSEUITY)
- Peryetoran Pajak

L FFN

b FFPh 21

¢ FPh 22

d. PP 23
Jumlsl Perpeliaran
3aldo Kas

Menpetugai, Disiagkan oleh,
Pengmyma Anpesren Bendahara Pengsluaran

Hams

U. BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT
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1. Ketentuan Umum

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan
dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang
bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus
menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan
jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun
anggaran yang berkenaan.

Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

beberapa ketentuan umum terkait pelaksanaan anggaran untuk belanja

yang bersifat wajib dan mengikat adalah:

a. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersama dalam waktu 60 [enam puluh) hari sejak disampaikan
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah
kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD
tahun anggaran sebelumnya.

b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD sebagaimana
dimaksud di atas diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat
dan belanja yang bersifat wajib.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat
sebelum DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya
tanpa menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan peraturan kepala
daerah tentang belanja wajib dan mengikat.

b. Tidak tertutup kemungkinan jika periode SPD untuk masing-masing
SKPD dalam satu daerah berbeda-beda. Misalnya Dinas Pendidikan
Kabupaten A, SPD diberikan tiap bulan karena kebutuhan dana yang
sangat besar sedangkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten A
penerbitan SPD diberikan per triwulan.

c. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD,
atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan

mengikat dapat dibagi menjadi 2 [dua) yaitu:

a. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD

b. Dalam hal dokumen belum siap.
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V. SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK

Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan dan

dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang

pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Mengacu pada pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan terkait sub kegiatan yang

bersifat tahun jamak sebagai berikut:

a. Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak
(multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah
(rancangan Permen).

b. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan
bersama antara Kepala Daerah dan DPRD (PP 12).

c. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD ditandatangani
bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

d. Peraturan Daerah (Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan
DPRD) tahun jamak sekurang-kurangnya memuat:

1) nama sub kegiatan;

2) jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;

3) jumlah anggaran; dan

4) alokasi anggaran per tahun.

e. Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi:

f. Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang secara
teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang
memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau

g. Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus
tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman
benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan
obat di rumah sakit, layanan pembangunan sampah dan pengadaan
jasa cleaning service.

h. Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa jabatan
Kepala Daerah.

i. Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Kepala Daerah
berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun jamak
dimaksud dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran.
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W. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMEBIAYAAN

Berdasarkan PP 12 tahun 2019, pasal 154 sampai dengan 156 pengaturan

Pelaksanaan dan Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah

sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan
Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

b. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui
Rekening Kas Umum Daerah.

c. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan
pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut

d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya dipunakan dalam
tahun anggaran berjalan untuk:

1) menutupi defisit anggaran;

2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah wyang belum tersedia
anggarannys;

3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang
melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;

4] melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya
kebijakan Pemerintah;

6) mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya;
dan/atau

7] mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan
dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran
berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir
penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan

e. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas
Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana
Cadangan sesuai peruntukannya.

f. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas
Umum Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana
Cadangan yang bersanglkutan mencukupi.

g. Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagn Dana Cadangan yang
akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan
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sesual dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
pembentukan Dana Cadangan.

h. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas
Umum Daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh
Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan
melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPF) pada sisi pengeluaran.

b. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat
pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di
Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan,
sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan
dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran

c. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas pemindahbukuan
dari rekening Dana Cadangan ke RKUD menggunakan Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (BKPF).

d. Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
melalui RKUD.

e. Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas Penerimaan
Kembali Pemberian Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD
untuk pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas
atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi
penerimaan.

f. Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atan menerima manfaat yang bernilai
uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali, yang bersumber dari:

1) pemerintah pusat;

2) pemerintah daerah lain;

3) lembaga keuangan bank;

4) lembaga keuangan bukan bank; dan
3) masyarakat.
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g. Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari pemerintah

pusat dilaksanakan melalui:

1) pembayaran langsung;

2) rekening khusus;

3) pemindahbukuan ke RKUD;
4) letter of credit; dan

5) pembiayaan pendahuluan.

h. Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan Buku
Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa
BUD pada sisi penerimaan.

i. Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Kepala
Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

j. SBistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

k. Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

X. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Berdasarkan Pasal 134, 137, dan 158 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, pengaturan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran

Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan
Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

b. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui
Rekening Kas Umum Daerah.

c. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan
pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut

d. Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan

e. Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah

ke rekening Dana Cadangan.
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f. Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas
persetujuan PPKD

g. Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD
berkewajiban untuk:

1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
kepala SKPKD;

2) menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang
tercantum dalam perintah pembayaran;

3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan

4) menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas
pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan
melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

b. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat
pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di
Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan,
sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan
dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

c. Melunasi kewajiban bunga dan pokok hutang untuk penyediaan
anggaran pembayaran bunga dan pokok hutang serta menghindari
denda dan/atau sanksi sesuai dengan perjanjian pinjaman.

d. Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening
tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan
Kepala Daerah dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka
pendek lainnya yang beresiko rendah.

e. Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaaatan Dana
Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana
Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.

f. Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan
Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai
indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.
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g. Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub
kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah
ditetapkan.

h. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan wusaha milik
negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan
peraturan daerah tentang penyertaan modal.

i. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk
investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak
kepemilikan.

j- Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah
merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan
hukum lainnya yang dimiliki negara.

k. Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam bentuk uang
dilakukan ocleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara lain:

1) Peraturan Daerah tentang penyertaan modal;
2] Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.

L. Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas
penyertaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan.

m. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan mempakan hasil
bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan.

n. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

o. Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan antara lain:

1) Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan;

2) Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

3] Nota kredit atas pemindahbulkuan ke RKUD.

p. Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

g. Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD
diperkirakan surplus.
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r. Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada
perjanjian pemberian pinjaman/pemberian utang.

s. Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

t. Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh
tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu
pada perjanjian utang/obligasi daerah.

u. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan
melalui RKUD.

v. Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang jatuh
tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran.

w. Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur dalam
Peraturan Kepala Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

x. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

y. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

BAB VI
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. LAPORAN REALISASI APBD SEMESTER PERTAMA
1. Ketentuan Umum
Laporan Realisasi APBD Semester Pertama mengungkapkan laporan
kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ikhtisar
sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi serta
ketaatannya terhadap APBD selama periode Januari-Juni tahun
anggaran berkenaan.
Laporan Realisasi APBD Semester Pertama menggambarkan

perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode
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Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan serta menyajikan

unsur-unsur sebagai berikut:

g

R0

E.

f.

Pendapatan-LRA;
Belanja;

Transfer

Surplus / Defisit-LRA
Pembiayaan

Sisa lebih /kurang pembiayaan anggaran

Berdasarkan Pasal 160 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan
umum dalam laporan realisasi semester pertama APBD adalah sebagai
berikut:

a.

Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama
APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir
bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

2. Ketentuan Pelaksanaan
Bagian 1: Laporan Realisasi APBD Semester Pertama SKPD

a.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan

dari bendahara penerimaan dan laporan pertanggungjawaban

pengeluaran dari bendahara pengeluaran, PPK SKPD menyiapkan
laporan realisasi APBD semester pertama dan prognosis SKPD
dengan cara:

1) Menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran
dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dan
laporan pertanggungjawaban pengeluaran bulanan per
rekening dan jenis penerimaan belanja dari bulan Januari
s.d. Juni.

2) Jumlah realizsasi penerimaan dan pengeluaran per jenis
belanja hasil penggabungan tersebut dimasukkan ke dalam
format laporan realisasi APBD semester pertama dan
prognosis SKPD pada kolom realisasi semester pertama.

3) Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara anggaran
dan penerimaan.

4) Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah
dengan nilai rencana perubahan anggaran.
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b. PPK SKPD menyerahkan laporan realisasi APBD semester pertama
dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku PA untuk
ditandatangani.

c. Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti
ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam
penyajian data dan informasi yang tercantum pada laporan
realisasi APBD semester pertama dan prognosi SKPD yang
diserahkan oleh PPK SKPD.

d. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD selaku
PA menandatangani laporan realisasi APBD semester pertama dan
prognosis SKPD.

e. Kepala SKPD szelaku PA menyampaikan laporan realisasi APBD
semester pertama dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani
kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari setelah semester
pertama berakhir.

Bagian 2: Laporan Realisasi APBD Semester Pertama Pemerintah

Daerah

a. Berdasarkan laporan realisasi APBD semester pertama dan
prognosis yang diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA, BUD
melakukan verifikasi dengan langkah-langkah meneliti kesesuaian
laporan realisasi APBD semester pertama dan prognosis SKPD
dengan:

1) pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan
2) pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang
ada di BUD

b. Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, BUD
menggabungkan laporan realisasi APBD semester pertama dan
prognosizs SKPD menjadi laporan realisasi APBD semester pertama
dan prognosis Pemerintah Daerah paling lambat minggu kedua
bulan juli

c. Draf laporan realisasi APBD semester pertama dan prognosis
Pemerintah Daerah hasil penggabungan tersebut disampaikan
kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

d. Setelah disetujui, draf tersebut difinalkan kemudian disampaikan
kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani paling lambat
minggu ketiga bulan juli.
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e. Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi APBD semester
pertama dan prognosis Pemerintah Daerah kepada DPRD paling
lambat akhir bulan juli.

B. PRASYARAT PERUBAHAN APBD
Mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
Permendagri ini membuat ketentuan terkait perubahan APBD sebagai
berikut:
1. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan
APED.
2. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program,
antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
d. keadaan darurat; dan/atau

e. keadaan luar biasa.

C. PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS
1. EKetentuan Umum

Mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Permendagri ini membuat ketentuan terkait perubahan KUA dan

perubahan PPAS sebagai berikut:

a. Perkembangan yang tidak sesual dengan asumsi KUA dapat
berupa terjadinya:

1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan
daerah;

2) penghematan atan tidak terealisasinya alokasi belanja
daerah; dan/atau

3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

b. Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta
perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

c. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai
perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
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d. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:

1) program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan
untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan
mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun
anggaran berjalan;

2) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan
yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi
KUA tidak tercapai; dan

3) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan
yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila
melampaui asumsi KUA.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepala daerah menyusun rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD
dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA
menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran
yang terdapat dalam perubahan RKPD.

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS
menggunakan data dan informasi terkait program prioritas
beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang
bersumber dari perubahan RKPD.

b. Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.

c. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.

d. Kepala Daerah dan DPRD melakukan penyepakatan bersama
berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS.

e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan
perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang
ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan
DPRD.
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D. PERGESERAN ANGGARAN
1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019, Permendagri ini membuat ketentuan terkait

pergeseran anggaran sebagai berikut:

a. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit
organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan
antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek
danfatau sub rincian objek.

b. Pergeseran anggaran terdiri atas:

1) pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;
dan

2) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APED.

c. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
1} pergeseran antar organisasi;

2] pergeseran antar unit organisasi;
3] pergeseran antar program;

4) pergeseran antar kegiatan,

5) perpeseran antar sub kegiatan;
6) pergeseran antar kelompok;

7} pergeseran antar jenis.

d. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
yaitu:

1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini
dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.

2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama.
Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang
sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

4}  Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian
objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

e. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa
melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu.
Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut
ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD.
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f. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam
laporan realisasi anggaran.

g. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan
DPA-SKPD

h. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan
perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD
melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada
pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat
nasional atau daerah.

i. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD,
pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda
perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah
perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

j. Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan
DPA-SKPD.

k. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD
mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.

1.  Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran
diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan Pelaksanaan

a. Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran
berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan

b. Atas usulan tersebut:

1) TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang
diperlukan jika pergeseran anggaran merubah perda APBD;

2) Sekda/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan
jika pergeseran anggaran tidak merubah perda APBD.

c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan
perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran
anggaran. Perubahan DPA SKPD tersebut disetujui oleh Sekda
dan disahkan oleh PPKD.
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E. PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA

Mengacu pada Pasal 1653 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Permendagri ini membuat ketentuan terkait penggunaan SILPA tahun

sebelumnya dalam perubahan APBD sebagai berikut:

a. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus
dipunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:

1) membayar cicilan pokok utang yang melampaui anggaran yang
tersedia mendahului perubahan APBD;

2) melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;

3) mendanai kenaikan gajil dan tunjangan PNS akibat adanya
kebijakan pemerintah;

4) mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan baru dengan
kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir
penyelezaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;

5) mendanai sub kegiatan-sub kegiatan yang capaian target
kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam
DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselezaikan
sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
anggaran berjalan; dan

6) mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia
anggarannya.

b. Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan
pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam
Perubahan DPA-SKPD dan/atau RKA-SKPD.

c. Mendanai kewajiban pemerintah daerah merupakan kewajiban kepada
pihak lain yang terkait dengan:

1) pekerjaan yang telah selesai pada tabun anggaran sebelumnya;
atau

2) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap (inkrachf) dan sudah tidak ada upaya hukum
lainnya.

d. Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah ada
berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun
belum dilakukan pembayaran.

e. Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya harmis dianggarkan kembali pada akun belanja dalam
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APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan
dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.

f. Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum
lainnya hams dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD
tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening belanja berkenaan
dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.

g Tata cara penganggaran penggunaan SILPA tahun anggaran
sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Perkada
tentang penjabaran APBD tahun anggaran berikutnya untuk
selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD tahun
anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi
anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD tahun anggaran berikutnya.

F. PENDANAAN KEADAAN DARURAT
Mengacu pada Pasal 166 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
Permendagri ini membuat ketentuan terkait pendanaan keadaan darurat
sebagai berikut:
1. EKetentuan Umum
a. Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum
tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD.
b. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan

APBD atau dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan

perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam

laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan

Perkada perubahan penjabaran APBD.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai
keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk
bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk
konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2) Pimpinan perangkat daerah yang membidangi wurusan
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bencana mengeluarkan surat keterangan untuk pelaksanaan
operasi pencarian dan pertolongan;

3) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau surat
keterangan Pimpinan perangkat daerah yang membidangi
urusan bencana, kepala Kepala SKPD/Kepala Unit SKPD
yang membidangi keuangan daerah mengajukan rencana
kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.

4} berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD
mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala
SKPD /kepala Unit SKPD yang membidangi keuangan daerah,
paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya
rencana kebutuhan belanja.

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk rasionalisasi

kegiatan dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak

terduga kepada belanja SKPD yang membidangi keuangan daerah,
dengan tahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja
tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam REKA-
SKPD yang membidangi keuangan daerah;

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja
tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam
Perubahan DPA-SKPD; dan

3) REKA-SKPD danj/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam
melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD
untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang
Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Tata cara penggunasn belanja tidak terduga untuk mendanai

keperluan mendezak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari

belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang
membidangi, dengan tahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja
tidak terduga terlebih dahulun diformulasikan dalam RKA-
SKPD yang membidangi keuangan daerah;

2] dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja
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tidak terduga terlebih dahulu diformulazikan dalam
Perubahan DPA-SKPD; dan

3] RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam
melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD
untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang
Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

G. PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA

1.

Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 167 dan Pasal 168 Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019, Permendagri ini membuat ketentuan terkait

pendanaan keadaan luar biasa sebagai berikut:

a. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

b. Keadaan luar biazsa merupakan keadaan yang menyebabkan
estimasi penerimaan danjatan pengeluaran dalam APBD
mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima
puluh persen).

c. Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa
diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

d. Dalam hal keadaan Iuar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50%
(lima puluh persen) dapat dilakukan penambahan sub kegiatan
baru danjfatau peningkatan capaian sasaran kinerja program,
kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.

Ketentuan Pelaksanaan

a. Penambahan sub kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu
dalam RKA-SKPD.

b. Penjadwalan ulang dan/atau peningkatan capaian target kinerja
program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih
dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.

c. REKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar
penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.
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d. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50%
(lima puluh persen| dapat dilakukan penjadwalan ulang danfatau
pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

e. Penjadwalan ulang danfatau pengurangan capaian sasaran
kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan
terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.

f. Perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan
rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.

H. PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

1.

Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 169 sampai dengan Pasal 176 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat
ketentuan terkait penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai berikut:

a. Penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

1} Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama
bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan untuk
dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan
DFRD.

2) Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS dituangkan ke dalam nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan
perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala
daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan
paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun
anggaran berkenaan.

3) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati
kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi
perangkat daerah dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.

4] Tata cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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5) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, wakil kepala
daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani
kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan
perubahan PPAS.

6) Dalam hal kepala daerah berhalangan sementara, kepala
daerah mendelegasikan kepada wakil kepala daerah untuk
menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS kepada  DPRD, menandatangani
kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan
perubahan PPAS.

7) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah
berhalangan tetap atau sementara, pejabat pengganti kepala
daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, sedangkan
penandatanganan  kesepakatan  terhadap  rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta
penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan
nota kesepakatan perubahan PPAS dilakukan oleh pejabat
yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang,
selaku pelaksana tugas/penjabat/penjabat sementara kepala
daerah.

8) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara
dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan
DPRD menandatangani kesepakatan terhadap rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta
menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota
kesepakatan perubahan PPAS.

b. penyusunan perubahan RKA SKPD;

1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati
Kepala Daerah Bersama DPRD menjadi pedoman perangkat
daerah dalam menyusunan RKA SKPD.
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2) Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS, kepala
daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman
penyusunan perubahan RKA-SKPD sebagai acuan kepala
SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.

3) Surat edaran kepala paling sedikit memuat:

a) prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan
dan sub kegiatan yang terkait;

b) Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap
program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD;

c) batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan
Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan

d) dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA,
perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-
SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar
belanja, standar satuan harga, RKBMD dan pedoman
penyusunan APBD.

4) Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan
RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling
lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran
berjalan.

5) Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada
perangkat daerah disertai dengan:

a) program, kegiatan dan sub kegiatan baru;

b) kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah;

c) batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan
DPA-SKPD kepada PPKD; dan/atau

d) dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening
perubahan APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan
DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar harga
satuan dan RKBMD serta dokumen lain yang
dibutuhkan.

6) Penyampaian dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan
Agustus tahun anggaran berkenaan.

7) Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan
perubahan KUA dan perubahan PPAS serta pedoman
penyusunan perubahan RKA-SKPD
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B) Perubahan RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai
bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan
APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam
Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang
ditetapkan setiap tahun.

9) EKetentuan mengenai tata cara penyusunan REKA-SKPD
berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA-
SKPD pada perubahan APBD.

RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan

baru yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah

disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD
untuk diverifikasi.

Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian

antara perubahan RKA-SKPD dengan:

1) perubahan KUA dan perubahan PPAS;

2) prakiraan maju yang telah disetujui;

3) dokumen perencanaan lainnya;

4] capaian Kinerja;

5) indikator Kinerja;

6) analisis standar belanja;

7) standar harga satuan;

8] standar kebutuhan BMDy;

9) RKBMD;

10) Standar Pelayanan Minimal;

11} Program, kegiatan dan sub kegiatan antar RKA-SKPD.

Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala

SKPD melakukan penyempurnaan.

Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh aparat

pengawas internal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan

dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD yang

telah disempurnakan oleh kepala SKPD.

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD memuat lampiran

sebagai berikut:

1) ringkasan Perubahan APBED wvang diklasifikasi menurut
kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
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2) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

3) rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,
kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

4) Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda Perubahan APBD yang
disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:

a) rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program
beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub
kegiatan beserta keluaran;

b) rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

c) Rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan
SPM;

d) Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
Perubahan APBD;

e) Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

f) Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah.

5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada
Perda Perubahan APBD antara lain:

a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

b) daftar piutang daerah;

c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah
lainnya;

d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah dan aset lain-lain;

e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);

f) daftar dana cadangan;

g) daftar pinjaman daerah.

i. Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan

Perkada tentang penjabaran perubahan APBD.
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Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD memuat

lampiran sebagai berikut:

1) ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi
menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub
rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2) perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian
obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

3) rekapitulasi dan sinkronisasi perkada perubahan penjabaran
APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi
antara lain:

a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
hibah;

b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial;

c) daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

d) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil;

e)] Rincian dana otonomi khusus menurut wurusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek
dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

f) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

g) Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/
kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam
rancangan Perda tentang perubahan APBD dan
rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran

APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.
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4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada
Perkada perubahan penjabaran APBD.

k. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD disertai
penjelasan.

l.  Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar
hukum pendapatan.

m. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum,
lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau
sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub
kegiatan.

n. Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar
hukum, sumber penerimaan pembiayaan wuntuk kelompok
penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan
untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

0. Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun
oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.

p.  penyusunan perubahan DPA SKPD
1} DPA-SKPD wyang dapat diubah berupa peningkatan atau

pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan
sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

2) Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja
program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan dalam
perubahan DPA-SKPD.

3) Perubahan DPA-SKPD memuat capaian sasaran kinerja,
kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja,
dan pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun
setelah perubahan.

2. Ketentuan Pelaksanaan
Bagian I: Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
a. Kepala daerah menyusun rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan REKPD
dengan langkah sebagai berikut:
1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA
menggunakan data dan informasi terkait kebijakan
anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD;

www.peraturan.go.id



353, 2020, No.1781

2)  TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS
menggunakan data dan informasi terkait program prioritas
beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang
bersumber dari perubahan RKPD.

b. Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.

c. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS. Pembahasan
tersebut mengacu pada muatan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS.

d. Kepala Daerah dan DPRD melakukan kesepakatan bersama
berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS.

e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA
dan rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan
PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan
pimpinan DPRD.

Bagian II: penyusunan perubahan RKA SKPD;

a. Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah
disepakati bersama Kepala Daerah dan pimpinan DPRD, TAPD
menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.

b. TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-SKPD ke Kepala Daerah untuk
diotorisasi.

c. Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD
dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.

d. Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan
perubahan KUA dan perubahan PPAS serta SE KDH tentang
Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.

e. Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD kepada
PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang
perubahan APBD.

Bagian III: penyusunan perubahan perubahan APBD
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a. Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD yang akan
dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh
SKPD kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

b. PPKD melakukan verifikasi atas perubahan RKA-SKPD yang
telah disusun oleh Kepala SKPD.

c. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD
untuk melakukan penyempurnaan.

d. PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan
dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA SKPD yang
telah disempurnakan oleh kepala SKPD.

e. PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD
kepada Kepala Daerah.

Bagian IV: penyusunan perubahan DPA SKPD;

Kepala SKPD melakukan perubahan DPA SKPD mencakup perubahan

berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja

program, kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
3. Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen perubahan APBD menyajikan informasi yang
bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman
penyusunan APBD.
llustrasi dokumen perubahan APBD disajikan sebagai berikut:
Perubahan KUA
Perubahan PPAS
Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Susunan Nota Keuangan Perubahan APBD
Perubahan DPA-SKPD
Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta

S

O -V

lampiran
Rancangan Perda tentang perubahan APBD
h. Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD beserta

m

lampiran

i. Rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD
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a. Perubahan KUA

PROVINSI/KABUPATEN /KOTA.......
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH (PERUBAHAN KUA)
TAHUN ANGGARAN ...

I. PENDAHULUAN

1.1, Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)
1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA
1.3. Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA

1. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah kehijakan ekonomi daerah
2.2. Arah kehijakan keuangan daerah

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
4.1. Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan
4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja
5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan

V1. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan
6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan
VIL. STRATEGI PENCAPAIAN
Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

VIl PENUTUP
Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan
Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Perubahan Kehijakan Umum APBD
Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi

pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD
Tahun Anggaran berkenaan.

............. Tanggal,.........ceeeune
Pimpinan DPRD Gubernur/Bupati/Walikota.....
£
Nama Nama
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b. Perubahan PPAS

PROVINSI/ KABUPATEN /KOTA.......
PERUBAHAN PRIORITAS DAN FLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN ....

1. PENDAHULUAN
. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
11I. FRIORITAS BELANJA DAERAH

rv. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

V1. FENUTUP
Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (FPAS) APBD TA
... dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Rancangan Perubahan APBD TA ... Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-
kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Perubahan PPAS

............. Tanggal,......cconureina
Pimpinan DPRD Gubernur {Bupati /Walikota.....
2l 0
& 8
Nama Nama
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TABEL 2.1

TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN ...

2020, No.1781

KODE

JENIS PENDAPATAN DAERAH

SEBELUM
PERUBAHA
N

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH
{

BERKURANG

DASAR
HUKUM

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengeldaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan

Lain-Lain PAD Yang Sah

PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Antar

4.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH

4.3.01.

Pendapatan Hibah

4.3.03.

Dana Darurat

4.3.03.

Lain-Lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

TABEL 3.1

PERUBAHAN FRIORITAS DAN FLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKFD

No.

Urusan /SKPD

Plafon Anggaran

Sebelum

Perubahan Perub

Setelah

ahan

Bertambah Berkurang

Ket

2 3 4

B
[

]

Urusan/
Dinas/Badan /K
1. |antor
mengalami
perubahan

Yang

2. |Dst...
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TABEL 3.2

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Urusan

XXX

Organisasi: N-300X-200M-200LMX ...

PLAFON ANGGARAN
PROGRAM/ SEBELUM | SETELAH |BERTAMBAH
. ' SASARA | TARGE
KODE KEGIATAN/ N - PERUBAHA | PERUBAHA !
SUB KEGIATAN N N BERKURANG
[Rnf (Rpl IRpy Yo
1 2 3 B 3 ] T 8
XXX Program ...
oLk x.xx |Kegiatan ...
000K KX [Sub Kepiatan ...
XL | Sub Kegiatan ...
rxoexx.xxox |Dst ...
rxexxxxx  |Dst ...
XXX Dst ...
TABEL 3.3

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan
Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,

Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran ....

MO

URAIAN

PERUBAHAN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

SEBELUM
FERUBAHAN

SETELAH
PERUBAHAN

BERTAMBAH/
BERKURANG

(Bp]

[Rp]

[R Bl b

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

1 | [ |4 foa o] =

Belanja Modal

8. Belanja Modal Tanah

b. Belanja Modal Peralatan
dan Mesin

c. Belanja Modal Gedung
dan Bangunan

d. Belanja Modal Jalan,
JarinEan. dan IriEasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya;

f. Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud;

Belanja Tidak Terduga

Belanja Bagi Hasil

o |=

Belanja Bantuan Keuangan

TOTAL
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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan di bawah ini:
LoNABIMA:  fiiiiieceesisesstessaansssnsassaensesnossarasssanaianssen
Jabatan Gubernur/ Bupati/Wali Kota..........ccc...
ABMALKETIN 5 iiiaii cianesiniasssdauissarss Conardsareassdnnas smhsnnass
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota™..........

2 a. Nama S R L R R
Jabatan Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
At TR ¢ o i S R R A R L
b. Nama e e L b T
Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
A IR R B O 502200 viavn sanbamnahanacmsenbaassdanssassdassniavAL os
C. Nama T Mseemasisuianesuatiantiantasasantonatssntesasaaseeanvanteis
Jabatan Waldl Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
Alamat Kantor ...

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten /Kota?*)......

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum
APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon
anggaran sementara APBD TA ...

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan
umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun
Anggaran ..., perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan
daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA ....

www.peraturan.go.id



2020, No.1781 360-

Secara lengkap Perubahan Kehijakan Umum APBD TA .... disusun dalam Lampiran
yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Perubahan Pricritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran ....

Pimpinan DPRD
Provinsi/kabupaten/Kota......
Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

i i
: a

Gubernur {Bupati/ Walikota.....

Nama Nama
KETUA

B8

Nama
WAKIL KETUA

o

Nama
WAKIL KETUA

www.peraturan.go.id
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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA.......
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN /KOTA.......
NOMOR..........
TANGGAL........
TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN ....
Yang bertanda tangan di bawah ini:
LeZNBIRY (iaistsesrsnsinsassnesnsassasipsesabie s e iiies savsns iy
Jabatan Gubemur/Bumu /Wali Kota.................
Alamat’ Kantor: 5. siassisessiossaassvscasipaiabosscipoigss s
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota ™" ..........
DOBINBIRR. = D huistiaansasiiaasinssesasanianisaine saesiioies st sassaase
Jabatan Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
Alamat'Kantor 5. siissisesssisssiassiasipiaiaosscapsigss s
b. Nama .
Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
AlamAatKaNIOT 5.0 :sisasassimssssiassiassssiosipiasasssscapasinsas s
C. Nama SRR AR LR AA R A A NN RS R AL A A FAR R 635 G
Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota..............
Alamnal Kanbor: 3o iitises e e s Gy wamsossins

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota*)......

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan
Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) TA ...

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan
Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD TA ..., para pihak
sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi
rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA ..., Perubahan
Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah TA

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran
... disusun dalam Lampiran vang menjadi satu kesatuan vang tidak terpisahkan

www.peraturan.go.id
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Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ... .

Pimpinan DPRD
Provinsi/kabupaten/Kota......
Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

5

Nama Nama
KETUA

Gubernur/Bupati/Walikota.....

Nama
WAKIL KETUA

Nama
WAKIL KETUA

www.peraturan.go.id
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RINGHKASAN PERUBAHAN AFED YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
FENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ...

JI':?;:‘ n Bertambah /Berkurang
Kode Uraian
Sebelum Setelah Sebelum Setelah
Perubahan |Perubahan | Perubahan Perubahan
1 2 3 4 3 [i]
4 Pendapatan
4.1 |Pendapatan Asli Dacrah
4.1.1|Pajak Dacrah
4.1.2|Retribusi Daerah
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan
Dacrah vang dipisahkan
4.1.4|Lain-lain PAD vang sah
4.2 |Pendapatan Transfer
421 Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat
47273 Pendapatan Transfer Antar
Daerah
43 Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah
4.3.1|Pendapatan Hibah
4.3.2|Dana Darurat
Lain-lain Pendapatan Sesuai
4.3.3|dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Pendapatan
3 Belanja
5.1 |Belanja Operasi
3.1.1|Belanja pegawai
3.1.2|Belanja barang dan jasa
3.1.3|Belanja bunga
3.1.4|Belanja subsidi
3.1.5|Belanja hibah
3.1.6|Belanja bantuan sosial
5.2 |Belanja Modal
3.2.1|Belanja modal tanah
532 Belanja modal peralatan dan
mesin
5.3 Belanja modal gedung dan
bangunan
5.4 Belanja modal jalan,
jaringan, dan irigasi
_ _ _|Belanja modal aset tetap
323 .
lainnya
_ Belanja modal aset tidak
5.2.6
berwujud
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Belanja Tidak Terduga

o
L

Belanja tidak terduga

Belanja Transfer

1
—-

Belanja bagi hasil

1
o o | s
=]

Belanja bantuan keuangan

Jumlah Belanja

Surplus, (Defisit)

Pembiayaan Daerah

6.1

Penerimaan Pembiayaan

6.1.1

SilPA

6.1.2

Pencairan dana cadangan

6.1.3

Hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan

6.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

6.1.5

Penerimaan kembali
pemberian pinjaman daerah

6.1.6

Penerimaan pembiayaan
lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-
undangan

Jumlah Penerimaan
Pembiayaan

6.2

Pengeluaran Pembiayaan

6.2,

=

Pembentukan dana cadangan

6.2.2

Penyertaan modal daerah

6.2.3

Pembayaran cicilan pokok
utang yvang jatuh tempo

6.2.4

Pemberian pinjaman dacrah

6.2.3

Pengeluaran pembiayaan
lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-
undangan

Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan

Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun berkenaan
[SILPA)

cesrnsens tBNEEAL ..ol
Gubernur { Bupati / Walikota

!
A
o

Nama
NIP: .....co.cc
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EINGEASAN PERLEAHARN A

PROVIMNSEARUPATEN S KOTA"
WML LIELA IEAS MEMUKELT UELSAN PEMERIND AFLAN DA ERAR DAN CTRC AN
PAHL N ANCCA RARN

e il i L

Bert
K ! Peme rintabs e ral '
Ep I Hp
1 2 1 1 L
REAIT I
AS AR
i
) wonnss |
x 3ex
i waaaae |
L]
3
. ——— Fuama b
2 e
3 300
X Dist
MM MM
® I Dt
T
X . Dt
LR LSRR Al
YANG T HATTAN DENGAN
. X K 36
oK. KK K
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PEMBERDAYAAN FEREMPUAN DAN

. 5 PERLINDCUNGAN ANAK
2 & ¥EEERE | yinas Badang Kantar ...
K
2 8 FEEEE et
po g
2 x Disi .
2 ® WEEEE D
X KK
2 X MEEEE
AN
3 URUSAN FEMERINTAHAN PLIHAN
3 25 KELALUTAN DAN PERIKANAN
3 25 [ FEEER s Badan, Kantar ..
EN
3 5 BEEEE e,
B OKK
3 M P RIW IS4 Ta
3 .3 Mo Diinas; Badan/ Kantar ..
B
3 a6 | FEEEE Ipe
P
K] T Dist .
3 | EEEE O ne
X KK
3 7 WEEEE e
X XX
4 UNSUR PENDUKUNG U RUSAN
JEMERINTAHAN
4 1 SEKRETARIAT DAERAH
4 1 FEEEX | iretariat Dasrah
30
4 2 SEKRETARIAT DFRD
4 2 FEEEE | s e tariat DPRD
B K
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X

¥

X

X
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RINCIAN PERUBAHAN APBED MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASL PROGRAM, KEGIATAN,

PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA ........

SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMEIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ...

PENDAPATAN DAERAH

JUMLAH wmmu.:ﬂunn: DASAR
-~ E LT AN k
KODE REKENING URAIAN <oy rpv Seieian — ” HUKUM
Perubahan | Perubahan i

4000 Pendapatan
4. x.x% Pendapatan Asli Daerah
41 Pajak Daerah
4.x.xx Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekavaan Daerah Yang
4. MH.XX o

Dipizsahkan
don.mx Lain-lain PAD Yang Sah
4. Mx Pendamtan Transfer
4. %.%% Pendapatan Transfer Pemernntah Pusat
4.x.xx Pendapatan Transfer Antar Daerah
4. %X.X% Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
45 Pendapatan Hibah
4.x.xx Dana Dararat
— Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
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BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahaj: x
Bidang Urusan T X MOLEK
Organisasi IR
Unit Organisasi DX MM.MX
Program DX XXX
Indikator Hasil
Kegiatan...1) 300K
Indikator Keluaran
Sub Kepiatan ...1) KKK
Indikator Keluaran
BT LETTIEETT
JUMLAH JBerkuran .
KODE REKENING URAIAN DASAR
Se be lum Setelah [ o | o HUKUM
Perubahan | Perubahan
BN Belanja
5.3 Belanja Operasi
5,300 Belanja Pegawai
5. RKX Belanja Barang dan Jasa
S5.RKEX Belanja Bunga
S5.NKX Belanja Subsidi
SN Belanja Hibah
S.NKX Belanja Bantuan Sosial
5N Belanja Modal
SN Belanja Modal Tanah
5.NX Belanja Modal Peralatan dan Mesin
S.XXX Belanja Modal Bangunan dan Gedung

www.peraturan.go.id
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S.xxx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
S.xxx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

S.xxx Belanja Modal Aset Tidak Berwuygud

o, XX Belanja Tidak Terduga

o, XX Belanja Tidak Terduga

0K Belanja Transfer

DLEXX Belanja Bagi Hasil

S.xxx Belanja Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan ...2)

- AN

Indikator Keluaran

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

I LA TR

JBerkuran

fal

Sebelum
Perubahan

Setelah
Permubahan

(R

e

DASAR
HUKUM

S.XXX Belanja

XXX Belanja Operasi

R Belanja Pegawai

3. KKK Belanja Barang dan Jasa
o XX Belanja Bunga

S LXK Belanja Subsidi

S.xEx Belanja Hibah

S.xxx Belanja Bantuan Sosial
SN Belanja Modal

XXX Belanja Modal Tanah

O KX Belanja Modal Peralatan dan Mesin
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Sox.a Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.2 Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.x.xx% Belanja Modal Aset Tetap Lainnyva

Sox.a Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.6 Belanja Tidak Terduga

5% Belanja Tidak Terduga

S.X.XX Belanja Transfer

5.0 Belanja Bagi Hasil

2., MM Belanja Bantuan Keuangan

Kegiatan....2) S
Indikator Keluaran
Sub Kegiatan... 1) XXX

Indikator Keluaran

DT LAl Rl

JUMLAH {Berkuran .
KODE REKENING URAIAN ' o ARSER

Sebelum Setelah (Rpl a HUKUM
Perubahan | Perubahan |’

5.0 Belanja

5.4 Belanja Operasi

5.3, Belanja Pepgawai

S.X.XX Belanja Barang dan Jasa

B Belanja Bunga

5.X.XX Belanja Subsidi

5.0 Belanja Hibah

9. XX Belanja Bantuan Sosial
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S.oxoax Belanja Modal

5.X.¥X Belanja Modal Tanah

5.0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
0.X. XX Belanja Modal Banpunan dan Gedung
Sox. Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
S.ox.o Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

ER Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5. K. KX Belanja Tidak Terduga

5K Belanja Tidak Terduga

5.3 Belanja Transfer

5.%. %% Belanja Bapi Hasil

5. XK. XX Belanja Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan...2)

Indikator Keluaran

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DT I LA I

/Berkuran

Se be lum
Perubahan

Setelah
Perubahan

(Rp)

DASAR
HUKUM

5.0 Belanja

2.4 MK Belanja Operasi

DKM Belanja Pepgawai

S.ox.o Belanja Barang dan Jasa
5K MM Belanja Bunpga

5.X.XX Belanja Subsidi

2. K. MK Belanja Hibah

5K Belanja Bantuan Sosial
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S Belanja Modal

5. Belanja Modal Tanah

5.3 %X Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5. X Belanja Modal Banpunan dan Gedung
5. X Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.0 %X Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

S XX Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

9. %X Belanja Tidak Terduga

0. XX Belanja Tidak Terduga

5. MK Belanja Transfer

5. xx Belanja Bagi Hasil

S Belanja Bantuan Keuangan

......... Jtangegal.........
Gubernur/ Bupati/ Walikota

[
El

Nama

NIP: ..........
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I. PENETAPAN PERUBAHAN APED
1. Ketentuan Umum

Berdasarkan Pasal 177 dan Pasal 178 Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait penetapan perubahan APBD

adalah sebagai berikut:

a. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang
perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen
pendukung untuk dibahas dalam rangka —memperoleh
persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan
September tahun anggaran berkenaan.

b. Proses pengajuan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

c. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD setelah kepala
daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan
APBD beserta penjelazan dan dokumen pendukung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan
perubahan PPAS.

e. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD,
DPRD dapat meminta REKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam
pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah.

f. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dituangkan dalam persetujuan bersama antara kepala daerah
dan DPRD.

g. Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD
ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang
perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung
kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh

persetujuan bersama.
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b. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan
Perda tentang perubahan APBD dengan berpedoman kepada
perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

c. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani
oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD.

J. PERSETUJUAN RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD

1.

Ketentuan Umum

Berdasarkan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

ketentuan umum terkait persetujuan rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

a. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang
perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan
berakhir.

b. Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan
bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang
perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang
telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

c. Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan
setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepala Daerah dan DPRD melakukan persetujuan Bersama
berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang
perubahan APBD.

b. Kepala Daerah menetapkan Perda tentang perubahan APBD
setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

c. Jika persetujuan bersama dalam pembahasan rancangan Perda
tentang perubahan APBD tidak tercapai sampai batas waktu yang
ditentukan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah
dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan
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K. EVALUASI RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN
PERKADA PENJABARAN PERUBAHAN APBD
1. Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APED Dan Rancangan Perkada
Penjabaran Perubahan APBD Provinsi
a. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 180, Pasal 183, dan Pasal 184 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat

evaluasi Raperda provinsi tentang perubahan APBD dan Raperkada

tentang penjabaran perubahan APBD sebagai berikut:

1) Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD yang telah
disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD
disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari
terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi
tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan
oleh gubernur.

2) Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD
disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan
perubahan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan
DFRD.

3) Dalam melakukan evaluasi Menteri berkoordinasi dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

4) Ewvaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda
provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada
provinsi tentang penjabaran perubahan APBD dengan:

a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b) kepentingan umum;

c] perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS;
dan

d] RPJMD.

5) Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian program
dalam rancangan Perda tentang APBD dengan Perda tentang
RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam
menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD,
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KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan

Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS.

Pengujian kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang APBD

dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran APBD

dengan kepentingan umum dilakukan untuk menghindari hal-
hal yang bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;

b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

c) terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;

d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; dan/atau

e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras,
antar-golongan, dan gender.

f) Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Menteri.

g) Keputusan Menteri disampaikan kepada gubernur paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda
provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran perubahan APBD diterima.

h) Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda
provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan
KUA dan Perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur
menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan
Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

i) Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda
provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan
KUA dan Perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur bersama
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DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh)
hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

j)  Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
gubernur dan DPRD dan gubernur menetapkan rancangan
Perda provinsi tentang perubahan APBD menjadi Perda dan
rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD
menjadi Perkada, Menteri mengusulkan kepada menteri
yang melaksanakan wurusan pemerintahan di bidang
keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

k)] Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah
melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan
anggaran.

I) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan
pimpinan DPRD.

m) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan
Perda tentang perubahan APBD.

n) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang
paripurna berikutnya.

o) Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri
untuk perubahan APBD provinsi paling lambat 3 (tiga) hari
setelah keputusan tersebut ditetapkan.

p) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sementara dalam waktu yang bersamaan, yang
melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD
menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

q) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan
sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi
dari Menteri, kepala daerah menetapkan Perda Perubahan
APBD berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi.

r) Perda Perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat
nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri

s) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang
perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur
tentang penjabaran perubahan APBD dapat memuat
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informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen
yang dilakukan secara elektronik.

b. Ketentuan Pelaksanaan

1) Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Kepala
Daerah mengirimkan rancangan Perda provinsi tentang
perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala
Daerah dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang
Penjabaran perubahan APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada
Menteri.

2) Menteri melakukan evaluasi dengan berkoordinasi dengan
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

3) Menteri mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi
untuk disampaikan kepada gubernur paling lambat 15 (lima
belas) hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi tentang
perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran
perubahan APBD diterima.

4) Dalam hal keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi sesuai,
maka gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang
perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang
penjabaran perubahan APBD menjadi Perkada sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Dalam hal keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi tidak
sesuai, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima
dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui
badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.

b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai
hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada
sidang paripurna berikutnya.

c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil
penyempurnaan kepada Menteri paling lambat 3 (hari)
setelah ditetapkan.
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d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan Perda
tentang perubahan APBD.

e] Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh)
hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri, kepala daerah
menetapkan Perda perubahan APBD berdasarkan hasil
penyempurnaarn.

6) Perda perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor
registrasi dari Kementerian Dalam Negeri.

7) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan
DFRD, dan pubernur menetapkan rancangan Perda provinsi
tentang perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Menteri
mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan
danfatau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBD Dan Rancangan Perkada
Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota

a.

Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 181 sampai dengan Pasal 184 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat

evaluasi Raperda kabupaten/kota tentang perubahan APBED dan

Raperkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagai berikut:

1) Hancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD
yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang
penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari
sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota
tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum
ditetapkan oleh bupati/walikota.

2] Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD
dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD
disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan

www.peraturan.go.id



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

-381-

perubahan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan

DPRD.

Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda

kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan

Perkada tentang Penjabaran perubahan APBD ditembuskan

ke Menteri tanpa disertai lampiran.

Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota

tentang perubahan APBD, gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.

Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak

melaksanakan evaluasi Menteri mengambil alih pelaksanaan

evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam rangka melaksanakan evaluasi, Menteri berkoordinasi

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang keuangan.

Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan

Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan

rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD

dengan:

a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

b) kepentingan umum;

c) perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan PPAS;
dan

d) RPJMD.

Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian program

dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD dengan

Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang

digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan

yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai

konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD dengan

KUA dan PPAS.

Pengujian kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota

tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada provinsi
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tentang penjabaran perubahan APED dengan kepentingan

umum  dilakukan untuk menghindari  hal-hal yang

bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;

b} terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

c|] terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
terganggunya  kegiatan ekonomi untuk — meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; dan/atau
diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-
golongan, dan gender.

10} Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur.

11} Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan
hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang
perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran
perubahan APBD kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari
sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil
evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan
APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan
APBD.

12) Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat kepada bupati/walikota paling lambat
15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda
kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan
Perkada tentang penjabaran perubahan APBD diterima.

13] Dalam hal pubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten /kota
tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang
penjabaran perubahan APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,
kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA,
perubahan PPAS, dan RPJMD, bupatifwalikota menetapkan
rancangan tersebut menjadi Perda dan Perkada sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

14) Dalam hal pgubemur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota
tentang perubahan APED dan rancangan Perkada tentang
penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan ketentuan
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peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi,
kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA,
perubahan PPAS, dan RPJMD, bupati/walikota bersama
DPED melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari
sejak hasil evaluasi diterima.

15] Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
bupati /walilkota dan DPRD dan bupati/walilkota menetapkan
rancangan Perda kabupaten/kota tentang Perubahan APBD
menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran
Perubahan APBD menjadi Perkada, gubernur mengusulkan
kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada
menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
kenangan untuk melakukan  penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

16] Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah
melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.

17) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan
DPED.

18] Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda
tentang perubahan APBD.

19] Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna
berikutnya.

20) Keputusan pimpinan DPRD kepada gubernur untuk
perubahan APED kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari
setelah keputusan tersebut ditetapkan.

21) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara
dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas
sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani
keputusan pimpinan DPRD.

22) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan
sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari
gubernur, kepala daerah menetapkan Perda Perubahan APBD
berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi.

23) Perda Perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat

nomor registrasi dari Gubernur.
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24) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota
tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan
bupati fwalikota tentang penjabaran perubahan APBD dapat
memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

b. Ketentuan Pelaksanaan

1) Paling lambat 3 [hari) seteleh persetujuan bersama, Kepala
Daerah mengirimkan rancangan Perda kabupaten/kota
tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala
Daerah dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang
Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat

2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan
evaluasi, berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya
Menteri berkoordinasi dengan Menteri yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di = bidang
keuangan.

3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan
surat keputusan mengenai hasil rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang Penjabaran APBD.

4)  Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan
hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten /kota tentang APBD
dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi
rancangan.

3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan
keputusan mengenai hasil evaluasi kepada bupati/walikota
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan
Perda kabupaten /kota tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang Penjabaran APBD diterima.

6) Dalam hal keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat menyatakan  hasil evaluasi  sesuai, maka
bupati /walikota menetapkan rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan
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Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai,

bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi
diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD
melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan
hasil evaluasi.

b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai
hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada
sidang paripurna berikutnya.

c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai
hasil penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat paling lambat 3 (hari) setelah
ditetapkan.

d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan
Perda tentang APBD.

e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7
(tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur,
Kepala Daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan
hasil penyempurnaan.

f) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor
registrasi dari Gubernur.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh

bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota menetapkan

rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi

Perkada, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya

Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan

penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN

A. Akuntansi Pemerintah Daerah
1. Ketentuan Umum

Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem
yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dan mengakomodasi
arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan
akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan
akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk
memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran,
antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi tersebut
disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan
Kepala Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat
SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,
peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan
organisasi pemerintahan daerah. SAPD tersebut ditetapkan dalam
Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal
185 sampai dengan Pasal 188, akuntansi pemerintah daerah diatur
sebagai berikut:

a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
2) SAPD
3) Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Akuntanszi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitaz akuntansi
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dan entitas pelaporan.

c. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan
akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan
atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai
panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

2) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan,
pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau
peristiwa sesuai dengan SAP atas:

a) pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam
SAP

b) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam
SAP

d. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam
melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting
ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian
laporan keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan
sistem akuntansi SKPD.

e. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:

1) Laporan Realisasi Anggaran

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

3) Neraca

4) Laporan Operasional

5) Laporan Arus Kas

6) Laporan Perubahan Ekuitas

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi
dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan
SKPKD, sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah
Provinsi/Kabupaten /Kota.

b. Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran
data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

c. Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat praktik
spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai
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panduan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari entitas
akuntansi sampai dengan entitas pelaporan.

d. SAPD pada entitas akuntansi dilaksanakan dalam rangkaian
prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA,
belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas,
penyesuaian dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan
entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan.

e. SAPD pada entitaz pelaporan dilaksanakan dalam rangkaian
prosedur pencatatan jurnal penyesuaian konsolidasi, kertas kerja
konsolidasi, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan
Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Dalam rangka mencapai tujuan pengendalian dana, pemerintah
daerah dapat menerapkan akuntansi dana yang menggunakan
pendekatan pemisahan kelompok dana menurut tujuan
penggunaannya. Pemisahan kelompok dana tersebut membagi dana
menjadi dana umum dan dana menurut tujuan tertentu. Penerapan
akuntansi dana dilaksanakan secara bertahap yang diatur dengan
Peraturan Menteri.

g. Bagan Akun Standar (BAS) merupakan pedoman bagi pemerintah
daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan
struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam
pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada
buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada
laporan keuangan.

h. Struktur BAS yang digunakan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

1] Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa
peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan
kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah.
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Sebagai rujukan utama adalah Lampiran [ Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, khususnya:

a) PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

b) PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

c) PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas

d) PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan

e) PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

f) PSAP 12 tentang Laporan Operasional

g) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait pelaporan keuangan.

2) Berdasarkan rujukan dan referensi tersebut, Tim Penyusun
melakukan pemahaman dan analisa untuk proses penyesuaian
dan harmonisasi sesuai kondisi dan kebutuhan pelaporan
keuangan di pemerintah daerah.

3) Tim Penyusun mencantumkan hasil proses penyesuaian dan
harmonisasi tersebut ke dalam pernyataan-pernyataan pada
kebijakan akuntansi pelaporan keuangan.

. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Akun

1) Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa
peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan
kebijakan akuntansi akun. Sebagai rujukan utama adalah
Lampiran [ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya:

a) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan

b) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi

c) PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

d) PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

e) PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban

f) PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi
yang Tidak Dilanjutkan

g) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun

2) Tim Penyusun bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan
penelaahan atas rujukan atau referensi di atas untuk:

a) Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pemilihan
metode yang khusus atas pengakuan atau pengukurannya.
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b) Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pengaturan
yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan
pengukurannya.

c) Mengidentifikasi hal-hal yang belum diatur di dalam SAP
namun dibutuhkan dalam kebijakan akuntansi pemerintah
daerah

3) Dalam menyusun hal-hal yang belum diatur di dalam SAP,
perlu memperhatikan:

a) PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah
terkait.

b) Definisi serta kriteria pengakuan dan kriteria pengukuran
atas aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-
LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan
yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar
Akuntansi Pemerintahan dan PSAP.

4) Tim Penyusun mencantumkan hasil pemilihan metode,
pengaturan lebih rinci, dan pengaturan hal-hal yang belum
diatur tersebut ke dalam dokumen kebijakan akuntansi.

c. Penyusunan SAPD

1) Tim Penyusun SAPD melakukan pemahaman atas proses bisnis
pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan
keuangan daerah.

2) Berdasarkan siklus tersebut, Tim Penyusun SAPD
mengidentifikasi prosedur-prosedur akuntansi apa saja yang
harus dibuat.

3) Tim Penyusun SAPD menentukan pihak-pihak terkait pada
masing-masing prosedur akuntansi. Masing-masing pihak
memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan
output yang diinginkan

4) Tim Penyusun SAPD menentukan data atau dokumen yang
mengalir pada tiap prosedur akuntansi. Data atau dokumen
tersebut akan menjadi sumber pencatatan jurnal.

5) Tim Penyusun SAPD menentukan jurnal standar pada tiap
prosedur berdasarkan SAP dan kebijakan akuntansi terkait.

6) Tim Penyusun SAPD menyusun langkah teknis. Langkah teknis
merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang
menjelaskan  pihak-pihak yang melaksanakan  sistem

www.peraturan.go.id



391, 2020, No.1781

akuntansi, data atau dokumen apa saja yang diperlukan, dan
bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan data-data
terkait. Selain itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan
dalam bentuk penjurnalan akuntansi pada setiap bagan alur
atau transaksi yang membutuhkan pencatatan.

7) Penyusunan SAPD ini memperhatikan bahwa Proses Akuntansi
Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data, dan
penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik.

. Pelaksanaan SAPD di Entitas Aluntansi

Bagian I — Pencatatan Transaksi

1) PPK-SKPD mencatat akuntansi anggaran berdasarkan data
anggaran yang bersumber dari Peraturan Daerah tentang
APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan
DPA-SKPD.

2] PPK-SKPD mencatat akuntansi pendapatan-LRA  dan
pendapatan-LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses
pelaksanaan pendapatan.

3) PPK-SKPD mencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan
data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja.

4] PPK-SKPD mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan data
yvang dihasilkan dari proses pelaksanaan pembiayaan.

5) PPK-SKPD mencatat akuntansi aset, hutang, dan ekuitas
berdasarkan data vyang dihasilkan dari pelaksanaan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mempengarihi
aset, hutang, dan ekuitas terkait.

Bagian 2 — Klasifikasi transaksi

1) PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang
sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD
memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan
klazifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.

2) PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan
klasifikasi yang dilakukan.

Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan

integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan

keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku

Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.
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e. Pelaksanaan SAPD di Entitas Pelaporan
1) Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan mengidentifikasi jurnal
penyesuaian yang dibutuhkan, seperti jurnal eliminasi
dan/atau jurnal penyesuaian lainnya yang dibutuhkan.
2) Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan menyiapkan kertas kerja
kerja konsolidasi sebagai proses awal penyusunan Laporan
Keuangan Konsolidasi.

3. Dokumen Terkait
Mustrasi dokumen akuntansi pemerintah daerah antara lain sebagai
berikut:
a. Buku Jurnal

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
BUKL JURMNAL

SKPD

Momaor

Bukdl Kode Rekening MNama Rekening Debit Kredit

Tanggal

b. Buku Besar
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA

BUKL BESAR
SKPD
KODE REKENING
NAMA REKENING
PAGU APBD
Tanggal Uraian Ref Dehit Kredit Saldo
*) : Untuk akun-akun komponen LRA
c. Kertas Kerja Konsolidasi
MeracaSalde | MerscaSalde | MemscaSaloo | MeracaSaldo .| MeracaSalde
Kode Jurnal elimines
Rakering Mama Rekanirg SHPDA SHPOE SHPD st SKPKD Pemds
1] K D K 1] K D K ] K D K

B. PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. EKetentuan Umum
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal

189 sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan pemerintah daerah

diatur sebagai berikut:

a. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses
penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah
oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan
keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

b. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD
selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

1) laporan realisasi anggaran;

2) neraca;

3) laporan operasional;

4) laporan perubahan ekuitas; dan
5) catatan atas laporan keuangan.

c. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah
melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran
berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh
kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk
disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

e. Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:

1) Laporan Realisasi Anggaran

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3) Neraca

4) Laporan Operasional

5) Laporan Arus Kas

6) Laporan Perubahan Ekuitas

7) Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

g. Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Aparat
Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
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h. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

i. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
diselesaikan selambat-lambatnya 2 [dua) bulan setelah menerima
laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

j. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan
laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah
menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
diajukan kepada DPRD.

k. Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi
keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan
SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Kepala
Daerah melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangamn.

m. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi
keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan
keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD
dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang
menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung
jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

b. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
disusun dan disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai
bagian dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan.
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c. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
dilampiri dengan surat permnyataan BUD yang menyatakan
pengelolaan  kas yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

d. Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk bulanan berupa
Laporan Realisasi Anggaran.

e. Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk semesteran berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

f. Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi,
aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi

1) Setiap akhir periode akuntansi yang ditentukan atau
berdasarkan kebutuhan penyajian informasi, PPK-SKFD
menyusun:

a) Neraca Saldo.

b} Jurnal penyesuaian akhir periode

c| Neraca Saldo setelah penyesuaian

d) Jurnal penutupan

PPK-SKPD dapat menggunakan Kertas Kerja yang terdiri atas
kolom-kolom untuk penyajian neraca saldo, jurnal
penyesuaian akhir periode, neraca saldo setelah penyesuaian,

jurnal penutup dan laporan keuangan terkait.

2] Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, PPK-SKPD
MEenyLusun:
a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
b} Laporan Operasional (LO)
c| Neraca
d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE].
3) Berdasarkan LRA, LO, Neraca, dan LPE yang telah dibuat,

PPK-SKPD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
4] PPK-SKPD menyerahkan Laporan Keuangan yang telah
disusun kepada Pengguna Anggaran.
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5) Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Kepala SKPD
yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi
tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi
pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

6) Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan SKPD
beserta Surat Pernyataan kepada Kepala Daerah. Pada saat
yang bersamaan, Laporan Keuangan SKPD diserahkan kepada
PPKD untuk proses konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.

. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bagian 1 - Penyiapan Kertas Kerja Konsolidasi

1) Fungsi Akuntansi di Entitas Pelaporan (selanjutnya disebut
Fungsi Akuntansi) menyiapkan kertas kerja (worksheet)
dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan SKPKD sebagai alat
untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan SKPKD.

2) Fungsi Akuntansi memindahkan data pada Neraca Saldo SKPD
dan Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kerja konsolidasi.

3) Fungsi Akuntansi membuat jurnal penyesuaian konsolidasi
berupa jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris
yaitu RK PPKD dan RK SKPD. Jurnal eliminasi tersebut
merupakan catatan dalam kertas kerja konsolidasi dan tidak
mempengaruhi pencatatan di entitas akuntansi.

4) Fungsi Akuntansi mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah
(konsolidasi) berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca
Saldo SKPKD serta jurnal eliminasi.

Bagian 2 - Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

1) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Fungsi
Akuntansi menyusun:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi
b) Laporan Operasional (LO) Konsolidasi

c) Neraca Konsolidasi

d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

e) Laporan Perubahan SAL

f) Laporan Arus Kas
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2) Fungsi Akuntansi membuat Catatan atas Laporan Keuangan
sesual dengan sistematika dan penjelasan di Kebijakan
Akuntansi dan fatau Standar Akuntansi Pemerintah.

3) PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
yang telah disusun kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah.

4] Kepala Daerah membuat Surat Pernyataan Kepala Daerah
yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi
tanggung jawabnya telah diselenpgarakan berdasarkan sistem
pengendalian  intern yang memadai, standar akuntansi
pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

5) Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Dokumen Terkait
llustrasi dokumen pelaporan keuangan pemerintah daerah
antara lain sebagai berikut:
a. Neraca Saldo

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEMN/KOTA .......
MERACA SALDO per Tanggal ..........

SKPD

Jumlah
Debit Kredit

Kade Rekening MNama Rekening

b. Laporan Keuangan SKPD di Provinsi

www.peraturan.go.id
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PEMERINTAH PROVIMNSI
SKPD
LAPORAN REALISAS ANGGARAN PEMDAPATANM DAN BELAMIA DAERAH
UNTUE TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 2000

| D Ruspiah]

| Uralan Angparonm | Reolises % Realisasi
PEMDAPATAN
PERMDAFATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Dasrah®

Penda patan Retribusi Daerah

Penda patan Hasil Penge loloan Kelayasa n Daeah yang Dipisahkan

lain - lain P4 vang sah

Jumlah Pendapatan Asli Deersh
JUMLAH PENDAPATAN (7}

BELAMNLY
BELAM B OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dam lasa
Jumlah Belamja Operasi

BELAM B MODAL
Belanfa Modal Tanak
Belanja Mudal Perabstan dan Besin
Belanja Muodal Gedung dan Bangursan
Relanja Modal lalam, Iigasi, dan laringan
Relanja Mrdal fset Tetap lainmya
Belanja Modal Aset Lainnya
Jumlah Belamja Modal
JUMLAH BELAN .M

SURPLUS /DEFISIT

www.peraturan.go.id
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L R R —
SKFD
LAPORAN OPERASION AL
URTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20K1 dan 20%0
{Dalam Ruplah)
Kenaikan/
Uralan 201 2040
Penurunan
KEGIATAN OPERASION AL
PENCAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Benda patan Pajak Daerah®

el patan Retribis! Daerzh
lumiah Pendapatan Asli Daerah

JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN
BEBAN GRERAS!

Beban Pegawa
Beban Barang dan Jaa
Jumkah Beban Operasi

BEBAN PENYUSUTAN DAK AMORTESASI
Beban Pemyusutan Peralatan dan Mesin
Biebian Pemusutan Gedung dan Bangunan
ieban Pemyusutan Jakan, Irigas, dan Jaingan
iebzn Pemusutan Aset Tetap Lainra
Beban Pemyusutan Aset Lainnyz
Behzn Amorlisasi sel TakBeraujud

Jumiah Beban Penyusutan dan Amortisasi

JUMLAH BEBAN

SURPLUS{DERSITLO
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FEMERINTAH PROVIMNGL KABUPATEMN/KOTA . ecimimimimin

SKPD

MNERACA
PER 31 DESEMBER 201 dan 200

Dalam Ruplah)

Uralan

20K1 20¥0

ASET
ASET LAMCAR
Kas dan Setara Kas
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pererimaan
Piutang Pajak®
Piutang Retribusi
Piutang Lainma
Pemyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan
Jumlah Aset Lanear

ASET TETAP

Tanakh

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalany, Irigasi, dan Jaringan

fset Tet@ap Lainmya

Konstruksi dalam Penpgerjaan

Alumulasi Permusutan
Jumlah Aset Tetap

ASET LalMMYa
Tagihan langka Panjang
Tagihan Perguslan Angsuman
Tunhutan Gant Rugi
Kemitraan dengan Fihak Ketiga
Aol Tak Berwujud
Asel Lain - lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Bersajud
Aloumul asi Perypusutan Aset Lainems
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
KEwWANBARN
KEWAJNBARM JAMNGKS PEMDEK
Uiz, Perhi tungan Pibak Ketiga (PFK)
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belania
Uang Jangka Pendek Lainmya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
JUMLAH KEWAJIBARN
EELITAS
EKLITAS
Surplus/Defisit-LO
Ekuitas Untuk Dikensolidasikan
JUMLAH KE WA BAN DAaMN EKUITAS

www.peraturan.go.id
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN fKOTA coouoeersssssmsasissanins
SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

{Dalam Rupiah)
Uraian 20%1 2060

Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Dampak Kurmulatif Perubahan Kebijakan/Kesalaban Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATENSKOTA 1isimims
SKPD
CATATAM ATAS LAPORAN KEUAMGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

| PEMDAHULUAN

BAB | |Pendahuluan
11 Maksud dan tujuan penyusuanan laporan keuangan SKFD
12 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
13 Sistemnatika penulizan catatan atas laporan keuangan SKPD

BAS I (Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SXPD
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah dasrah
22 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAR Il |Panjelasan pos-pos laporan keuangan permerintah daerah

3.1 Rincian dari penjelasan dar masing-masing pos-pos pelaparan kevangan pemerintakh
daerah
3.1.1 Pendapatan - LR&A
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pendapatan - L
3.1.4 Beban
3.1.5 Aset
3.1.6 Kewajiban
3.1.7 Ekuitas Dana

3.2 Pengungkapan atas pos-pee aset dan kewajiban vang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekensiliasinga dengan
penerapan basis kas, untuk antitas akurtansifantitas pelaporan vang menggunakan
basis akrual pads pemarintah daerah

BAR IV [Panjelasan atas infarmasi-infarmas| nonkeuangan SKPD

BAE VY [Panutup

www.peraturan.go.id
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c. Laporan Keuangan SKPKD di Provinsi
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PEMERINTA H PROVINS coovcoinsimniea
SKFKD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAMN BELANLS DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHR SAMPA| DENGAN 31 DESEMBER 20041 dan 2040

| Nalann Fugpd sh
Uralam Angraran | Eealiad % Eralissi
FENDAPATAN
PENIMLPATAR ASLIIWAERAH
Fendapatan Pajak Daersh

Pendapatan Rebribusi Costrat
Fendapatan Hasil Pengelolaan tekaysan Daersh vang Dipisatkan
Lam = lan B40 yang sah

Jemih Pendapatan Adl Daersh

PENDMPATAN TRARSIER
PENDAPATAN TRANSFER PERERIN TAH PLEAT - DANA PERIFEAN GAN
Cana Bagl Hasil
Cana Alokss) Urum
Cana Mokzs| Ehusus - Fsik
Cane Mokasi Khusus - Kon Rslk
Jambish Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEREHIN TAH PLEAT - LAINRTA
Cana Insentf Daersh
Cana tonom Khusas
Cana Ketstimeasan
Cana Decs
lsmbah Pendapatan Transfer Pemerintah Pust - Llainng

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Bantian Keusrgan
Jumiah Pendapatan Transfer Antar Doerah
Total Pemdapatan Transer

LA - LARN PENDAPATAN DAERAH TARNGSAH
Fendapatan Kiaah
Pendapatan Dana Darurst
Pendapatan Lairrya
Jsmbah Lin - bin Pemdapatan Daerah yang Sah
MIMLAH PENDAPS TAN

|BELAN 1
BELANLA DPERAS
Belzra Pegawai
Beterja Barang dan lais
Belanja Bunga
Belarja Subsidi
Eielzr{a Hibah
Belarja Bantuan Ses i
Jumih Belanfa Operas

BELANL, MOl
Betarja Modal Tanah
Bielzrja Modszl Fersl atan dan Wesin
Bielarja Madsl Gedung dan Bangunan
Betarja Modal lalan, ingadi, dan laringan
Betarja Modsl Riet TElapLainnys
Brlarja Modal Aset Lainmya

Jumbh Belanja Modal

BELANLY TaK TERDUGA
Betarja Tak Terduga
Jsmbah Belanja Tak Terdisga

www.peraturan.go.id
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BELANJA TRAMSFER
3dav'a i Has| Fajak Caerat kepaca Permerintnan KabupatenKzta dan Desa
Bdana Baniuen Keyangan antas Deesdh Amdnd
B4 an'a Banhen Keuangan Deerah Provirs ke Kabupaten/Kota
3d 37’3 Santuen Kauangan Deeran Provirs’ atzd Kabuomen/Kos kepecs Dasa
3dd a'a Transfer Gana Qtonomi Khusus Prowns’ Keoada Sabupatenyioca
lumlah Belanfa Transfer
MUNLAH BELAMIA

SURFLUSYDEFEIT

FEMEA YN

FEMERIMAAK PEVIBIAYAAN
Sanggunaan LR
fapcairan Dana Cadargan
el Penuelar Keeyaan Jeeran yarg Dio'sabean
Baperirmaan Mrjran Casrsh - famarinah Pusat
Penenmaan Yrjaman Caarah - famenrah Deeran Lair
Aererirmsar Friaran Casrah - lembaga Ceuangan Bark
Saperirmaan Mrjeran Casreh - embaga deuangan Bukan Bank
Panerimaan Hrjaman Casrsh - Wasyaraat(Cbliges’ Caersh]
Pererimaan {eroal Fetberian Fnjpmer Coersh
Aereriraan Jemo’ayaan Larmya

lumlah Penerimezn Periblayaan

PEMGELLARAN PEMBIAYAAN
Serpentkan Dara Cadasgan
Panyartzen Modd Ferernimn Dassh
Perraavaran Frijmen can Pamenintan Pusas
Parnayaran Fnjarmen cai Perernnen Daerah Lan
Paroayaran Fnjamen can Lembaga feuengan Bark
Pembayaran Frjgmen can Lembaga {euengan Bukan Bank
Perrnavaran Frjmen can Wazgrsot [Cbligss’ Dameh|
Sareran Hrjaman Dassh
Pangeluaren Pert ayeer Larnmya
lumlah Pengeluzran Pambiayaan
FEMBIAYAAN NETTO

| Sisa Lebin Fembiayaan Anggaean

2020, No.1781
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PEMERINTAH PROVINSI
SKPED
LAFIRAN OFERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 dan 20ED

(Balam Fupish}
. . Kenaikan
Uraian A AKa PeEfurunan *
REGIATAN OPERASIONAL
PENDGPATAN

PENDAPATAN ASLIDAERAH
Fandapatan Fajak Dasrah
Fendapatan Retnbusi Darrah
Fendapatan Hasl | Pengelolzan Kelayaan Daerah yang Dpisakien
Lam - lain PAD yang sah
Jumiah Pendapatan adi Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PEMDAPATAN THANSFER PEMERIN TAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Crana Bagi Hasil
Dana Alakasi Umum
Diana Alokasi Khusus - Asik
Crana Alokasi Khusas - Non Asik
Jumdah Pendapatan Transher Dana Perlmbangan

PEMDAPATAN TRANSFER PEMERIN TAH PUSAT - LAINMYA
Cana Inzenbi{ Daerah
Crana Ofonarni Khusus
Ciana Eeish mewaan
Crana Desa
Jumiah Pendapatan Transer Pemerintah Pusat - Lalnnya

PEMDAPATAN TRANSFER AN TAR DUERAH
Baruan Keuangan
Juwmlah Pendapatan Trander Antar Daerah
Total Pendapatan Trander

LAIE - LAIN PENDAPATAN DAERAH TANGSAH
Fendapatan Hibah
Fendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainmys
Jwmdah Lain - Bin Pendapatan Daerah yang Sah
MIMLAH PENDAPATAN

| BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pagawal
Beban Barang dan lasa
Beban Bungs
Beban Subsid
Beban Hibsh
Beban Bantwan 5 ool
Juwmliash Beban Operasd

BEBAN PENTUSLUITAN AN ARMOR TS5
Beban Penyusutan Perslatan san Mesin
Bebian Fenyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Jalan, Ingasi, dan largan
Beban Peryusutan Asel Tetap Lainnya
Bebian Feryusatan Asel Lainngs
Beban Amartisas i Aset Tak Banwujud
lrmiah Bebian Penyusstan dan Amortisasi

BERAMN TRANSFER
Beban Bagi Has|
Betian Bantuan £ eaangan
Juwimdah Beban Transier

www.peraturan.go.id
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BEEAN TAK TERDUIZA

Betan Tak Terduga
lumlak Besien Tak Terduga
JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DERSIT DiR) DPERAS)

SLIRPLLIE/ DEFIET OAR] KEGIATAN MON DPERASICNAL
SURPLUS MOM OPERASIONAL
sumpdus FespalangParkarany Pelapasan a581 Mon Lancar
Surphs Frenad esaian Kewaj dan Jargka Parjang
Surplus dari Kesgiatan Mon Operasional Lainma
Jumlak surplus Mon Operagonsd

DEREIT MON OPERASICRLAL
[Defisit Perpualany PerbukaranPelepazan Asst bon Lancar
[Diefisit Pemgelesaizn Kevajiban lzngka Pargarg
[Ciefisit dan Kegiatan Non Operasional Lainma
lumlah Defisit Kon Operasenal
JURILAH SURFLUS/DEFISIT DARI KEGIATAM NON CPERASICMAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELLI POIS LLGR BLAS A

P& LUAR EIASA
PEMDWAPAT AN LLAR BIASA,
Perafapa tan Luar Biasa
lumlak Pendapatan Lusr Biasa

BEEAN LUAR BiR5A,
Bartar Luar Biasa
lumlak Besen Luar Biasa
POG LUAR BASA

SURPLUS/OERSIT LD

www.peraturan.go.id



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .........

-409-

SKPKD ____
MNERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 2060

2020, No.1781

[Dalam Rupiah |

Uraian

20K1 2050

ASET

ASET LAMNCAR

Kas dan Setara Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penenmaan
Kas Lainnya
Setara Kas

Investasi langka Pendek

Fiutang Pajak

Fiutang Retribusi

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pivitarg Lain-lain PAD yvang Sah

Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Antar Daerah

Fiutang Lainra

Persdsiban Fiutang

Beban Dibavar Dimuka

Persediaan

Aset Untuk Dikonsolidasikan
lumlah Aset Lancar

INVESTASI JAMGKA PAMNIANG

Investasi Non Permanen
Investasi kepada BLKMN
Investasi kepada BLMD
Irnvestasi dalam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir
Jumlah Investasi Mon Permanen
Investasi Parmanan
Perge rtaan Modal Pemerintah Dacerah
Irnestasi - Pemberian Pinjaman Daerak
Jumlah Investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP

Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Axet Tatap Lainmya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Alumulasi Pemusutan
Jumlah Aset Tetap

www.peraturan.go.id
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DAMA CADAMGAM
Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINMYA,

Tagihan langka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Bervujud

Aset Lain - lain

Alumulasi Amortisasi Aset Tidak Bersujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga

Ltang Pinjamean Jangka Pendek

Bagian Lancar tang langka Panjang

Pendapatan Diterima Dimuka

Ltang Belanja

Litang langka Fendelk Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAIIBAN JANGKA PANIANG
Utang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
Ltang kepada Lembaga Keuangan Bokan Bank
Hang kepada Masyarakat {Obligasi)
Premium | Diskonto] Chligasi
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWANBAN

EKUITAS
EKUITAS

SurplusfDefisit10
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAIIBAM DAMN EKUITAS

www.peraturan.go.id
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...oovveeersseressenens
SKPKD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian 201 2000

Ekuitas Awal
Surplus [Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran [SiLPA/SiKPA)
Koreksi Milai Persediaan
Selizih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH PROVIMS I/ KABUPATEN/KOTA (i
SKPKD
CATATAMN ATAS LAPORAMN KEUAMNGAN
LINTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAMN 31 DESEMEER 20x1

PEMDAHULLMN
BAB | |Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusuanan laporan keuangan SKPED
1.2 Landasan hukum penyusunan lapomn keuangan SEPED
13 Sistemnatika penulisan catatan atas laporan kevangan SKEFED
BAE Il [Ikhtisar pencapalan kinena kevangan SKPKD
21 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja kewangan pemerintah daerah
2.2 Harrbatam dan kendala yang ada dalam pencapaian target vang telzh ditetapkan

BAB Il [Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daemh

3.1 Rincian darn penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
311 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanm
3.1.3 Pembizyvaan
3,14 Pendapatan - LO
3.1.5 Beban
316 Aset
3.1.7 Kewajiban
3. 1.8 Ekuitas Dana

3,2 Pengungkapanatas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pandapatan dan belanja dan rekonsilizsinyz dengan
penarapan basis kas, untuk entitas akuntansifentites pelaporan yang menggunalkan
basis akrual pada pemerintah daemh

BAB IV [Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuwangan SKFKD

BAB W |Penutup
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d. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVIMED ..o
LAPORAN REALISAS| AN GGARAN PENDAPATAN DAN BELANL DAERAH
LINTUK TA HUN YANG BERAKHIR SAWMPA| DENGAN 31 DESEMBER 2031 dan 200

| Berbamn Faplahi
Uraiam Angraran | Healiss b Realisasi
PEMDAPATAN
PEMIMUPATAN 4511 DAERAH
Penciapatan Pajzk Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah
Penclapatan Hasil Pengel iaan Kekayaan Daerah yang Dipis ahian
Lain - lsin PAD yang sah

Iumbah Pendapatan Asl Daerah

PEMDARPATAN TRANSFER
PERDAPATAR THANSHER PEMEEINTAH PUSAT - DANA PERIMEANGAN
Dana Bagi Hasil
Dana Alokas | Urum
Dana Alokas| Khusus - Fisik
Dana Alokasi Ehusus - Man Fisik
Jumnlzh Pendapatan Trander Dana Perimbargan

PENDAPATAN THANSFER PEMERINTAH PUSAT - LN N YA,
Dana insentif Ceerah
Dana Ctaromi Khusus
Dana EEsimewas
Dana Desa
Iumlsh Pendapatan Trander Pemerintah Pusat - Lainnyg

PENDAPATAR THANSFER ANTAR DAERAH
Barntuan Keyargan
lumbh Pendapatan Tander Antar Daerah
Total Pendapatan Tramsfer

LA - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pencapatan b
Pendapatan [zng Daeruat
Penclapatan Lainnya
lumnksh Lain - Eaim Pendapatan Daerah yang Sah
IUMLAH PERDAPATAN

| EELARI
BELANM 0P ERAS]
Beian|z Pegawsl
Befan|s Barang din lasa
Belan|a Bunga
Boeanja Sub i
Befanja Hibah
Bekan|a Banbuzn Sosial
lumbh Bebnja Operas

PELANM BODSL
Betanja kel Tanah
Boianja ol Perzlaten dan Mesin
Befanja Miodal Gedurg dar Bargunan
Betan|a Mookl Islan, Ingas), dan Jaringan
Beianja oda| Aset Tetan Lai nrvya
Betan|s bkl st Larnya

lumnksh Belinja Modal

BELANM, TAK TERDLMGE
Btanjs Tak Terchga
Iumlzh Bebnja Tak Terduga

www.peraturan.go.id
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BELAMIA TRANSFER
Belzria Bagi Hasil Pejak Ceearzh kepeda Pernerintanan Kabupatanom den Dess
Belzrja Barbuer Kauangan antar Ceersh Prowirs’
Belaria Bartuer Keuangan Dearah Arovinzi ke $abupateriata
Belzrjz Bartuzr Kauangan [asrah rovingi tau KebupaterKots wepace Dasa
Belzrja Trars®ar Cena Omnami Khusus Provinsi depada Kabopateniom
Juriah Belanja Transfer
JUMLAH BELANJA

SLIRPLUS/ DEFISIT

PEMEIAYAAN
PENERIMAAN PEMEIS AN

Pemppunzan % LFL
Pencai-an Cena Cacegan
Hasl Penjuslan Sekeyaan Daerah yang Dipisahkan
Peneriraan %rjzmen Dazran - Pamanintzk Pusar
Penerimaan Xrjemen Dasran - Femarintzk Deaveh Lan
Panzrimaan Ainjaman Casran - Lermbaga Kegergan Bark
Panerimaan dnjgrmen Dasran - Lernbege Kauergar Bukan Bank
Penerimaan Xrjzman Dasran - Magyerckat (03 gas’ Casren|
Panerimaan 4embal Faben an Firjaman Caerah
Penerimaan Pembisvaan Larrs

lulah Panerimaan Parbiaysan

PENGELUARAMN PEMBEIAYAAN
Perbertusan Daa Cadargan
Penyeraan Woda Feredniah (e
Pemrbayaran Fnjarnen car Perednish Fusat
Preroayasan Fnjarmen can Perenirish Datran Lan
Perrayasan Fnjarmen can Lambega Kevangan 2ank
Pemriayaran Fnjarnan dar Lambaga Kevangan 2uen Bang
Pemrbayaren Pnjarnan dan Masyarsket {2bligasi Daaran|
Pamraerian Anjman Casran
Pamgaluzran Perbizyasn Leinmya
Jurd h Penpeluaras Pembdayeaan
PERBIA YA NETTQ

Sisa Labih Pambiayaan Anggaran

2020, No.1781
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PEMERBITAH PROVINS e e vt mincmimiian
LAPORAN OPERASIONAL
UNTIUE TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20%1 dan 2060

|Calam Ruplah]
Uraian 20 P sl
Penurunan
HEGIATAN OFERASIOMAL
PEMDAPATAN
PEMDAPATAN ASLIDAERAH
Pendapatan Pajak Daersh

Panchipatan Retribusi Dasara b
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daersh yang Dipsa hkan
Lain - lain PAD yang sah

lumbah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRAMSFER
PEMD&PATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DARMA PERRARANGAN
Dana Bag Hasil
Cana alokas! Umum
Cana Alokasi Khusus - Fisik
Dana Alokasi Khusus - Non Bsik

lumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PEMDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
Crana Insentif Daerab
Ciana Otonami khugus
Crana Keistimewasn
Dana Dasa
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PEMDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Bariusn KeUangan
lumbah Pendapatan Transler Antar Daerah
Total Pemdapatan Tramsfer

LAIM - LAIM PENDARATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dara D& rurat
Penchipatan Laimss
Jumbah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah
JUKILAH PENDAPAT AN

HEBAM

RERAM OPERASE
Beban Pagawai
Beban Barang dan Jasa
Beban Bunga
Beban Subsid
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosa|

lambah Beban Operas

DEDAR PEMYLUS UT AN N AMORT BAST
Bebian Fanyusutan Pemalatan dan Masin
Beban Fenyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Fanyusutan bilan, Ingas, dsn Janngan
Bibn Famyusutan 25 Tetag Lainma
Beban Fenyusutan sset Lainnya
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud
lumibah Beban Penyusutan dan Amortisasi
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BEBAN TRANSFER
Habar Bagi e
Hatrar Liartusn Geusrgsn
Jumlah Esban Transfer

BEBAN TAK TEADUGA
Zabar Tok Terduga
Jumilan Basan Tak Terdugs
EEALAH DEEAN

SURFLUE/DEFISIT DAR OFERAE]

SURPLLUE/DEFSIT DRI KEGIATAN KON OFERASIONAL
SURPLLFE NON DFERASIORAL
uplas FeajaalanyPerbakaranPel spasan fAsst Moo Lancar
Surplue Famypelesa'sn Gewajioan langls FanEg

Saarpdies ¢

i Keg ity Mo élpmmed el [ireryes
Jurilah Surplus Men Dpersstonal

DEASIT MOM OFER&SION AL
Theliat P jussd sy P T ey Dol oy et Bt Lo
Detiglt Peryelesalan Kewaf ban Jorgka Pamfarg
Deflsizdan <eglatan kenOperasional Lainmva
Jurnlah Defisk Mon Cperasional

RALAH SURFLUSDEFSIT DAR KEEATAN NON
CIPERASICIRAL

SURFLUE/DEFSIT SEEELUM FOS LLLAR BIASA

ELS LLUAR BIASA
FCHOAFATAN LUAF DIASA
Serycdapatat Lusr Nses
Jumish Pendepatan Lusr Bimse

BEBAH LUAR BIALA
Zabar Leor Bosa
Jurilah Basan Luar Blasa
FO5 LLIAR B A5

SUFFLUNDERSITLD
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PEMERINTAH PROVINS I/ KABUPATEN/KOTA

NERACA
FER 31 DESEMBER 20X1 clan 20%0
{Dalam Rupiah]
Uralan 20K1 2040
ASET
ASET LANCAR

K&s den Setare Kes
Eas d Kas Daerah
Kas d Berndahara Pengeluzran
Kas o Berdabara Panerimean
Kas d BLLD
Kas Dane BOS
kas Dana Kapatasi pada FETP
Kas Lainryz
Setara Kas

Imvestasi largka Pendak

Fiutang Pa|ak

Piutang Retribusi

Piutang Hazil Pergalolaan Kekayaan Daarah yang Dipizahkan

Piutang Lair-lain PAD vang Sah
Fiutang Transfer Pemerintah Pusat
Fiutang Transfer Antar Daerah
Fiustang Lairriya
Periiziham Piutang
Baban Dibavar Dimuka
Persediman

Jumlah Aset Lancar

INVESTAS| JANGKA PANIANG
Imvestazi MNon Permanen
Inwestasi kepada BUNN
Investasi kepada BUND
Inwestasi dalam OHligasi
Investas) dalam Proyek Pembangunan
Dara Bergdir
Jumilah Investasi Non Permanen
Ireestasi Permaren
Perwertaan Modal Pemerinkah Caerah
Irwvestasi - Pernbenan Pinjarman Dasrah
Jumilah Investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAR

Tanah

Feralatan dan Mesin

Gedurg dan Bangunan

lalar, Ingasi, dan Jarirgan

fAzat Tetap Lainnya

Eonstruksi dalam Pergegasn

Alumulasi Peryusutan
Jumlah Asst Tetap

www.peraturan.go.id
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DANA CADAMNGAN
Dana Cadangan
Jumilah Dana Cadangan

ASET LAIMN YA
Tagihan langka Fanjang
lagihan Menjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
fset Lain - lain
Alumulasi Amortisasi Aset Tidak Bervujud
Akurmulasi Penyusutan Aset Lainmya
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET

KEWANBAN
KEWANIBAN LANGKA PENDEK

Ltang Ferhitungan Fihak Ketiga { PFK)

Litang Bunga

Litang Finjaman langka Pendek

Bagian Lancar Ltang la ngka Panjang

Pendapatan Diterima Dimuka

Ltang Belanja

Litang Jangka Pendek Lainiya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWANBAN IANGKA PANJANG
Lhang kepada Pemerintah Pusat
Litang kepada Lembaga Keuangan Bank
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
Utang kepada Masyarakat [Obligasi)
Premium [[Diskonto) O bligasi
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBARN

EKUITAS
EKUITAS
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWANBAN DAN EKUITAS

2020, No.1781
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATENKOTA oo
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMEBER 20X1 DAN 20X0

{Dalam Rupiah)
Uraian 20X1 20X0

Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pernbiayaan Anggaran {SiLPA/SIKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...coummmmsssnssis
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

Dalam Rupiah)
Uraian 20%1 20%0

Saldo Anggaram Lebih Awal

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Subtotal

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)
Subtotal

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Lain-lain
Saldo Anggaran Lebih Akhir

www.peraturan.go.id



4190 2020, No.1781

PEMERINTAH PROVINS! icvcissessimsisismmisans
LAPORAM ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BEERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2081 DAN 2080
METODE LANGEUNG
[Dalam Rupiah)
Uraian 20x1 2000

ARUS KAS DARI AKTIATAS OPERAS|
ARUS MASUK KAS
Penarimaam Pajak Daarah
Pararimaan Retribusi Dasrah
Perarimaan Hasil Pergel d aan Kekayaan Deerah yarg Dipisablan
Penarimaan Lain - lain PAD yang sah
Perearimaan Dana Bagi Hasil
Perarimaan Dana Al dasi Lmum
Penarimaan Dana Al ckasi Khusus - Fisik
Pener maan Cana Al ckasi Khusus - Mon Fsik
Penerimaan Dana Insent'f Dasrah
Penerimaan Cana Qoo Khusus
Pervarimaan Dana Keistmewsan
Penerimaan Dana Desa
Pervarimaan Bantuan Keuangan
Penerimaan Hibah
Pererimaan Dana Darurat
Pemenimaan dan Pendapatan Lainnys
Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pernbayaran Pegawai
Pernbayaran Bararg dan lasa
Permbayaran Bunga
Pernbayaran Subsidi
Permbayaran Belanfa Hibah
Pernbayaran Belanfa Bantuan Sceial
Pernbayaran Tak Terduga
Pernbanaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Sota
Permbayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daersn Provinsi
Pernbayaran Balanja Bantuan Ksuangan ke Kabupaten/Kota
Permbayaran Belanfa Bantuan Keuangan kepada Cesa
Permbayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus ke Kesbupaten Kotz
Jumnlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi

ARUS KAS DARI AKTIRTAS INVESTASI
ARLUS MASUK KAS
Pencaran Dana Cadargan
Penjusl an atas Tanah
Penjual an atas Peralatan dan Mesin
Penjusl am atas Gedurg dan Bergunan
Penjusl 2r atas Jalan, Fgasi, dan laringan
Penjusl an Aset Tetap Lainnya
Penjuslan Aset Lainmya
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yarg Dipisahkan
Pener maan Penjualan Investas’ Non Permanen
Jumlah Arus Masuk Kas
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ARUS KELUAR KAS
Pembentukan Dana Cadangan
Parolahan Tanah
Perolehan Peralatan dan Mesin
Parolehan Ge dung dan Bangunan
Peralehan Jalan, Ingasi, dan laringan
Perolehan Aset Tetap Lainnya
Parola han Asat Lainnya
Permertaan Modal Pemerintah Daerah
Pengeluaran Pembelian Insestasi Non Permanen
Jumlgh Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi

A | IFI
ARUS MASUK KAS
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat
Penerimaan Finjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
Panerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Kewangan Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dasrah
Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pambayaran Pinjaman dan Pemerntah Pusal
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerak Lain
Pambayaran Pinjaman dan Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat {Ohligasi Dasrah]
Pemberian Pinjaman Daerah
Jurnlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan

ARLS KAS DARI AKTIFITAS TRAMNSITORIS
ARLS MASUK KAS
Panerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PR}
Jumlah Arus Masuk Kas
ARLS KELUAR KAS
Pengeluaran Perbitungan Fhak Ketiga (PFE)
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris

Kenaikan/Penurunan Kas
Saldo Awal Kas
Saldo Akhir Kas
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATENKOTA wovverene
CATATAM ATAS LAPORAN KEUAN GAN

PENDAHULUAN

BAR | (Pendahuluan
11 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daemh

12 Lancasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daeah
13 Sstematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerinta b daemh
BAR 1| |Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan penca paian taget kinega APBD
21 Ekonomi makra
2.2 Kebijakan keuangan
23 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAR 1 |Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
31 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
32 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAR IV [Kebijakan akuntansi
11 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
42 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan kevangan pemerintah
daerah
43 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah

4.4 Penerapan kebijakan akurtansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SaP
pemerintah daerah

BABRY |Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

5.1 Rincian dari penjelasan dani masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
5.1.1 Pendapatan - LRA
5.1.2 Belanja
5.1.2 Pembiayaan
514 Pendapatan - L0
5.1.5 Beban
516 Asel
5.1.7 Kewajiban
5.1.8 Ekvitas Dana

5.1 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akmial atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinga dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akunta nsifentitas pelaporan yang menggunakan
basis akmal pada pemerintah daerah

BAB VI |Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
_BAB VI | Penutup
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e. Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten /Kota

PEMERIN TAH KABUPATEN /KOTA
SKPD

LAPORAN REALISASI AN GGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

Uraian

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Perdapatan Retnbusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kebayaan Daerah yang Dipisatikan
Lain - lain PAD yang sah
Jumiah Pendapatan Asli Daerah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA OPERASI
Belanja Pegawal
Belanja Barang dan Jasa
Jumiah Belanj Operasd

BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belania Modal Peralatan dan Mesin
Helanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal falan, lrigasi, dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lannya
Belanja Modal Aset Lainmya

Anggaran | Realisasl % | Realisadl

(Dslam Rupiah)

Pendapatan Retiibusi Dacrah

BEBAN OPERASI
Beban Pegawal
Beban Baang dan lasa

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Behan Peryusitan Peralatan dan Mesin
Beban Peryisutan Gedung dan Banguran
Behan Peryusitan Jalan, Wigasi, dan laringan
Beban Peryusutan Aset Tetap Lalnnya
Beban Pemyusutan Asel Lainmya
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Jumdah Belanja Modal
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT
PEMERINTAH KABUPATEN FKOTA 1ooeneisssmssmsnss
SKPD
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YAN G BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Daliarn Ruspiah)
Uralan 20%1 e | Kawelamf |
Penurunan
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah®

Jamiah Pendapatan Adl Daerah

JUMLAH PENDAPATAN

Jumish Beban Operasi

Jumiah Beban Penyusutan dan Amortisasi

SUMLAM BEBAN

SURPLUS/DEFISIT LO
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PEMERINTAH PROVINGI/KABUPATEMN/KOTA .coee e

SKPD

MNERACA
PER 31 DESEMBER 20X 1 dan 20X0

[Dalam Rupiah)

Uraian

2061 20x0

ASET
ASET LAMNCAR
Kas dan Setara Kas
Kas di Berwdahara Pengeluaran
Kas di Berdlahara Penerimaan
Piutang Pajak*
Piutang Retribusi
Piutang Lainrya
Pervisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persadiaan
Jumlah Aset Lancar

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan besin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainm@

Konstruksi dalam Pengerjaan

Meumulasi Persasutan
lumlah Aset Tetap

ASET LAINMYA
Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Gant Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Bervaujud
Asel Lain - lain
Aoumulasi Amortisasi Aset Tidak Bersujud
Aumilasi Persasutan Aset Lai nrga
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
KEWAJBAN
KEWANBAMN JAMNGKA PENDEK
Utang Perhi tuigan Pihak Ketiga (PFK)
Perkapatan Diterima Dimuka
Litang Belanja
LMang Jangka Pendek Lainmsa
Jumlah Kewsajiban Jangka Pendek
JUMLAH KEWAJIBAM
EKUITAS
EKLATAS
surplus/Defisit-LO
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan
JUMLAH KEWANBAMN DAN EKUITAS
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA oorvrmcsmsscnssssnins
SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKLNTAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

lam Rupiah)
Uraian 20X1 200

Ekuitas Awal
Surplus /Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (5iLPA/SIKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA oo
SKPD
CATATAM ATAS LAPORAM KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20%1

PENDAHLULUAM
BAB | |Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan peryusunan laporan keuangan SKPD
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan kevangan SKRFD
13 Sisternatika penulisan catatan atas laporan kewangan SKPD
BAE Il [lkhtisar pencapaian kinera kevangan SKPD
2.1 lkhtisar realisasi pencapaian target kinena keuangan pemerintah daerah
2.2 Harmbatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAR NI |Penjelasan pos-pas laporan kewangan pemerintah daerah

3.1 Rincian dan penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan kewangan pemerintah
daerah
2.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
2.13 Pendapatan - LO
3,14 Beban
3.1.5 Aset
3.1.6 Kewajiban
3.1.7 Ekuitas Dana

3,2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiben yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinga dengan
pararapan basis kas, untuk antitas akurtansifentitas pelaporan yang manggunakan
basiz akrual pada pamarintah dasrah

BAB IV |Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

BAB W |Penutup

www.peraturan.go.id



2020, No.1781 496

f. Laporan Keuangan SKPKD di Kabupaten /Kota

PERMAERINTAH HABUPATEHSEOTA comoesmomemsemsoninss
SEPED
LAPORAM REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAMM DAERAH
UBITUR TRHLUN YANG BERAKHIE SARPAI DENGAN 31 DESEMBER 20041 dan 20X0

Do Raugicah )
Uaian Anggaran | Reabiasi % Riesalisa si
PENDPAT AN
PEMDAPATARN ASLIDAERAH
Penidapatan Pajak Dagrah

Penddapstan Aetioue | Daerah
Pendapatan Hasil Fergel o aan Kecayaan Daerah yarg Dipisabkan
Lairi- lain F&D yang sah

Jumdb h Pendapatan Asll Daerah

PEMDAPATAN TRANSFER
PEMDARATAN TRANSIER PEMERINTAH PLSAT - DANA PERIMBAN GAN
Cana Bagl Hasil
Dana &lokasi Umum
Cana Alokasi KNELE - Fisik
Crang &okasi Khusus - Mon Rsik
lumba h Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PEMDARATAN TRANSITE PEMERINT AN PUSAT - LAINNYA
Dana Insertif Daemh
Diana Ctanomi khusus
Diana Kestimewaan
Dana Desa
lumb h Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PEMDARPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bag Hasi|
Barfuan Keuargan
Jumbsh Pendapatan Transler Antar Daerah
Total Pendapatan Transfer

LA - LAIN PENDAPAT &N DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hbah
Pencapstan Dara Danamat
Pendapatan Lairmiva
Jumda h Laim - lain Pendapatan Daerah yang Sah
MIMLAH PENDAPATAN

|HELAH LA
BELAMM OPERAS)
Bedanja Pegawal
Belanja Bamang dan Jasa
Bedarja Bunga
Bedanja Subsici
Belanja Hibah
Bedarja Barbusn Sod @l
Jumds h Belamfa Operasi

BELARLA MIODAL
Bidarja Modal Tanah
Bedsnja Modal Perslatan dan Mesin
Belanja Modal Gedurg dan Bangunan
Belarya kodal Jalan, |ngasi, dar Janngan
Bedanja Modal 458t Tetag Lainrya
Bedanja Modal 458t Lalmys

lumbih Belamja kodal
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BELANJA TAK TERDUGA
Felanjs Tek Tercuga
lumlah Belanfa Tak Terduga

BELANIA TRANSFER
Belanja Qantuan Keuangan anta Cazmb Kabupater{ot
Belanja Qantuan Keauang an Kabupatenykom ke Deerah Prowinsi

Belanjs Banbuan Kedangan Daerab Froving! stau KebupatenMaota kepada Dess

Jurnluh Belanja Transfer
JUMLAH BELANIA

SURPLUS/DEFIST
PEMBIAYARN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SILRG
Panca ran Dena Cadangen
azil Peruaar Kekeyaan Casran yarg Oo'satn
Panar rean Frjaman Ceegh- famer ntan Pusal
Paner’rean Frigman Deesgh- Permer ntan Deergh gin
Paner’raan Frjzman Deesgh - Lerbag e Keuang an Berg

Paner rian Frizman Ceesgh - Lerbag @ Keuang an Bukan 2ank

Paner’maan Frisman Ceesh - Vasvarskat[Obligas Daerah)
Paner'maan Kambal Ferbadan Finjaman Caarah
Panermaan Fambiaysan Lanrya

lumlah Pemerimaan Fembiayaan

PENGELUARAN PEMEIAYAAN
Perkeriukan Dana Cacangan
Pamyersazr Modal Pernenintzh Caerak
Rarbayaran Anjaren dad Pererinah Pusat
Parbeyaran Anjaren dad Perwrinmh Dassah Lan
Parbayaran Anjaren dad Lembags K2uergan Bank
Parbeyaran Anjaren dai Lembegs Keuergan Buwan Bank
Parbeyaran Mnjaren dad Wasyerakat (O Iges] Dasrah)
Rarbarien Fnjaman Deersh
Pengeluamn Fombi ayaan Lainmya
lumlah Pengeluaran Pamblayaan
FEMBIAYAAN NETTO

Sisa Lebih FPembinyaan Anggaran

2020, No.1781
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PERMERINTAH KABLIPATEN KOTA oo —
skPkD
LAPDRAR (PERASKINAL
UKTUE TAHUR TAN G BE RAKHIR SAMPAI DENGAN 11 DESEMBER 20K1 dan 2030
| 0tal m Feuapi shi
Uraian A1 wpg | Menaikant "
Penuruman

e

PENDMPATAN a5 L1 DAERAH
Pendapatan Pajae Daersn
Pendapatan Retribus Daerah
Fendapatan Hasil Pengedal 3an Kekayaan Deerahyang Dipisahkan
Lain- lain BAD yang sah
Jumiah Pendapatan asll Daerah

PENIDMUPATAN TRANS FER
PENDAPATAN TRANSFER PERVERIN TAH PUSAT - DANA PERBBANGAN
Cizra Bagl Hasil
Cearcs Aloka i Urnum
Crzna Alckasi Khusus - Fisik
Cara Alokasi Khusus - Mo Figik
Jumidzh Pendapatan Trander Dana Perimbangan

PENDMPATAN TRANSFER PERVERIN TAH PUSAT - LAINKYA
Dearcs Ingenbif Caerah
Drana Gtanami khusus
Diana KEshmensan
Dana Desa
Jumish Pendapatan Trander Pemerintah Pusat - Laimnyga

PENDMPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pencapsatan Bagi Hasi
Baftuan Keuangan
tumksh Pendapatan Trander Antar Daemah
Total Pendapatan Trander

LAIN - LAIN PENDAPATAN MERAH TAMN G 50H
Penctapatan Hilaah
Pendapatan Dera Danrat
Pendapatan Lainmys
Jumidzh Lain - lain Pendapatan Daesa h yang %ah

MM LAH PEMDAPATAR
|BEEAR

BERON DPERASE

EBeban Pegawal

Beban Barang dan Jasa

Beban Burga

Beban Subsich

Bekan Hibaki

Beban Baniusn Sosl al

Jumiksh Belsan Dperasi

BERAN PENYIELITAN DVR AMORTISAS]

Beban Pemyasitan Peralatzn dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Bieban Pempasutan | alan, Ing asi, dan Jaringan
Beban Penyuiutan Aset TetaplLannya
Bieban Pempasutan Aset Lainmya
Beban Amartisasi Aset Tak Beraujud
Jumiah Beban Penyusutan dan dmortias
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BEB&N TRAMNSFER
Beban Begi =3
Eeban Baruan Kevangar
Jumlah B eban Transfar

BEBAN TAK TERDUGH
Beban Taz Terduga
Jiimlak B #ban Tak Terduga
JUMILAH BEBAN

SURFLUSDERIST DARI OPERASI

SURPLAS/CEFISIT DARI KEGIATAN NCH CPERASIINAL
SURPLLS NON CPERASKINAL
5o us Penjua anFertukarery Melepesan Azet Non Lancar
S us Perrelesalan Kewajban argha Panarg
Surp us dan Kegiatan Mor Ooarasionzl Lanme
Jumlzh Surplus Men Operasional

DEFIST NON OPERASIONAL
Dafist Parjua anfPenukacanPelepazar Aset hon Lancar
Cafis’t Payelesa’ar Kewaj oan langks Fanjarg
Cafis't dari degizar hon Operasionsl anya
lumlah Cefisk Non Operasional
JUMLAH SURPLUS/DEFEAT DIAR KEGIATAM NON OPERASIONAL

SURPLUS/DERISIT SESELUM POS LUAR BIASA

FQ5 LLIAR BlASA
FENDARATAN LUAR BLASA
Fendapatan Luer Base
lumlak Pencezatan Lusr Blass

BEBAN LLMAR BIASA
Eeban Luar Bizsa
lumlak 8 &ban Luar Blasy
P05 LUAR BIASA

SURFLUS/DERIST LO
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FEMERINTAH FPROVINSIKABUPATEN fKOTA s mrnmiann

SKPKD -
MERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
{Dalarm Rupiah)
Uralan 2001 20%0
ASET
ASET LAMNCAR

Kas dan Setara Kas
Kas o Kas Desrsh
Kas d Bendahara Pengelusran
Kas d Bendahara Penerimaan
K=s Laimmya
Satara Kas

Imestasi Jangks Pendek

Piutang Pajak

Piutang Retribusi

Piutang Hasil Pengeldzan Keksyaan Desrah yarg Dipisahkan

Fiutang Lain-lan PAD yang Sah

Piutang Transfer Permerintah Pusat

Piutang Trarsfer Antar Daerah

Piutang Lainnya

Penyisihan Plumng

Beban Dibayar Dimuks

Persediaan

Asat Untuk Dikons ol dasikan
lumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGK A PANIANG
Irvestasi MNan Permanan
Imvestas kepada BUMN
Irvestas kepada BUMD
Irvestasi dalarm Obligasi
Irwestasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir
Jumlah Investasd Non Permanen
IFrsestasi Parmanan
Periyertaan Madal Pemerintah Caerah
Imvestasi - Pembaran Pinjaman Daerah
Jumlah Investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TET AP

Tanah

Peralatan dan Masin

Gedung dan Banguman

lalam, Irigasi, dan laringan

Aset Tetap Lainrya

Konstruks! dalam Pengerjaan

Akumulas Pemyusutan
Jumlah Asst Tetap
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DANA CADANGAMN
[rana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA

Tagihan langka Panjang
Tagiban Penjualan Angsurn
Tuntulan Gandj Rugi

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset TakBerwujud

Aset Lain - lain

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Bersujud

Akumulasi Penyusulan Asel Lainmya
Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWANEAN
KEWAJIBAM IANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFE)

Utang Bunga

Utang Pinjaman langhka Pendek

Ragian Lancar Ulang langhka Panjang

Pendapatan Diterinna Dirmuka

Utang Belanja

Utang langka Pendek Lainnya
Jumilah Kewajiban langka Pendek

KEWAINBAM JANGKA PANIANG
Utang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
Utang kepada Lembaga Kevangan Bukan Bank
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)
Fremium |Diskonto] Obligasi
Jumilah Kewajlban langka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
EKUITAS
SurplusfDefisit-LO
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAMN EKLNTAS
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUP ATEN/KOTA wovccsnsiissssssnises
SKPKD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Dalam Rupiah)
Uraian 20001 2060

Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Dampak Kurmulztif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH PROVINS I KABUPATENS/KOTA .cveev.ee
SKPKD
CATATAN ATAS LAPDRAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN
BAB | |Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPED
1.2 Landasan hukurm penyusunan laporan kewangan SKPKD
1.3 Sisternatika penulisan catatanatas laporan keuangan SKPKD
BAB Il [Ikhtisar pencapaian kinera kewangan SKPED
21 Ikhtizar realisasi pencapaian target kirerja keuangan pemerintah daerah
22 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB Il [Penjelasan pos-pos laporan kewangan pemerintah daerah

3.1 Rincian dan penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pembiayaan
3.1.4 Pendapatan - LO
3.1.5 Beban
3.1.6 Aset
2.1.7 Kewajiban
3.1.8 Ekuitas Dana

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban vang timbul sehubungan dengan
penerzpan basis aknal atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinga dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
basiz akrual pada pemerintah daerah

BAB IV [Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPRD

BAB Y [Penutup
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g. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERTNTAH KARUPAT ENHOTA cemsvicmsmssmssssas
LAPDRAM REALISAS| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAMIA DAERAH
UMTUK TAHLIN YANG RERAKHR SAMPAL ENGAN 31 DESEMBER 201 dan 20X0

|Eaakam Rupiah)
Uraian Anggaran_ Realisasi H Realisasi

PENDAPATAN
PEMDAPATAM ASLI DAERAH
Feridapatan Fajak Dasrah
Fendapatan Retribusi Daerah
Fendapatan Hasil Pengzlolaan Kakayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain - lain PAD yang sah
Jumilzh Pendapatan Asli Daerah

PEMDOPAT AN TRANS FER
PENDAPATAMN TRANS FER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Diara Bagi Hasil
Diana A oeasi Umum
Diara A oeadi Khusus - Rsik
Diana A easi Khusus - Mon Fisike
Jumilah Pendapatan Tramsfer Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANS FER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
[Diana Insartif Daersh
Diana Dtonomi Khusus
Diare Eeitim eesin
Dana Desa
Jumstah Pendapatan Tramsfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANS FER ANTAR DAERAH
Fendapatan I}:gi Haszil
Bantuan Keuangar
Junabah Pendapatan Tramsfer Antar Daeah
Total Pemdapatan Transfer

LAIN - LAJM PEN DAPATAN DAERAH ¥ANG S0H
Fendapatan Hibsh
Fandapatan Dana Darurat
Fendapatan Lainrya
Jumstahy Lain - lain Pendapatan Dagrah yang Sah
JURILAH PEMDAPATAN

BELAM A

BELANIA DPERASI
Belanya Pagawal
Belarja Bararg dan Jaga
Belanya Bunga
Belanjs Subsid
Belarja Hibah
Belara Bantuan Sosial

Junskah Betanja O perasi

BELANIA MODAL
Belarya Midal Tanah
Belarja Modal Peralaten dan Mesin
Belarya Modz| Geeurg dan Barguman
Belania Modal Jslan, Ingas, danJanngan
Belarja Modal Aset Tetap Lainrya
Belanya Modsl Aset Lannys

Jumidah Befanfa Modal
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BELANIA TAK TERDUGA
Beanja Tak Terduga
Jumlah Belanja Tak Terduga

BELAMNIA TRANSFER
Bafanja Bantuan Keugrgan antar Deersh {ebupatenyioa
Beanja Bantuan Keuargan Kasupasen¥oca ke Caerab Provred
Eaanja Bantuan Kauzrgan Caerah Provirs' 2w Kebupaten/Kota kpd Desa
lumlah Belanja Transfer
JUMLAH BELANIA

SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAY

PENERIMAAN PEMEIAYALN
Fargguraan SLPA
Fararan Dana Cadergan
Hasl Penjuzlan Kesayaan Caz-ah yerg Dinisahkan
Fererimaan Anjamar Cee-ah - Pernerinah Fusat
Farerimazn Snjamar Deesh - Permerinan Ceersh Laln
Fererimazn Snjamar Deesh - Lambags deuangan Bark
Fererimaan Anjamar Jeeah - Lenbaga deuangan Bukan Bark
Farerimazn Anjamar Jeesh - Mazy@rac: i0bigas Dasrah)
Fererimaan demhal’ Sermbarizn Mrjamen [aetah
Faperinaar Perbigvaan Lanra

Jumlah Penafimazn Pembizyzan

FEMGELUARAN PEMEBIAYAAN
Farnberttukan Cana Cadargan
Faryarmzn Wodel Pamanintzh Dagran
Farrbayaran Finzren dai Fereritah Fusat
Ferbagaran Finaman dai Ferernteh Daeran Lain
Farbayzran Fin zman dan Lemoaga Keuzngan Bang
Ferrtayzran Finzman dan Lemaaga Keuzrgan Busan Bark
Feribayaran Finaran dad Masyasakat {Obligasi Caerak)
Farrber'zn Snjamer Deerzh
Fargeluaren Parndizyaan Lavma
Jumlah Peng ehizran Pembiayaan
PEMBLAYALN NETTO

Sisa Lekih Pembiayaan Anggaran
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PERTERINTAH KABUIPATEN OTA oo
LAPDRAN P ERASIONAL
LB TUK TAHUM TANG BERAKHIR SARPAI DENGAN 31 DESEMBER 7041 dan MED

2020, No.1781

ralan

Kenalan/
A Penunsnan *

KEGATAN OPERASIINAL
PENDAPATAN
PEMDOPA TN S50 DAERAH
Pencapatan #3(ak Dizerzh
Pencapstan Retnbusi Deerzh
Pencapatan Hasi Pengelolain Rekayaan Daersh yang Dipsahkan
Lain - kair PAD yang $ah
lumlah Pendapatan Adi Daerak

PENDAPATEN TRANSFER
PERIMPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBAN GOl
Cana Gagi Hasi
Cana Alokzs Lmum
Cana #lokas: Khyss - Fsik
Cana Alokas Khusis - Non Fsik
lumlah Pendapatan Trander Bana Peimbangan

PENIMLPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINM YA
Oana lnsentif Caersh
Dana Jtonomi Khusus
Cana el stimewdan
Dana Desa
lumibah Pendapatan Trand e Pemerintah Pusd - Lainnga

PENDMPATEN TRANSFOR ON TAR DALRAH
Pencapstan Sagi Hasi
Barkuan Keuangan
Jumlah Pendapatan Trander dntar Daerak
Tokal Pendapatan Transfer

LN - LAIN PENDAPATEN DAERAH YANGSAH
Pencapstan Hbah
Fencapstan Dane Danrat
Pencipstan Larnya
Jumlah Laim - bin Pendapatan Daerah yang Sah

JIMLAH PENDMPATAN
BEBAH

BERAN OPERASI

Biman Pig waii

Bian Barang din HBia

BiEdn Bunga

Benzn Subsid

Beazn Kibah

Beazn Bantuan Sasial

lumlah Beban Operad

BERAN PEMYUSLITAN DAN AMORTEAS]
Betn Pesyus Jten Persatan dan Mesin
BEaen PeryusJtan Gecng dan Bzngunan
Betzn Peryus e | alan, Ingash, dan Jeringan
BEgzn PeryusUtan Aset Tebag Laiorya
Benzn Penyusutan Aset Lal oy
Begzn Amartisas Aset Tak Berwuud
lumlah Beban Penyusuitan dan amortisad

BERAN TRANSFER
Beszn Bagl Hasll

BEgzn Bantuan Keuangzn
lumlah Beban Trander
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BEBAN TAH TERDUGA
Baban TakTerduga
Jumilah Bebam Tak Terduga
JUBILAH BEBAN

SURFLUS/DEFISIT DaRI OPERASI

SURPLUS/DERSIT DARI KEGIATAN MON OPERASIONAL
SURPLUS MOK CPERASIONAL
Swphs Penjualzn/PertukaranPelepasan Aset Neon Lancar
Suphs Penyelesaian Keagjiban lingkz Panjzng
Surphss dari Begiatan Man Operasions | Lainya
Jumlah Surplus "on Operasional

DEHSIT i W OPERASIONAL
Detiss PesjualangPertukarasPelepaszan Aset Mon Lancar
Defisit Peayelesa an kiwajila n Jangka Panjang,
[l chani Kegiatan Mon Operasivna| Lainms
Jumlah Defisit How Operasional
JUBALAH SURPLIS/DEFISIT D¥RS KEGATAN NO® OPERASINAL

SURPLUSDEFISIT SEBELUM POS LUAR BLASA

BOS LUAR BlASA
PENDAPATAN LUAR BlasA
Fendapatan Luar biasa
lumlah Pendapatan Luar Biasa

BEBAN LUAR Bl SA
Paban Luar 3as
Iumlah Bekan Luar Biam
P05 LUAR BASA

SURPLUS/DEFISIT LOY
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MNERACA
PER 31 DESEMBER 201 dan 240

2020, No.1781

{Dalam Rupish)

Uraian

201 2060

ASET

ASET LANCAR

kas dan Setare Kas
Kas di Kas Daergh
Kas di Bendahara Pergel uaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di BLLUID
Kag Dana BOS
kags Dane Kepitasi pada FKTP
Kas Lainriya
Setars Kes

Irwestasi Jangka Pendak

Pluteng Pajak

Plung Rembusi

Piutang Hasil Pengaldaan Kekayaan Daerahvang Dipisahkan

Piutang Lair-lain PAD yvang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Fiutang Trarsfer Artar Caerah
Piutang Lairera
Peryiziban Piutang
Beban Dibaver Dimuka
Persediaan

Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JAN GKA PANJANG

Irwestasi Non Parmanen
Irvestasi kepada BUWM
Irwvestasi kepada BUND
Imvestasi dalam Obligasi
Imvestasi dalam Provek Peambargunan
Dana Bergulir
Jumlah Investasi Non Permanen
Irivestas Permansn
Faryertzan Modzl Pemennitah Daarah
Irvestasi - Pemberian Finjamarn Daerah
Jumlah Investasi Fermanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP

Tanak

Paralaten dan hdesin

Gadung den Bangunan

lalan, Irigesi, dan Jaringan

Azet Telap Lainnya

Konstruksi dalam Pergerjaan

Akurnulasi Perwusutzn
Jumilah Aset Tetap
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DANA CADANGAN
Dana Cadangan

Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Bervaujud

Aset Lain - lain

Akurmulasi Amortisasi Aset Tida k Berwujud
Akurmulasi Penyusutan Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJNBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga

Utang Pinjaman Jangka Pendek

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pendapatan Diterima Dimuka

Utang Belanja

Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJNBAN JANGKA PANJANG

EKUITAS

Utang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
Utang kepada Lembaga Kevangan Bukan Bank
Utang kepada Masyarakat {Obligasi)
Premium { Dis konto) Obligasi

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWANBAN

EKUITAS

JUMLAH EKUITAS

JUMLAH KEWANBAN DAN EKUITAS
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....coocvsmsmsisssnns
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Dalam Rupiah)

Uraian 20X1 20X0

Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..coovvurrarmmneses "
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

Dalam Rupiah)

Uraian 20X1 20X0

Saldo Anggaran Lebih Awal

Penggunaan SAL sebagal Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Subtotal

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran {SiLPA/SIKPA)
Subtotal

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Lain-lain
Saldo Anggaran Lebih Akhir
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PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ..cicnicsinimsiianins
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPA| DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 2040
METODE LANGSUNG
{Dtalam Rupizh)
Uraian 20K1 20X0

ARUS KRS DARIAKTIATAS QFERAS]

ARUS MASUK KAS
Pererimean Pajak Dasrah
Pererimean Remibusi Daersh
Pernarimaan Hasil Pengelodaen Kekayaan Daerah vang Dipisakkan
Fenarimaan Lain - lain FAD yang sah
Ferarimaan Dara Bagi Hasil
P reeri rsan Dara &lokasi Umum
P reari rrisar Dara & ckasi Khosus - Rsik
Fenarimaan Dara Alckasi Khusus - Mon Fisik
Fenerimaan Dara Irsentf Dearah
Peranmaan Dara Otoromi Khusus
Perarmaan Dara Keistimewaan
Pererimaan Dara Dese
Pererimaan Bag Hasil darl Froviesl
Perermaan Bantuan Keusngan
Perermean Hibah
Perermean Dara Deruret
Penermaan dar Fendapatan Lainrya

Jumlah &rus Masuk Kas

ARUS KELUAR KAS

Pembayaran Pegawai

Fembayaran Barang dan Jasa
Fembayaran Bunga
Fembayaran Subsidi
Fembayaran 2alznja Hibah
Fembayaran 82lznja Bantuan Sosial
Pembeyvaran Tak Tarduga
Pembavaran Belenja Bantuan Kausrgen enter Daersh KabupatenXom
Pembayaran Belenja Bantuan Kausrgen ke Daerah Provirs
Pembayvaran Belanja Bantuan keusrgan kepada Desa
Jumlah &rus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari aktifitas Operasi

ARUS KAS DARI AKTIATAS INVESTA S

ARUS MASUK KAS
Percalran Dara Cadengan
Perjuglan ats Tansh
Penjuslan et®s Peralatan dan Mesin
Penjwalan ams Gedung dan Bargunan
Periuglan ams Jelar, Irigasi, dan Jarngan
Perjuslan Aset Tetap Lainrya
Perjuslan Aset Lainnya
Hasil Parjualar kekayaan Lainyarg Dipisabkan
Fenarimaan Penjualan Inves s Non Parmanen

Jumlah &rus Masuk Kas
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ARUS KELLIAR KAS
Fembentukan Dana Cadangan
Ferolakan Tanah
Peroleban Peralatan dan Mesin
Feroleban Gedung dan Bangunan
Perolehan Jalan, igasi, dan Jaringan
Feroleban Aset Telap Lainmg
Ferolehan Aset Lainnya
Perertaan hadal Pererntah Daerah
Pengeluaran Pernbelian Investasi Mon Permanen
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi

ARUS KAS DARI AKTIFITAS PEMDANAAN
ARUS MASUK KAS
Penerimzan Pinjaman Daerah - Pemarintah Pusat
Fenerimaan Finjaman Daarah - Pemerintah Dae rah Lain
Fenerimaan Finjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
Fenerimaan Finjaman Daarah - Lembapga Keuangan Bukan Bank
Penerimaan Finjaman Daarah - Masyarakat (Obligasi Daarah)|
Penerimaan Kembali Pernberian Pinjarman Daerah
Jumlah Arus Masuk Kas
ARLS RELLIAR KAS
Fembayaran Finjaman dari Pemerintah Pusat
Pem bayaran Finjaman dan Pemerintah Daerah Lain
Fembayaran Firgaman dan Lembaga Keuangan Bank
Pembeyaran Finjaman dari Lembaga Keusngan Bukan Bank
Pembayaran Finjaman dan kMasvarakat (Obligasi Daerah)
Femberan Finjaman Daerah
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih darl Aktifitas Pendanaan

ARLIS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS
ARLIS MASUK KAS
Fenerimaan Perhitungan Filak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Masuk Kas
ARLS KELUAR KAS
Pengeluaran Perhitungan Fhak Ketiga (PFE)
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kaz Berdh dari Aktifitas Transitoris

Kenalkan/Penurenan Kas
Saldo Awal Kas

Salda Akhir Kas
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PEMERINTAH PROVIN SI/KABUPATEN KOTA .oovee
CATATAM ATAS LAPORAN KEWANGAN

PENDAHULUAN
BAB | |Pendahuluan
11 Maksud dan tujuan pemyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
12 La nddasan hukum pempusunan laporan keuangan pemerintah daerah
13 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerinta b daerah
BAB I | Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan penca paian target kinerja APED
21 Ekonemi makro
22 Kebijakan keuangan
23 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB I | Ikhtisar pencapaian kinetja kevangan pemerintah daerah
i1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja kevangan pemerintah daerah
EW Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target vang telah ditetapkan
BB IV | Kebijakan akuntansi
a1 Entitas akuntansi / antitas pelaporan keuangan daerah
42 Basis akuntansi vang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah
43 Basis pengukuran yang mendasan peryusunan laporan keuangan pemerintah
daerah
44 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan keterntuan vang ada dalam S4P
pemerintah daerah
BARY [Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pes pelaporan keuangan pemerintah
daerah
511 Pendapatarn - LRA
5.1.2 Belanja
513 Pembiayaan
5.1.4 Pendapatan - LO
5.15 Beban
516 Aset
517 Kewajiban
5.1.8 Ehuitas Dana
5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban vang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasima dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akunta nsifentitas pelaporan vang menggunakan
basis akiual pada pemerintah daerah
BAR VI |Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
BB VIl | Penutup
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BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APED
1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait

penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai berikut:

a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan
dilampiri laporan keuangan wyang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan
keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

b. Selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBED dilampiri Laporan Evaluasi
Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD. Pedoman penyusunan
Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD akan
diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

. Rancangan Peraturan Daerah tentang  pertanggungjawaban
pelaksanaan APBED sebagaimana dimaksud pada dibahas Kepala
Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

d. Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

e. Atas dasar persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan
rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

f. Dalam hal dalam waktu 1 (satu)] bulan sejak diterimanya rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama
dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah
tentang pertangpungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala Daerah
menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

g. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD ditetapkan setelah mempercleh pengesahan dari
Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah
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Pusat bagi Daerah kabupaten fkota.

h. Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya
disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak
mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap
rancangan Peraturan Daerah tentang  pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Penyampaian dan pembahasan bersama rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah
tentang pertangpungjawaban pelaksanaan APBD  beserta
penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat
6 [enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2] Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

3) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam
persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah
dan pimpinan DPRD.

4] Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APED
berdasarkan hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

b. Penyusunan dan Penetapan rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD saat tidak tercapai
persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Untuk memperoleh Pengesahan atas Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Menteri

bagi daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

bagi daerah kabupaten/kota dilakukan dengan pengaturan sebagai
berikut:

1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta
penjelasan dan dokumen pendukung kepada Menteri (bagi Daerah
provinsi) atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (bagi
Daerah kabupaten/kota) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak DPRD
tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah
terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
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2) Menteri (bagi Daerah provingi) atau gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat (bagi Daerah kabupaten/kota] mengesahkan
rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

3) Kepala Daerah menetapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah
menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

B. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DAN RAPERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI
1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait evaluasi RaPeraturan

Daerah provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBED dan

RaPeraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:

a. Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan
rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran
pertangpungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri
paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tangpal persetujuan
rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh
gubernur.

b. Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah
provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan AFBD dan
rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian
dengan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD, Peraturan Daerah
provinsi tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi
tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang
penjabaran perubahan APBD, danjfatau temuan laporan hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

c. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Peraturan
Daerah provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi
diterima.

d. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan
Daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran
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pertangpungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan
Peraturan Daerah provinsi tentang APBD, Peraturan Daerah provinsi
tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang
penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang
penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur
menetapkan rancangan Peraturan Daerah provinsi menjadi Peraturan
Daerah provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi
menjadi Peraturan Kepala Daerah provinsi.

e. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan
Daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran
pertangpungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan
Peraturan Daerah provinsi tentang APBD, Peraturan Daerah provinsi
tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang
penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang
penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti
temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan,
gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7
(tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

f. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan
DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah
provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi
Peraturan Daerah provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah
provinsi tentang penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan APBD
menjadi Peraturan Kepala Daerah provinsi, Menteri mengusulkan
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan untuk melakukan penundaan danj/atau
pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

g. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi ranPeraturan
Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan ewvaluasi
ranPeraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD diatur dengan Keputusan Menteri.

h. Proses penyampaian rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang
pertangpungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD serta penyampaian hasil keputusan evaluasi dapat memuat
informasi aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan
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a. Paling lambat 3 [(hari) setelah persetujuan Bersama dengan DPRD,
Kepala Daerah mengirimkan rancangan Peraturan Daerah Provinsi
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertangpungjawaban
pelaksanaan APBD kepada Menteri untuk dievaluasi.

b. Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah
Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta
rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

c. Menteri mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi
untuk disampaikan kepada gubernur.

d. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan
hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, gubernur menetapkan
rancangan Peraturan Daerah Provinsi menjadi Peraturan Daerah
provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi menjadi
Peraturan Kepala Daerah Provinsi.

C. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DAN RAPERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN /KOTA
1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 196 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait evaluasi RaPeraturan

Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD dan RaPeraturan Kepala Daerah tentang penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:

a. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui
bersama DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah
kabupaten /kota tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD disampaikan kepada pgubernur selaku wakil
pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal
persetujuan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum
ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi
terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan
Kepala Daerah kabupaten (kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian
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dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBED, Peraturan
Daerah kabupaten /kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala
Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala
Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APED,
dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan.

c. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat kepada bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah
kabupaten /kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang
penjabaran pertanggpungjawaban pelaksanaan APBD.

d. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan
hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan
Kepala Daerah kabupaten /kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan
Peraturan Daerah kabupaten (kota tentang APBD, Peraturan Daerah
kabupaten /kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah
kabupaten /kota tentang penjabaran APBED, Peraturan Kepala Daerah
kabupaten /kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah
menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan, bupatifwalikota menetapkan rancangan Peraturan
Daerah kabupaten /kota menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota
dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota menjadi
Peraturan Kepala Daerah kabupaten [kota.

e. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan
hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan
Kepala Daerah kabupaten (kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan
Peraturan Daerah kabupaten (kota tentang APBD, Peraturan Daerah
kabupaten /kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah
kabupaten /kota tentang penjabaran APBED, Peraturan Kepala Daerah
kabupaten /kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau
tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan, bupatifwalikota bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil
evaluasi diterima.

f. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota
dan DPRD dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan
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Daerah kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota dan rancangan
Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Kepala
Daerah kabupaten/kota, gubernur mengusulkan kepada Menteri,
selanjutnya  Menteri mengusulkan  kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk
melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi rancangan
Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
evaluasi rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Keputusan
Menteri.

h. Proses penyampaian rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD serta penyampaian hasil keputusan evaluasi
dapat memuat informasi aliran data, penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Paling lambat 3 (hari] setelah persetujuan Bersama dengan DPRD,
bupati/walikota mengirimkan rancangan Peraturan Daerah
kabupaten /kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
serta rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur selaku
wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi
terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APED.

c. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengeluarkan surat
keputusan mengenai hasil evaluasi untuk disampaikan kepada
bupati /walikota.

d. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan
hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, bupatifwalikota
menetapkan rancagan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi
Peraturan Daerah kabupaten/kota dan rancangan Peraturan Kepala
Daerah kabupaten/kota menjadi Peraturan Kepala Daerah
kabupaten /kota.
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BAB IX
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Berdasarkan Pasal 198 dan Pasal 199 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019, ketentuan umum terkait pengelolaan kekayaan daerah dan utang
daerah adalah sebagai berikut:

1. Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan
kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah
diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

2. Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu,
diselezaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat
dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara
penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari
pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali
mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.

6. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh
manfaat ekonomi, sosial, danf atau manfaat lainnya.

7. Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

8. Kepala Daerah dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan
ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

9. Kepala Daerah dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan
peraturan perulndang-undangan.

10. Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah
dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang
daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang
daerah.

BAB X
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Berdasarkan Pasal 203, 206, 207, 208, 209, dan Pasal 210 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait pengelolaan
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Badan Layanan Umjum Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perLrndang-undangan.

2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah
menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang
dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.

3. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan
fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama
pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

4. Pelayanan kepada masyarakat meliputi: a. penyediaan barang dan/atau
jasa layanan umum; b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan
ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau c. pengelolaan
wilayah /kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian
masyarakat atau layanan umum.

5. BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola
untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. BLUD menJrusun rencana bisnis dan anggaran.

8. Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

9. Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis
BLUD ditakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan
Pemerintahan yang bersangkutan.

10. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai
belanja BLUD yang bersangkutan.

11. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas
peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

12. Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD
disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana
kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah
Daerah.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan BLUD dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengelolaan BLUD.

BAB XI
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Berdasarkan Pasal 212 dan Pasal 213 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019, ketentuan umum terkait pengelolaan penyelesaian kerugian
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daerah adalah sebagai berikut:

1. Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan
melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang
karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya,
baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti
kerugian dimaksud.

3. Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah berlaku secara mutatis
mutandis terhadap penggantian kerugian.

4. Tata cara penggantian kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah.

BAB XII
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

A. PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH
Berdasarkan Pasal 214 dan 215 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait Penyajian Informasi Keuangan
Daerah adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan
diumumkan kepada masyarakat.
2. Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi
penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
3. Informasi kenangan daerah digunakan untuk:
a. membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan
laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Keuangan
Daerah;
c. membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi Kinerja
Keuangan Daerah;
d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah;
dan
g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat dan
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wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan.

5. Kepala Daerah yang tidak mengumumkan informasi keunangan daerah
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selanjutnya melaksanakan ketentuan Pasal 222 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait Penerapan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan sistem
pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secara bertahap
disesuaikan dengan kondisi danfatau kapasitaz Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut
perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi alur dokumen
menjadi aliran data dan informasi secara elektronik. Hal ini berimplikasi
pada hal-hal sebagai berikut:

3. Otorisasi yang sah pada setiap tahapan dapat dilakukan secara
elektronik dengan prasyarat adanya otentifikasi yang andal pada setiap
pejabat pengelola kenangan sebagai pengguna yang unik.

4. Informasi, yang sebelumnya disampaikan melalui dokumen, dapat
disampaikan secara elektronik melalui tampilan (user interface) dalam
sistem yang memadai.

5. Integrasi antar sistem yang memungkinkan transfer data dan informasi
secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

6. Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah harus disertai
hal-hal sebagai berikut:

7. Pengembangan kapasitas berupa kompetensi digital dan budaya digital
di semua lapisan pengelola keuangan daerah.

8. Pengembangan proses bisnis berbasis elektronik sebagai acuan
penyusunan  petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah,

pengembangan sistem informasi, audit, pengawasan, dan evaluasi.

B. KONSOLIDASI STATISTIK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
1. Ketentuan Umum
Berdasarkan Pasal 215 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019, ketentuan umum terkait Konsolidasi Statistik Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
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a. Dalam rangka menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah,
Pemerintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi laporan
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkup Daerah
provinsi.

b. Laporan konsolidasi disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan
Menteri yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan

pelaksanaan sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah melakukan Penyusunan Laporan Statistik
Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Bagan Akun Standar
(BAS) Statistik Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas:

1) Laporan Operasional (Statement of Operations);

2) Laporan Amus Ekonomi lainnya (Statement of Other Economic
Flows);

3) MNeraca (Balance Sheel);

4} Laporan Sumber dan Pengpunaan Kas; dan

5) Indikator Fiskal dalam Kerangka Statistik Keuangan Pemerintah
Daerah.

b. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi statistik laporan
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkup Daerah
Provinsi.

c¢. Kementerian Dalam Negeri melakukan konsolidasi statistik atas
laporan konsclidasi statistik Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk menciptakan sistem Pengelolaan
Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat
dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta
meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan
Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.
Berdasarkan Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 222
Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan umum pembinaan dan
pengawasan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah secara nasional

dikoordinasikan oleh Menteri.
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2. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan
oleh:

a. Menteri bagi Pemerintah Daerah provinsi;

b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah

kabupaten [kota; dan

c. Kepala Daerah bagi perangkat daerah.

3. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan
pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

4. Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan,

bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui evaluasi kinerja pengelolaan
keuangan daerah wyang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan
Pemerintah Daerah beserta seluruh pihak pengelola keuangan pemerintah
daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan koridor
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi ini juga melihat
proses pengelolaan keuangan daerah di semua tahapannya dilakukan
sesuai dengan norma dan kaidah yang telah ditetapkan. Pelaksanaan
evaluasi kinerja dimaksud, sebagai berikut:

a. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui
pengambilan data langsung melalui observasi, diskusi, wawancara
mendalam, dan/atau penelaahan dokumen.

b. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara
menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya manusia, infrastruktur
dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan
pemerintah daerah.

c. Hal-hal teknis terkait dengan proses evaluasi kinerja pengelolaan
keuangan pemerintah daerah, termasuk penentuan kriteria dan
indikatornya, akan diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

5. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

6. Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan
sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
Daerah.

7. Penyelengparaan sistem pengendalian internal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

8. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik
dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
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9. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan
secara bertahap disesuaikan dengan kondisi danfataun kapasitas
Pemerintah Daerah.

10. Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi
paling =edikit meliputi:

a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah

Daerah;
b. penyusunan rencana kerja SKPD;
€. penyusunan anggaran;
d. pengelolaan Pendapatan Daerah;

e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
f. akuntansi dan pelaporan; dan
g pengadaan barang dan jasa.

11. Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan
daerah dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12. Penerapan satu data di bidang pengelolaan keuangan daerah wajib
mempedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan, keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya.

13. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan
penundaan danjfatau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan Menteri.
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